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MOTTO:

» (Padahal dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu yang kosong dan tidak
(pula) menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan
kejahatan, niscaya akan dibery pembalasan dengan kejahatan itu dan tidak
mendapat pelindung (pula) penolong baginya selain Allah*

> Ajarlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk jaman yang bukan

jamanmu (Al- [Hadist)™

—
" Terjemahan Surat An-Nissa: 123, 1998 4/ Qur'an dan 1 erjemahannya, Departemen Agama RI.
™ Al-Hadist, Bismar Siregar, 1986. Hukum dan Hak-hal Anak, Jakarta: Rajawali, Hal 9
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Almamater Fakultas | Tukum Universitas Jember.
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RINGKASAN

yang dapat membanty Semua orang bila digunakan sesuaj dengan anjuran darj dokter,
karena bila tidak digunakan sesuaj petunjuk maka dapat merugikan pengguna ity
sendiri.

Sekarang inj banyak sekali yang menggunakan narkotika sebagai kebutuhan
hdup mereka. Peredaran narkotika sudah semakin meluas di Indonesia, tidak hanya di
kota-kota besar saja tetapi kota-kota kecil tidak luput dari para pengedar
narkotika.  Narkotika tidak  hanya menyerang  orang  dewasa saja  bahkan

anak-anak sekolah yang masih tergolong di bawah umur tidak luput darj sasaran

(Kasus Perkara No. 90/Pid. AN/2000/pT. SBY)". Dalam mengerjakan skripsi inj
mengacu pada undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dalam kasus
ini mempunyai permasalahan antara lain apakah Yang menjadi dasar bagi hakim

pengadilan tinggi Surabaya dalam memperberat  pemidanaan dan apa yang

Di dalam penulisan skripsi ada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk
mengetahui jawaban atas P¢rmasalahan yang teryraj dj atas. Metode penulisan yang
digunakan adalah metode deduktif-induktif: pengumpulan data dengan studi literatur
atau bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis
datanya adalah analisis kualitatif

Diketahui dasar keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam
memutus perlara No. 90/Piq AN/2000/ PT. SBY. mengacu pada UU No. 22 tahun
1997. Perbedaan Putusan karena pada pengadilan neger; terdakwa masih dianggap
pemula dan terdakwa sendiri masih berstatus pelajar di SMUN 1 Tuban sehingga

pengadiulan neger; memutuskan terdakwa dipenjara selama 6 bulan dan denda

X1i
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Rp. 100.000.00 dengan dakwaan subsidair | bulan kurungan. Pada pengadilan tinggi
terdakwa sudah tidak dianggap pemula lagi bahkan kejahatan yang dilakukan dapat

merusak generasi muda lainnya, maka pengadilan tinggi memperberat pidananya

Rp. 150.000.00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan wajib
latihan kerja selama 30 hari dengan lama 3 Jam sehari dan tidak boleh dilakukan pada
malam hari.

Sebagai saran bagi penegak hukum agar lebih serius menangani masalah
narkotika baik pengedar maupun pengguna dan selaly mengacu pada peraturan yang
berlaku, saran yang diberikan oleh pembimbing pemasyarakatan dapat digunakan

sebaik mungkin agar tidak merugikan pihak lain.

X1il
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BAB I
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Narkotika sudah lama dikenal olech masyarakat Indonesia, bahkan pernah
menjadi alat penjajahan Belanda terutama untuk para pekerja perkebunan agar mereka
terikat  ketergantungan pada narkotika dan sekaligus pada pekerjaannya di
perkebunan tersebut, demi kepentingan pengusaha perkebunan dan pemerintah
kolonial Belanda. “Karena banyaknya dampak negatif dari kecanduan narkotika
tersebut, maka diupayakanlah oleh pemerintah  kolonial Belanda dengan
mengeluarkan ordonansi narkotika 1928 dalam rangka mengurangi penyalahgunaan
narkotika di Indonesia™( Yayasan Titian Bhakti, 1996 1).

Negara Indonesia merupakan wilayah kepulauan, begitu luasnya wilayah
daratan maupun lautan merupakan daerah rawan bagi pangkalan penyelundupan
narkotika dan sulitnya melakukan pengawasan bagi tanaman gelap ganja dan koka
dibeberapa daerah. Daerah rawan narkotika adalah : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Riau, Sumatera Sclatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Untuk pertama kalinya fenomena narkotika dikalangan remaja di Indonesia
pada tahun 1969 yang kemudian tiap tahun berikutnya menunjukan kenaikan, yang
pada mulanya hanya di Jakarta dan kemudian berkembang di kota-kota besar lainnya
(Yayasan Titian Bhakti, 1996 12). Ancaman bahaya peredaran gelap dan
penyalahgunaan narkotika langsung menyerang kesegenap lapisan masyarakat
lerutama pada kaum remaja generasi penerus  bangsa Indonesia. Masalah
penyalahgunaan narkotika mempunyai  dimensi yang kompleks, bukan saja
menyangkut penyandang penyalahgunaan saja, melainkan merusak kehidupan
keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak
langsung menyebabkan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan

negara Indonesia dikarenakan masalah tersebut merupakan masalah yang multi
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dimensional yang saling terkait dengan berbagai segi kehidupan terutama keamanan,
kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika bukan saja mengakibatkan
ketergantungan korbannya terhadap narkotika secara fisik melainkan juga
menghancurkan kepribadiannya dengan hilang kepercayaan dan harga dirinya,
seterusnya menghilangkan rasa persaudaraan dan tanggung jawab sosial terhadap
dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan masyarakat, terhadap bangsa dan negara dan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan sosial narkotika mempunyai manfaat besar sekali bila
digunakan untuk pengobatan Mmaupun penelitian ilmu pengetahuan dan sebaliknya
sangat berbahaya apabila disalahgunakan, Penyalahgunaan narkotika dapat
menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain -

a. Terhadap pribadi
- Narkotika mampu mengubah kepribadian si korban secara drastis dari sikap
positif menjadi sikap negatif.
- Menimbulkan sikap masa bodoh terhadap lingkungan.
- Tidak memperhatikan diri sendiri.
- Mampu melanggar norma yang berlaku.
b. Terhadap keluarga
- Tidak patuh terhadap orang tua
- Mampu berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan penyediaan narkotika.

- Mencemarkan nama keluarga.

(2]

Terhadap kehidupan sosial

- Mampu berbuat apa saja terhadap orang lain terutama penyimpangan-
penyimpangan susila

- Mampu mengambil barang orang lain guna memenuhi kebutuhan narkotika.

- Mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keselamatan umum.
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Sementara itu narkotika sangat bermanfaat untuk penyembuhan suaty penyakit
atas petunjuk dokter, berkat obat-obatan yang makin hari makin ditemukan
kegunaannya, Berjuta-juta orang tertolong dari berbagai penyakit yang dideritanya.
Disamping kegunaan narkotika bagi keschatan manusia narkotika juga dimanfaatkan
bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Antara lain untuk menyelidiki daya tahan dan
reaksi manusia terhadap pengaruh obat.

Demikian pula dalam bidang penelitian narkotika dimanfaatkan untuk tujuan
pendidikan maupun bagi pengembangan ilmu dalam penerapannya. Meskipun
disadari akan adanya kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkotika,
namun dalam batas tertentu masih dibenarkan penggunaan narkotika untuk tujuan
ilmu pengetahuan. Untuk memperkecil sejauh mungkin terjadinya akibat yang
disebabkan oleh penyalahgunaan, maka narkotika bagi yang digunakan untuk
pengobatan maupun untuk keperluan penelitian dan pendidikan hanya diimpor oleh
perusahaan farmasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan resmi.
Untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan terhadap kemungkinan
mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, menanam serta memelihara
koka maupun ganja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.
Untuk keperluan ini kita dapat menelaah Undang-undang No 9 tahun 1976 Tentang
Narkotika.

“Lima tahun sesudah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka
diterbitkan Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika baik mengenai
peredaran gelap dan penyalahgunaannya™ (Yayasan Titian Bhakti, 1996: 11).
Narkotika hanya dibenarkan digunakan untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep
dokter. Oleh karena ity penyalahgunaan obat tanpa resep dokter atau penggunaan obat
melebihi takaran atau ukuran yang ditetapkan oleh yang berwenang, disamping ity
juga ada penggunaan narkotika dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.
Penggunaan narkotika dengan melawan hukum dapat berupa pemaksaan oleh

Seseorang pada orang lain bajk dengan cara halus maupun dengan cara kekerasan,
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Dari waktu ke wakuu pemakaian narkotika terus meningkat baik secara
kuantitatif maupun kualitatif Secara kuantitatif karena Jumlah penggunaan semakin
banyak disamping jumlah narkotika yang disalahgunakan meningkat. Hal ini antara
lain disebabkan Sescorang memakai secara terus menerus terutama karena ketagihan,
untuk memperoleh efek yang sama harus digunakan jumlah yang terus meningkat bila
menginginkan efek “teler” pada awalnya hanya memerlukan satu tablet maka dalam
pemakaian secara terus menerus harus digunakan lebih dari biasanya. Secara kualitatif
diartikan bahwa variasi penggunaan narkotika terus berkembang dari pemakaian satu
Jenis saja menjadi berbagai jenis sekali pakai. Dari pengamatan diperoleh kenyataan
bahwa pemakaian Campuran (mixed) antara zat yang satu dengan zat yang lain
memberi efek yang luar biasa berarti mendekatkan kerusakan-kerusakan pada
jaringan otak yang sulit disembuhkan Penyalahgunaan secara kualitatif dapat
diartikan sebagai dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terus
berkembang dan memperoleh peluang bagi penyalahgunaan narkotika.

Peredaran narkotika bukan saja terjadi di Indonesia, melainkan hampir seluruh
negara didunia menghadapi goncangan wabah narkotika, yang merupakan masalah
nasional masing-masing negara disebabkan semakin meningkatnya perdagangan
gelap/ lalu lintas gelap narkotika antara negara didunia. Masyarakat Internasional
semakin cemas menghadapi situasi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika
yang melanda sebagian generasi muda dan masyarakatnya. “Kecemasan masyarakat
Internasional ini tercermin dari upaya PBB dengan lembaga dibawahnya yaitu
UNCND ( United Nation Commision Narkotic Drugs ) dan mendorong semua negara
agar secara serius dan konsepsional menangani masalah peredaran gelap lalu lintas
narkotika” (Yayasan Titian Bhakti, 1996: 7).

Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa
penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang merupakan bahaya yang harus
ditangani secara dini dan melibatkan banyak potensi yang ada baik oleh pemerintah,
masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Remaja atau generasi muda adalah bagian

dari masyarakat yang merupakan generasi penerus bangsa serta calon-calon dimasa
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bertekad bersama-sama memberantas, memerangi penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan  yraian diatas  maka penulis  tertarik membahas
hal ni dalam  bentuk skripsi  dengan judul :  STUDI TENTANG
PEMIDANAAN BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DIBAWAH UMUR
( Kasus Perkara No. 90/ Pid AN /2000 / PT.SBY )

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang
akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah -
. Apa dasar pertimbangan bagi hakim pengadilan  tinggi Surabaya dalam
memperberat pemidanaan perkara No, 90/Pid. AN/2000/PT.SBY.

Apa penyebab perbedaan pertimbangan hakim pengadilan negeri Tuban dan

30

hakim pengadilan tinggi Surabaya dalam putusan perkara
No. 90/Pid. AN/2000/PT.SBY

1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi
tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

meliputi -

a. Sebagai pemenuhan Syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas
Hukum Universitas Jember.

b. Sebagai sarana penerapan tlmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang
didapat selama kuliah dj Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
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1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah -

a. Untuk memahami dasar pertimbangan bagi hakim pengadilan tinggi Surabaya
dalam memperberat pemidanaan perkara No. 90/Pid. AN/2000/PT.SBY.

b. Untuk memahamij perbedaan pertimbangan hakim pengadilan negeri dan hakim
pengadilan tinggi dalam mem utus perkara No. 90/Pid. AN/2000/PT.SBY.

1.4. Metodologi Penulisan

Penulisan ilmiah sudah seharusnya bersifat objektif untuk ity perlu didukung
adanya data dari suaty penelitian.  Penelitian merupakan suatu usaha untuk
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan. Usaha tersebut
dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Hadi, 1986:4). Metodologi pada
hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, mengarahkan dan
memahami lingkungan yang dihadapinya ( Soekanto, 1984:6 ).
L.4.1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan  judul skripsi  yang dikemukakan di atas, maka penulis
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis formal yaitu
membahas permasalahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat

serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek (Soemitro, 1996: 97).

1.4.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang dititik
beratkan pada data menurut cara memperolehnya vyaitu sumber data sekunder
dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa
pendapat atau tulisan para alili atau pihak lain yang berwenang juga memperoleh data
melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1996 107). Menurut Soerjono Soekanto
dan Sri Mahmuji (1986:1 I) ciri-ciri umum data sekunder adalah:

L. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dan dapat digunakan segera.
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2. Baik isi maupun bentuk data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh penulis
terdahulu.

3. Tidak terbatas menurut waktu dan tempat.

Dari segi kekuatan data sekunder dapat digolongkan kedalam

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa Undang Undang
yang berkaitan dengan pemidanaan anak sebagai pengedar narkotika dalam
memecahkan permasalahan penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder, vyaitu bahan yang memberikan penjelasan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam penulisan

skripsi ini.

1.4.3.Prosedur Pengumpulan Data
Suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang
berisikan semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian yang berarti
pula suatu cara mengumpulkan data dan analisanya (Soekanto, 1986:6).
Prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi
ini adalah :
- Studi kepustakaan
Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,
pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat
pada pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan
perundang-undangan, karya ilmiah, atau buku-buku literatur yang ada
kaitannya dengan skripsi ini (Soemitro, 1996: 98).
- Studi dokumentasi
Penulis mempelajari  dokumentasi mengenai  putusan hakim yang
diputuskan dalam perkara No. 90/Pid. AN/2000/PT.SBY.
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1.4.4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap tahap yang dimasuki adalah tahap
analisis, ini adalah tahap yang paling menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan
dimanfaatkan sedemikian rupa sampai menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai
untuk menjawab yang diajukan dalam permasalahan (Koentjaraningrat, 1997:269).
Penyusun mendapatkan data-data yang dikehendaki dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat didokumentasi, barulah penyusunan
ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu memberikan gambaran atau data yang
diperoleh dengan memberikan komentar vang dipandang perlu (Hadi, 1986:47).

Penulis dalam melakukan analisis terhadap data dan permasalahan yang
dibahas menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, digabung jadi satu
untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara teliti, ditelaah dan dianalisis
berdasarkan teori dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan ini (Soemitro, 1996: 116).

Adapun untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode penarikan
kesimpulan dengan cara deduksi. Metode deduksi adalah cara mengambil kesimpulan

dimulai dari pembahasan vang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat

khusus.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Mengenai fakta pada kasus masalah pemidanaan pengedar narkotika dalam hal
ini penulis mengambil dari kasus yang merupakan putusan pengadilan tinggi dengan
perkara No. 90 / Pid. AN / 2000 / PT.SBY. Menjelaskan bahwa pengadilan tinggi telah
memeriksa, mengadili dan mem utuskan perkara tersebut pada tingkat kasasi.

Gambaran kasus diatas adalah sebagai berikut -

Nugroho Adhi Wibowo adalah seorang pelajar di SMUN 1 Tuban kelas 11 dan
masih berusia 17 tahun, dia bertempat tinggal di Jalan KH. Mustain No 46 Tuban.
Kejadian ini diawali Nugroho pada hari rabu tanggal 22 Desember 1999 sekitar jam
18.30 WIB berada dirumah Yustanto dengan alamat Kel. Ronggomulyo Kec Tuban,
pada saat itu Nugroho menjual narkotika golongan 1 berupa daun ganja kering seberat
kurang lebih 0,38 gram,

Daun ganja kering yang dijual ke Yustanto diperoleh dari Yoga Priambodo,
temannya. Sewaktu Nugroho masih berada dirumahnya. Yoga Priambodo membawa
daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang semula didapat dari Pandaan dan
tidak lama pula datang temannya lagi yaitu Eko Setiawan.

Daun ganja kering yang masih terbungkus rapi kemudian dibuka oleh Yoga
Priambodo selaky pemiliknya, kemudian mereka bertiga mulai memilih-milih daun
ganja tersebut, Nugroho bersama Yoga memilih daun ganja kering serta
membungkusnya kembalj sehingga mendapat 18 paket, sedangkan Eko Setiawan
memilih biji ganja dan mendapatkan | paket. Karena telah selesai tugasnya memilih dan
membungkus daun ganja dan bijinya maka Nugroho membeli 1 paketnya dari Yoga
seharga Rp. 10.000,00 dan telah dibayar lunas oleh Nugroho.

Setelah membeli dari Yoga Priambodo, Nugroho pergi kerumah Yustanto dan
menjual ganja tersebut dengan harga Rp. 20.000,00 sebanyak 1 paket yang beratnya
0.38 gram. Ganja yang telah dijual oleh Nugroho telah dibayar lunas oleh Yustanto,
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Nugroho tidak mengetahui bahwa Yustanto sebenarnya adalah seorang informan
dar1 kepolisian yang ingin menangkap pengedar narkotika karena pengedar narkotika
semakin meluas didaerah Tuban. Uang yang dipergunakan untuk membeli 1 paket ganja
tersebut merupakan uang dari polisi Tuban yang bernama Nursaid. Dengan adanya
informan  Yustanto maka Nugroho bersama rekan-rekannya yang mengedarkan
narkotika didaerah Tuban segera ditangkap.

Nugroho segera ditahan untuk proses penyidikan sejak tanggal 24 Desember
1999 karena dia telah terbukti sacara sah tanpa hak dan melawan hukum membeli ganja
dan menjualnya kembali kepada orang lain, berarti Nugroho telah membantu
mengedarkan ganja tersebut.

Karena yang mengedarkan ganja masih anak dibawah umur, maka penuntut
umum pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatannya secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana, karena tanpa hak dan melawan hukum telah
menjual daun ganja kering. Sehingga penuntut umum menuntut supaya terdakwa

dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

PENGADILAN NEGERI
Dalam pengadilan negeri tanggal 21 Pebruari hakim memberikan putusan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

I.  Adanya barang bukti berupa 1 paket daun ganja kering dengan berat 0,38 gram
yang telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik cabang
Surabaya dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00.

2. Karena terdakwa masih dibawah umur sehingga wali atau orangtua terdakwa
berjanji akan memberikan pengawasan serta bimbingannya terhadap terdakwa lebih
dari sebelumnya dan meminta keadilan atau hukuman yang seringan-ringannya
karena terdakwa masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya

3. Terdakwa didakwa karena melanggar pasal 82 ayat 1 sub a UU No. 22 tahun 1997

tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut.
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a. Barang siapa
b. Tanpa hak dan melawan hukum
¢. Menjual, membeli narkotika golongan |
Unsur ke-1

“ Barang siapa “ adalah terdakwa Nugroho Adhi Wibowo selaku subyek hukum
pidana, karena mendengar keterangan terdakwa maupun saksi benar bahwa
terdakwa adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana ini sehingga unsur ke-1 dari
pasal tersebut terpenuhi.
Unsur Ke-2

* Tanpa hak dan melawan hukum * karena terdakwa Nugroho Adhi Wibowo
telah mengakui pada tanggal 22 Desember 1999 sekitar Jam 18.30 Wib bertempat
dirumah Yustanto, tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering
kepada Yustanto sebanyak | paket dengan berat 0,38 gram seharga Rp. 20.000.00.
Setelah diperiksa ternyata daun ganja kering tersebut adalah ganja yang termasuk
golongan [, sehingga dengan demikian unsur-2 dari pasal ini sudah terpenuhi.
Unsur Ke-3

* Menjual, membeli narkotika golongan I “. Berdasarkan keterangan saksi-saksi

“dan keterangan terdakwa itu sendiri bahwa terdakwa telah membeli daun ganja

kering dari Yoga Priambodo sebanyak 5 paket dan daun ganja tersebut sebagian
dipergunakan sendiri dan sebagian dijual kepada Yustanto sebanyak 1 paket. Harga
sewaktu Nugroho membeli dari Yoga priambodo per paket adalah Rp. 10.000,00
dan kemudian terdakwa menjual kembali 1 paket kepada Yustanto seharga
Rp.20.000,00. Ganja yang dijual kepada terdakwa termasuk narkotika golongan I,
dengan demikian unsur ke-3 dari pasal ini juga terpenuhi.

4. Berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan pada tanggal 13 Januari 2000
perbuatan terdakwa masih dalam stadium awal sehingga masih bisa diperbaiki
dengan bantuan semua pihak.

5. Schingga dengan adanya pertimbangan tersebut diatas maka hakim pengadilan

negeri Tuban memutuskan karena secara sah dan meyakinkan bersalah telah
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melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum telah menjual narkotika
golongan |, sehingga menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 bulan
penjara dan denda sebesar Rp. 100.000,00 dan dakwaan subsidair selama 1 bulan

kurungan.

PENGADILAN TINGGI

l.

o

Lo

Penuntut umum merasa kurang puas dengan putusan hakim pengadilan negeri
sehingga meminta banding pada pengadilan tinggi Surabaya. Akta permintaan
banding dari jaksa penuntut umum dari tanggal 26 Pebruari 2000 dan permintaan
banding telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2000.
Memori banding dari jaksa penuntut umum tanggal 7 Maret 2000 yang diterima di
kepaniteraan pengadilan tinggi pada tanggal 10 Maret 2000

Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan tanggal
13 Januari 2000 dengan No. Litmas. 13 / WI0.E.09 /1/2000

Mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang telah disampaikan kepada
penuntut umum maupun terdakwa pada tanggal 7 maret 2000

Pengadilan tinggi menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut umum dan
menyatakan putusan hakim pengadilan negeri pada tanggal 21 Pebruari 2000
dengan No.4 / Pid.B / 2000 / PN.Tbn. Batal Demi Hukum

Pengadilan tinggi memutuskan karena terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan
tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual belj narkotika
golongan [, sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama | (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.
150.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan latihan
kerja selama 30 hari kerja dengan lama latthan selama 3 Jam sehari dan tidak

dilakukan pada malam hari
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2.2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika:
a. Pasal 1(1)
Tentang Pengertian Narkotika
b. Pasal 1 (5)
Tentang Pengertian Pengedar Narkotika
¢. Pasal 2(2)
Tentang Penanggulangan Narkotika
d. Pasal 5
Tentang  Narkotika Golongan [ Hanya Digunakan  Untuk Kepentingan
Pengembangan Iimu Pengetahuan
€. Pasal 32
Tentang Kegiatan Peredaran Narkotika
f. Pasal 37
Tentang Narkotika Golongan I Hanya Dapat Disalurkan Oleh Lembaga Tertentu
g Pasal 78 (1)sub a
Tentang Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan |
h. Pasal 78 (1) sub b
Tentang Sanksi Pidana Bagi yang Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan |
I. Pasal 82 (1)suba
Tentang Sanksi Bagi Pengedar Narkotika Golongan |
J. Pasal 85 hurufa
Tentang Sanksi Bagj Pengguna Narkotika
k. Pasal 90

Tentang Perampasan dari Hasil Tindak Pidana Narkotika
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UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

d.

Pasal 1 (1)

Tentang Pengertian Anak Dalam Perkara Anak Nakal

Pasal 1 (2)

Tentang Pengertian Anak Nakal

Pasal 1 (11)

Tentang Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 4 (1)

Tentang Batas Umur yang Dapat diajukan ke Sidang Anak

Pasal 23 (1)

Tentang Pidana yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Nakal

Pasal 23 (2)

Tentang Pidana Pokok Yang Dapat dijatuhkan Terhadap Anak Nakal
Pasal 24

Tentang Tindakan yang Dapat Dijatuhkan terhadap Anak Nakal
Pasal 25 (1)

Tentang Hakim Dapat Menjatuhkan Pidana atau Tindakan Terhadap Anak Nakal
Pasal 26 (1)

Tentang Pidana yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Nakal 1/2 dari Maksimal
Ancaman Pidana Penjara Bagi Orang Dewasa

Pasal 26 (2)

Tentang Pidana Maksimal dijatuhkan 10 Tahun Bagi Anak Nakal
Pasal 28 (3)

Tentang Wajib Latihan Kerja Sebagai Pengganti Denda

Pasal 34

Tentang Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Tugas Pekerja Sosial
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Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana:

a.

Pasal 197 (1) sub e

Tentang Tuntutan Pidana Sebagaimana yang Terdapat Dalam Surat Tuntutan

Pasal 197 (2)

Tentang Tidak Dipenuhinya Salah Satu Ketentuan Dalam Ayat 1 Mengakibatkan
Putusan Batal Demi Hukum

Pasal 240 (1)

Tentang Pengadilan Tinggi Dengan Suatu Keputusan Dapat Memerintahkan

Pengadilan Negeri Untuk Memperbaiki atau Pengadilan Tinggi Mengadili Sendiri

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Perundang-Undangan Yang

Berlaku.

Dalam hukum Indonesia masih terdapat perbedaan penentuan batas usia,

menurut hukum yang tertulis maupun vang tidak tertulis ada perbedaan tolok ukur

antara lain :

a.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330

(1). Batas usia anak belum dewasa yaitu 21 Tahun kecuali anak sudah kawin
sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan.

(2). Pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun
tidak mempunyai pengaruh pada status kedewasaannya.

(3). Seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang
tua akan berada diwilayah perwalian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 45

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan

sebelum umur 16 tahun hakim dapat menentukan
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Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang
bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika
perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489,
490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta
belum lewat dua tahun sejak dinyatakannya salah karena melakukan kejahatan
atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan diputusnya menjadi tetap atau
menjatuhkan pidana. h

Karena telah ditetapkannya UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang

Juga mengatur secara khusus tentang pengaturan pidana materiil ternyata telah

mengesampingkan pasal 45 KUHP sehingga sekarang ketentuan tersebut sudah

tidak berlaku. Sesuai dengan Pasal 63 (2) KUHP Yang Berbunyi : " Jika suatu

perbuata yang masuk dalam suaty aturan pidana yang umum diatur pula dalam

aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dikenakan ".

Sehingga dalam pasal ini menganut asas Lex spesialis de rogad, Lex spesialis

General ( Hukum khusus dapat mengesampingkan hukum umum ).

UU No. | Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 47 (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pemah melangsungkan

perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut

kekuasaan orangtuanya.

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 (2)

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

kawin.

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 (1)

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapal umur 8 tahun

tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
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f. Konvensi Hak-hak Anak dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada

tanggal 20 November 1989 Ditandatangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Juni
1990.

Pasal |
Yang dimaksud dengan konvensi sekarang ini seorang anak adalah setiap manusia
yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku
bagi anak-anak kedewasaan berlaku lebih cepat,

g Dalam hukum adat
Batas usia anak menurut hukum adat terdapat beberapa macam (R. Soepomo, dalam
Soemitro, 1990:19) :
- Dapat bekerja sendiri
- Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
- Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri
- Telah menikah
- Berusia 21 tahun

h. Dalam hukum islam
Batasan kedewasaan anak tidak berdasarkan hitungan usia tetapi sejak ada
perkembangan kelamin sekunder baik pria maupun wanita,

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman
bentuk dan spesifikasi tertentu, maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak
(batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan.
Seseorang tergolong dalam batas bawah usia anak yaitu nol tahun batas penuntutan
8 tahun sampai dengan batas atas penuntutan 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur anak tergolong amat penting dalam perkara pidana anak, karena
dipergunakan untuk men getahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk
kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-
undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas lapangan, agar
tidak menjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut maupun salah

mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.
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Mengenai batas umur dalam UU No. 3 Tahun 1997 ketentuan pasal 1 ayat 1
sejalan dengan pasal 4 ayat 1, karena ketentuan ity sebenarnya dimaksudkan untuk
menjabarkan lebih lanjut. Didalam pasal 1 ayat 1 ketentuan ini hanya membatasi diri
khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki
atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dan anak tersebut
belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan tersebut diatas menunjukan bahwa yang
disebut anak yang diperkarakan secara pidana dibatasi ketika sudah berusia 8 tahun
sampai dengan belum genap 18 tahun. Apabila dibawah umur 18 tahun tetapi sudah
kawin harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan
demikian tidak diproses berdasarkan UU pengadilan anak tetapi berdasarkan KUHAP
dan KUHP.

Batasan umur dalam UU Pengadilan Anak dibanding dengan batasan umur pada
pasal 45 KUHP (yang sudah tidak berlaku lagi), umur dalam Uy Pengadilan Anak

batasannya lebih tinggi karena dalam pasal 45 KUHP hanya membatasi umur sampai

terdakwa atau tersangka anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental,
maupun sosial sering berperilaku dan bertindak yang merugikan dirinya, keluarga dan
masyarakat. Anak adalah bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yvang memiliki
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh,

serasi, selaras dan seimbang (Waluyo, 2000: 3):

232 Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur
Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan

tergolong sebagai tindak pidana, misalnya memukul temannya sendiri sampai luka,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

membawa senjata api, menggunakan narkotika secara melawan hukum, maka perbuatan
itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melaluyi sidang pengadilan.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak-anak,
sebelum diberlakukannya UU No. 3 Pengadilan Anak tahun 1997 dapat dikatakan
hampir tidak ada bedanya dengan penangan perkara orang dewasa. “Dj lapangan hukum
pidana anak-anak diberlakukan sebagai orang dewasa kecil, sehingga seluruh proses
perkaranya kecuali di lembaga pemasyarakatan diberlakukan sama seperti orang
dewasa ** (Manan dalam Supramono, 2000: 10). Keadaan kepentingan anak sebagai
anak-anak (orang yang belum dewasa) sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-
perlakuan khusus.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan apabila tersangka atau terdakwa
anak ini diberlakukan penahanan dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu
penahanan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksaan dalam memeriksa
tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dengan cara yang sama dengan orang
dewasa. Bahkan kadang—kadang dengan cara dibentak, dipukul, ditakuti, bahkan dengan
cara kekerasan, ini Sangat mempengaruhi  anak dalam bertanggung jawab terhadap
perkara yang sedang dihadapinya.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa
dianggap tidak tepat, sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang
bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkara yang sedang
berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya, anak akan merasa sangat ketakutan,
merasa stress dan akibat selanjutnya anak akan menjadi pendiam dan tidak kreatif,

Dalam dirinya anak merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya

perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus.

Pemeriksaan atay perlakuannya tidak dapat disamaratakan oleh orang dewasa. Perly
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rasa ketakutan dan diharapkan dengan begitu seorang anak dapat bertanggung jawab
atas tindakannya dengan baik. Jangan sampai anak yang telah tersangkut perkara pidana
tidak dapat bergaul dengan baik.

Ketentuan kejahatan anak atau yang disebut dengan delikuensi anak diartikan
sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam bagian-bagian tertentu di KUHP
dan atau tata peraturan perundang-undangan vang berlaku. Spesifikasi anak melakukan
tindak pidana menjadi masalah sosial sckaligus hukum yang telah ada dan tumbuh
bersama perkembangan masyarakat. Sekarang ini pengelompokan utama tindak pidana
anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai
bentuk solusi tatanan masyarakat. “Pengertian delikuensi anak menjadi esensial dalam
penggolongan tindak pidana anak secara umum. Keterbatasan Kemampuan dari
eksistensi anak sebagai berstatus tidak mampu  menimbulkan pengelompokan
kemampuan untuk mengoperasionalkan bentuk-bentuk kejahatan tidak akan berstruktur
menjadi fenomena delik yang memiliki aspek hukum pidana atau dengan kata lain
seorang anak tidak dapat melakukan delik pidana scbagaimana delik vang dirumuskan
dengan unsur kesengajaan atau keterpaksaan™ ( Wadong, 2000: 81),

Asas anak melakukan tindak pidana adalah asas umur yang belum dewasa
sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1), (2a), (2b) dan pasal 24 UU No 3 tahun 1997
Asas yang dalam rumusan tindak pidana disebut asas ketidakcakapan. ketidakmampuan
untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan dalam merumuskan
delik pidana yang timbul menjadi kelompok delik vang diluar pertanggungjawaban
anak. Maksud delik atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dewasa (delik
yang menjadi tanggung jawab orang dewasa) atau disebut dengan subyek hukum
normal.

Umur anak yang belum mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana hanya
dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan dari hasil pemeriksaan itu maka

penyidik berpendapat dibina atauy dikembalikan kepada orang tuanya atau kepada
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Departemen Sosial, sesuai dengan pasal 5 ayat (1), (2), (3) UU No. 3 Tahun 1997 yang

berbunyi :

(1) Dalam hal anak yang belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan
pemeriksaan oleh penyidik.

(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana
termasuk dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua
asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau
orang tua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana
dimaksud dengan ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua
asuhnya, penyidik akan menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial
setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Bisa saja anak yang melakukan tindak pidana sakit jiwanya, maka bisa
dikatakan dengan jelas kalau anak itu tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan
pasal 44 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan vang tidak dapat dipertanggungjawabkan
padanya, disebabkan karena Jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena
penyakit tidak dipidana.

(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya
disebabkan karena Jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit,
maka hakim dapat memerintahkan Supaya orang itu dimasukan kedalam rumah
sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai masa percobaan.

Seorang anak yang akan dipidana harus dalam keadaan sadar dan jiwanya mampu

bertanggung jawab atas perbuatannya Jika anak tidak sakit jiwanya maka tidak ada

alasan untuk tidak mempidana anak tersebut karena anak mampu bertanggung jawab

atas tindak pidana yang dilakukannya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

233, Pemidanaaan Anak Dibawah Umur

dalam pasal | ayat 2 mempunyaj 2 pengertian yaitu:

a. Anak yang melakukan tindak pidana
Walaupun UU Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebijh lanjut akan
tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuataanya
tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja

melainkan juga melanggar Peraturan-peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan

dan sebagainya,

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak
Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang bagi anak adalah baik menurut
peraturan perundang-undangan Maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal Ini peraturan tesebut
baik yang tertulis Mmaupun yang tidak tertulis misalnya, hukum adat atau hukum
kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk

sesuai isinya KUHP mengatur tentang tindak pidana (Supramono, 2000: 2 1)
Adanya kekhususan dan hal-hal yang relatif bary sebagaimana diatur dalam
UU No. 3 tahun 1997 melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan.

Perbedaan ity meliputi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan

proses  peradilannya bagi  anak nakal menjadi - wewenang pengadilan anak
(Waluyo, 2000: 5).
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Dalam pemidanaan ada beberapa alasan untuk memperberat dan memperingan
pemidanaan. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleks; sifat yang baik dari
terdakwa dan faktor-faktor vang memberatkan dinilai sebagai sifat yang Jjahat dari
terdakwa. Pertimbangan hakim demikian terdapat dalam pasal 27 (2) UU No. 14 tahun
1970 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman yang berbunyi:

“Dalam mempertimbangankan berat ringannya pidana hakim wajib

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.”
Penjelasan pasal 27 ayat 2 menegaskan sebagai sifat yang jahat maupun yang baik
wajib diperhatikan hukum dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan. Keadaan
pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan
seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat di peroleh dari keterangan orang-orang,
lingkungannya, rukun letangpanya, dokter ahli Jiwa dan sebagainya.

Praktek sehari-hari baik dari penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang
dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah hal-hal pokok yaitu hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Faktor-faktor yang meringankan antara lain:

1. Terdakwa masih muda (dibawah umur),

2. Berlaku sopan dalam penyelidikan hingga persidangan.
3. Mengakui perbuatan vang dilakukan.

Faktor-faktor yang memberatkan antara lain;

—

Memeberi keterangan yang berbelit-belit
Tidak mengakui perbuatannya,
Meresahkan masyarakat.

Merugikan negara.

R M 4O

Residivis.
Dengan adanya pertimbangan faktor-faktor tersebut maka hakim akan memberikan

pidana yang setimpal dan adil sehingga tidak merugikan terdakwa dan masyarakat.
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Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak secara utuh
oleh kerenanya ketentuan pemidanaan dilakukan secara khusus.

Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak antara lain telah
menetapkan apa yang dimaksud anak khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh anak. Menurut UU No 3 Tahun1997 pasal 23 (1), (2) terhadap anak
nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.
Pidana pokok yang dapat di jatuhkan kepada anak vyaitu:

b. pidana penjara

¢. pidana kurungan

d. pidana denda

¢. pidana pengawasan

Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yaitu:
a. Perampasan barang-barang tertentu

b. Pembayaran ganti rugi

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal sesuai dengan pasal

24 (1) UU No. 3 Tahun 1997, yaitu :

I. Mengembalikan pada orang tua, wali atau orang tua asuh.

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan
kerja.

3. Menyerahkan pada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang
bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak nakal yang melakukan
perbuatan yang dinyatakan terlarang oleh anak baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun peraturan hukum lain.

Anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan perbuatan tercela,

merugikan orang lain dan merusak kepentingan umum.,
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Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya 1/2 dari
ancaman orang dewasa atay paling lama 10 tahun Mengenai ancaman pidana penjara
yang melakukan tindak pidana terdapat dalam pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 yaitu :
(1) Pidana penjara yang dijatuhkan pada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 angka 2 huruf a paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana dari orang

dewasa.

mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mat;
atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut
dijatuhkan salah saty tindakan sebagaimana dirr;aksud dalam pasal 24.
Pada pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan
tindak pidana paling lama 1/2 darj maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang

dewasa, mengenai pidana kurungan terdapat dalam pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997
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Ketentuan pidana bersyarat yang dijatuhkan bagi anak nakal sesuai dengan
pasal 29 UU No. 3 tahun 1997 mengenai pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila
pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun dan jangka waktu masa pidana
bersyarat paling lama 3 tahun. Dalam proses pidana bersyarat diberlakukan 2 syarat
sebagai berikut:

a. Syarat umum vaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi
selama menjalani masa pidana bersyarat.
b. Syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertenty yang
ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
Selama menjalani pidana bersyarat, jaksa tetap melakukan pengawasan dan
pembimbing kemasyarakatan tetap melakukan bimbingan terhadap anak nakal, Anak
nakal yang menjalani pidana bersyarat vang dibimbing oleh balai kemasyarakatan
berstatus sebagai klien pemasyarakatan dan anak tersebut dapat mengikuti pendidikan
sekolah.

Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak Yang melakukan tindak pidana

sesuai dengan pasal 30 UU No 3 tahun 1997 sebagai berikut:
a. Pidana pengawasan dijatuhkan minimal 3 bulan dan maksmimal 2 tahun.
b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh
Jaksa.

¢. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan,

2.3.4. Pengertian Narkotika dan Unsur-unsurnya.

Narkotika merupakan zat yang jika masuk kedalam organisme hidup dapat
menyebabkan perubahan-perubahan pada satu atay lebih organisme tersebut. “Menurut
istilah kedokteran narkotika yaitu jenis obat-obatan yang bersifat natural maupun
sintetis yang mengandung berbagai unsur kimia yang berfungsi sebagai penenang atau
perangsang. Namun menurut tinjauan ilmiah narkotika adalah obat-obatan dari bahan

kimia yang membuat orang lain tertidur atau hilang kesadaran, Apabila jenis obat-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

obatan ini dikonsumsi tanpa petunjuk dokter akan mengakibatkan kecanduan bagi

pemakainya” (As-Sadlan, 2000:6).

UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, memberikan penjelasan bahwa
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana
terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Kesehatan.

Narkotika secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis (As-Sadlan, 2000:9).

1. Narkotika natural (alami) Yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja,
opium, koka, kecubung

2. Narkotika semi sintetis Yang dimodifikasi dari bahan-bahan alamij (biasanya zat
kimia yang terdapat di dalam opium) kemudian diproses secara kimiawi supaya
memberikan pengaruh lebih kuat seperti morfin, kokain.

3. Narkotika sintetis yang terbuat dari bahan kimia murni dikemas dalam bentuk
kapsul, pil, tablet, cairan injeksi, minuman, serbuk.

Melihat banyaknya bahan-bahan narkotika yang tersedia dan beragam
komposisi obat narkotika yang ada tentunya sangat sulit menentukan klasifikasi secara
menyeluruh dan rinci, namun dapat kita klasifikasikan dari pengaruh yang timbul dari
kerusakan yang diakibatkannya atau berdasarkan tingkat bahayanya dengan demikian
kita dapat mengklasifikasikan dalam berbagai sisi (As-Sadlan, 2000- 1 1).

Berdasarkan warnanya narkotika di bagi menjadi 2 yaitu:

I Narkotika putih seperti : kokain, heroin.

2. Narkotika hitam seperti - opium dan ganja
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Berdasarkan bahan yang ditimbulkan, narkotika dibagi menjadi 2 yaitu:

I Narkotika dosis tinggi yaitu yang menimbulkan pengaruh sangat berbahaya bagi
para pemakai dan pecandunya seperti opium, morfin, kokain, heroin dan ganja.

2. Narkotika dosis rendah yaitu yang pengaruhnya kecil dari Jenis pertama, seperti
obat bius dalam bentuk pil atau injeksi yang biasa digunakan dalam ilmu

| kedokteran sekalipun obat Jenis ini juga bisa menyebabkan kecanduan dan dapat
merusak kegiatan pemakainya bila dipakai secara terus menerus.
Berdasarkan efek yang ditimbulkan terbagi menjadi tiga yaitu:

1.~ Obat penenang (depressant)
Obat penenang adalah jenis obat yang apabila digunakan mempunyai efek
mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga lazim dipakai untuk
menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah seseorang untuk tidur.

2. Obat perangsang (Stimulant)
Obat perangsang jika digunakan akan meningkatkan kemampuan fisik seseorang,
mengkonsentrasikan diri membuat prestast yang lebih baik. Seseorang akan
sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat. Tetapi karena dipaksakan,
walaupun kemampuan fisiknya masih ada, daya mental atau konsentrasi tidak dapat
mengimbanginya, Sehingga lambat laun akan mengakibatkan efek yang tidak baik,
serta menimbulkan ketagihan. Dikalangan olahragawan yang sering diisukan
menggunakan obat perangsang ini secara sembunyi, disebut doping,

3. Obat penghayal (Hallucinogen)
Obat penghayal ini apabila digunakan dapat menimbulkan perasaan yang tidak riil,
dapat meningkat menjadi halusinasi dengan persepsi yang salah. Oleh karena itulah
Jenis obat ini dinamakan zat penghayal. Selama zat bekerja orang yang memakainya
menjadi tidak wajar, banvak tertawa dan bicara tidak menentu, rasa tanggung jawab
menjadi hilang. Akhirnya ia nyenyak tidur dan bermimpi yang serba indah. Tetapi
setelah daya kerja obat halusinasi tadi habis, yang bersangkutan kadang-kadang
berubah menjadi ketakutan, susah, seolah-olah dikejar sesuatu vang serba

menakutkan atau yang tidak disukainya.
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Untuk pengaturan narkotika dalam UU No 22 tahun 1997 Tentang narkotika

dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1.

Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan
dan tidak digunakan dalam pengobatan

Narkotika golongan II yang berkahsiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan
dapat digunakan sebagai terapi dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan

Narkotika golongan III yang berkhasiat untuk pengobatan, dapat digunakan sebagai
terapi serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkorika itu sendiri terdiri dari berbagai unsur yang sangat besar pengaruhnya.

Ada banyak jenis obat narkotika vang berkembang selama ini merupakan

perkembangan dari unsur-unsur tersebut (Yayasan Titian Bhakti, 1996 36).

I

Unsur-unsur narkotika antara lain -
Ganja
Ganja atau Cannabis sativa tergolong dalam jenis tanaman perdu. Rokok ganja
misalnya diramu dari daun ganja yang dikeringkan ditambah atau tidak ditambah
dengan biji ganja.
Terdapat beberapa pengaruh yang kurang menguntungkan dari pemakaian ganja
kalau dihisap seperti halnya menghisap rokok. Denyut jantung perokok ganja
menjadi cepat, mata merah, mulut dan tenggorokan terasa kering.
Pemakaian ganja terus menerus menunjukkan adanya kecenderungan merusak dan
berkurangnya daya ingat. Mengurangi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang
memerlukan konsentrasi dan reaksi cepat. Misalnya waktu mengendarai mobil
kondisi semacam ini tentu menjadi rawan
Ganja memang tidak menimbulkan gejala putus obat sepert pilek, diare, sakit perut
dan sebagainya. Para ahli menemukan bahwa keinginan akan ganja lebih bersifat
psikologis. Ingatan kembali pada perasaan yang timbul pada saat menghisap
semakin memperkuat keinginan untuk memakai ganja lagi.
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2. Opium (candu)

LS )

Opium adalah jenis atau kelompok narkotika yang bersifat menenangkan saraf dan
mengurangi rasa sakit . Orang Juga menyebut opium sebagai opioda atau candu. Zat
ini berasal dari tanaman dalam keluarga bangsa mawar sehingga dapat disebut
dengan Klop rose. Bunganya bermacam-macam warna ada yang kuning kemerahan,
merah ungu dan ada juga yang nila, sangat indah bentuknya. Orang awam tentu
tidak akan menyangka bahwa tanaman ini pada suatu saat dapat menimbulkan
bencana. Buah opium mengandung getah berwarna putih. Kemudian warnanya akan
menjadi hitam kecoklat-coklatan. Getah ini akan mengalir dari buah yang di toreh
atau digores.

Sesuai dengan aturan pakainya menurut dokter, zat-zat tersebut dapat dipergunakan
untuk menyembuhkan penyakit. Masalahnya obat tersebut digunakan secara tidak
wajar tanpa petunjuk dokter atau scorang ahli yang lama kelamaan menjadi
ketergantungan . Mereka yang menyalahgunakan dapat tergantung baik mental
maupun psikologis. Seorang yang sudah ketagihan bilamana tidak menggunakan
obat tersebut akan berpengaruh pada kesehatannya antara lain terjadinya
kelambatan pada sistem saraf pusat, pernafasan dan juga jantung. Pada waktu terasa
ketagihan timbul rasa mengantuk, berbicara cadel, menghambat psikomotorik
(gerakan jiwanya).

Morfin

Morfin merupakan zat kimia yang terdapat didalam opium. Orang sering
mengartikan morfin sebagai zat yang sudah dipisahkan dari opium. Biasanya yang
kita lihat sehari-hari sebagai morfin itu adalah bubuk yang berwarna putih yang
dapat dijadikan senyawa obat-obatan seperti Heroin.

Didalam dunia pengobatan, morfin dipakai untuk mengatasi rangsangan batuk,
nyeri. Karena efek samping obat ini menimbulkan ketergantungan, maka jarang
dipergunakan untuk pengobatan. Dalam kejahatan narkotika orang yang kecanduan

menggunakannya karena merasa obat lain tidak mempunyai efek sampingan pada
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dirinya. Misalnya perokok ganja lama-kelamaan merasakan ganja tidak lagi
memuaskan dirinya maka ia pindah ke morfin.

Bagi mereka kecanduan morfin saat ini menimbulkan kegembiraan dan santaj
Namun bagi orang yang belum pernah memakai, morfin kalau disuntikan ke tubuh
akan merasa tidak enak. ltulah sebabnya pasien yang mendapatkan suntikan morfin
untuk terapi sering kali merasa tidak enak, cemas, gelisah, mual dan tertekan
pernafasan.

Heroin _

Heroin adalah zat yang mempunyai kekuatan lebih besar dari morfin. Heroin
berasal dari proses pengolahan morfin yang perbandingannya 4 mg heroin sama
dengan 10 mg morfin. Bentuk heroin berupa bubuk dengan warna agak kecoklatan.
Heroin mempunyai sifat mudah membuat sj pemakai ketergantungan. Khasiatnya
secara medis adalah mengurangi rasa sakit dan kecemasan, menenangkan dan
memberikan rasa aman.

Dalam dunia pengobatan heroin tidak digunakan karena mempunyai dampak
negatif dan mengakibatkan kecanduan. Hal ini dirasakan pemakai saat dia berhenti
menggunakannya akan timbul gejala seperti fly berat, mata berair, ingusan, mual,
muntah. Seorang anak yang dilahirkan oleh jby yang sering menggunakan heroin
akan ikut ketagihan

Pemakai heroin seri ng tidur dan pemakainya makin lama semakin bertambah atau
takaran heroin vang dipergunakan semakin meningkat. Heroin dapat disuntikan
ketubuh dan dapat pula ditelan. Tindakan seperti ini mengakibatkan fata] terhadap
kondisi tubuh.

Metadon

Metadon adalah Jenis narkotika sintetis yang dipergunakan untuk mengobati
kecanduan heroin, Efeknya terasa selama 3 sampai dengan 5 jam. Tetapi gejala
putus obat tidak sehebat morfin. Sehingga metadon Juga dapat digunakan untuk
pecandu morfin,
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Namun harapan tersebut sampai kini belum menjadi kenyataan bahkan menambah
deretan obat yang termasuk narkotika yang perlu diawasi.

Pengobatan dengan menggunakan metadon yang juga termasuk narkotika dengan
sifat ketergantungannya dikurangi dan masih diuji kembali, karena kenyataannya
banyak menimbulkan akibat negatif. Bila digunakan dalam program untuk
mempertahankan tingkat obat maka metadon diberikan kepada si-penderita setiap
hari dengan dosis tertentu untuk memenuhi keinginan tubuh akan heroin dan
mencegah timbulnya gejala-gejala ketagihan. Berarti pengobatan dengan metadon
harus diawasi dengan ketat oleh dokter atau ahli.

Kokaina

Kokaina adalah jenis obat perangsang yang diperoleh dari sari daun tanaman koka
yang banyak tumbuh di daerah Amerika selatan. Dimana selama berabad-abad
lamanya daun tersebut dikunyah oleh penduduk asli untuk menambah daya tahan
terhadap kelelahan. Kokaina menimbulkan rangsangan pada saraf pusat. Pada
manusia banyak bicara, gelisah dan perasaan nyaman. Adanya kekuatan mental
bertambah dan kapasitas kerja otot meningkat hal ini mungkin disebabkan oleh
kurangnya rasa lelah.

Kokaina dalam dosis kecil memperlambat denyut jantung sedang dalam dosis
sedang denyut jantung bertambah dan pemberian kokaina suntikan pada dosis besar
mengakibatkan kematian mendadak karena payah jantung. Apabila orang telah
lama menggunakan kokaina dan menghentikan penggunaan obat tersebut, mereka
sering mengalami perasaan tertekan. Mereka cenderung mengatasi depresi dengan
menggunakan kokaina lagi.

Kecubung

Kecubung adalah tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia. Secara umum
terdapat tiga jenis yakni yang berbunga putih, berbunga tunggal kecil, dan jenis

berbunga besar rangkap berwarna ungu tua.
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Jenis-jenis tersebut secara tradisional digunakan untuk mencegah kolera dan obat

sesak napas. Demikian juga bubuk akar digosokkan dengan gusi dapat mengurangi
~ nyeri karena sakit gigi.

Pengaruh kecubung langsung cepat, biasanya dalam waktu 20 menit. Reaksi awal

adalah pusing, dingin, sedikit demam, mulut kering dan mual. Kemudian sipemakai

kehilangan kesadaran merasa lemas tetapi gembira. Terjadi juga pada gangguan

penglihatan dan diikuti dengan halusinasi. Halusinasi ini dapat berlangsung lama.

2.3.5. Pengertian Pengedar Narkotika

Menurut UU No. 22 Tahun 1997 Tentang narkotika dijelaskan pada pasal 1
ayat 5 yang berbunyi :

“Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan
sebagai tindak pidana narkotika™.

Penanggulangan peredaran dan lalu lintas gelap nerkotika memerlukan
koordinasi dan keterpaduan berbagai instansi yang terkait, dengan pembagian tugas,
wewenang, mekanisme kerja dan petunjuk operasional yang jelas.

Dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap pelanggaran narkotika
diperlukan kesepakatan untuk menjatuhkan sanksi tegas dan konsisten yang dapat

membuat jera para pelaku serta mampu menimbulkan dampak pencegahan

Yang termasuk kategori pengedaran (As-Sadlan, 2000:39):.

| Petani yang menanam tumbuh-tumbuhan sebagai bahan narkotika (seperti ganja,

opium, koka )

2

Pedagang narkotika

3. Pembelinya (konsumen narkotika)
4. pemasoknya
5. pembawanya kepada para pemakai
6. pembuatnya
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Prevensi langsung terhadap peredaran gelap narkotika meliputi sasaran

pencegahan langsung, peredaran narkotika yang diarahkan pada penanaman gelap,

perederan gelap dalam negeri, penyelundupan dan pemutusan mata rantai.

Langkah-langkah prevensi langsung terhadap peredaran gelap narkotika

(Yayasan Titian Bhakti, 1996:140)

I

('S}

Pencegahan langsung terhadap penanaman tanaman ganja, koka, opium dan

tanaman narkotika lannya.

Pencegahan langsung terhadap pengelolaan narkotika didalam negeri, misalnya

pembuatan heroin, morfin dan lain sebagainya.

pencegahan langsung terhadap peredaran gelap narkotika dari satu daerah kedaerah

lain baik melalui darat, udara dan laut maupun pengiriman melalui jasa pos atau

jasa pengiriman barang lainnya.

Pencegahan langsung penyelundupan narkotika melalui pintu masuk resmi dengan

jalan :

a. Pemeriksaan terhadap alat pengangkutan dan muatan terutama dari kawasan
perdagangan bebas.

b. Pemeriksaan yang efektif terhadap penumpang dan barang bawaan dari dan ke
kawasan yang dikenal sebagai sumber.

¢. Pembinaan kerjasama perusahaan angkutan agar tidak disalahgunakan untuk
penyelundupan narkotika dan secara sadar melaporkan kepada yang berwenang
bila mengetahui dan mencurigai adanya usaha penyelundupan.

Pencegahan langsung penyelundupan melalui jasa pos internasional

Pencegahan langsung penyelundupan melaui wisatawan yang masuk ke Indonesia,

khususnya atas ada kebijaksanaan yang membebaskan pemeriksaan terhadap barang

bawaan wisatawan.

Pencegahan agar narkotika tidak sampai ketangan remaja melalui pengawasan yang

lebih efektif.
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PEMBAHASAN

3.1. Dasar-Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Dalam
Memperberat Pemidanaan Perkara N0.90/Pid. AN/2000/PT.SBY.

Pengadilan tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini dalam putusannya
mempertimbangkan bahwa putusan pengadilan negeri Tuban batal demi hukum dengan
memperhatikan pasal 240 aya. 1 KUHAP berbunyi :

* Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pengadilan tingkat
pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada
yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat
memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi
melakukannya sendir™.
Dikarenakan didalam surat tuntutan dari penuntut umum tidak memuat secara
sempurna hal-hal mengenai :
- Pernyataan kesalahan terdakwa.
- Tuntutan pemidanaan.
- Pengurangan masa tahanan
- Status tahanan terdakwa
- Status barang bukti
- Pembebanan biaya perkara.
Sesuai dengan pasal 197 ayat 1 sub e KUHAP “Tuntutan pidana sebagaimana terdapat
dalam surat tuntutan.” Karena tidak terpenuhinya ketentuan ini maka putusan dapat
Batal Demi Hukum sesuai dengan pasal 197 ayat 2 yaitu “tidak dipenuhinya ketentuan
dalam ayat (1) huruf ab.cdefgh,ijk dan | pasal ini mengakibatkan putusan batal
demi hukum”. Dan selanjutnya hakim pengadilan tinggi akan mengadili perkara ini.
Pertimbangan putusan pengadilan tinggi didasari oleh :

|. Tindak pidana sudah terbukti.

Bahwa terdakwa dipersidangan anak pada pokoknya didakwa dengan dakwaan :

39
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a  Primair : Melanggar pasal 82 (1) sub a UU No 22 Tahun 1997

b. Subsidair : Melanggar Pasal 78 (1) Sub b UU No 22 tahun 1997

¢, Lebih subsidair : Melanggar pasal 78 (1) Suba UU No 22 Tahun 1997

d. Paling Subsidair : Melanggar Pasal 85 huruf a UU No 22 Tahun 1997
Pengadilan tinggi mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 82 (1)
sub a UU No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika yang berbunyi :
- Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : Mengimpor, mengekspor,
menawarkan, untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika
Golongan 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)”.
Yang unsur-unsurnya menurut pasal tersebut :

a. Tanpa hak dan melawan hukum

b Jual beli narkotika Golongan I
Dan unsur-unsur ini dibuktikan kebenarannya dihubungkan dengan perbuatan
terdakwa sebagai subyek hukum tindak pidana
Ad.1. Tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yaitu : Yoga
Priambodo. Yustanto, Nursaid dan Riyanto, surat-surat perkara terlampir dalam
berkas perkara ini dan mendengarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah
menjual dan membeli daun ganja kering dan terdakwa melakukan itu bukan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan karena
terdakwa tidak ada 1jin untuk itu sehingga dengan jelas sekali bahwa perbuatan
terdakwa melawan hukum. dengan demikian unsur pertama terpenuhi.

Ad. 2 Jual beli narkotika golongan |

Berdasarkan alat bukti sah tersebut diatas pula, maka dalam persidangan ini

diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa seringkali membeli daun ganja kering dari

saksi Yoga Priambodo dan terakhir pada bulan Desember 1999 kemudian terdakwa
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menjual kembali daun ganja kering kepada Yustanto dengan harga Rp. 20.000,00
sebanyak 1 paket. Saksi Yustanto tersebut ternyata informan dari kepolisian. Daun
ganja yang dibeli Yustanto akhirnya diserahkan kepada saksi Nursaid anggota
kepolisian. Akhirnya barang bukti yang diduga daun ganja terebut di kirim ke
laboratorium forensik POLRI cabang Surabaya dengan surat tertanggal
05 Januari 2000 No.Pol.B / 03 / I / 2000 untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil
pemeriksaan laboratorium No. LAB — 013 / KNF / 2000 tanggal 13 Januari 2000
yang ternyata barang bukti tersebut adalah ganja yang termasuk narkotika golongan
[ yaitu menurut lampiran pasal 2 ayat 1 sub a UU No 22 Tahun 1997 yang
berbunyi: “ Yang dimaksud dengan : Narkotika golongan I adalah narkotika yang
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
dalam terapi, serta ~mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan'.

Dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi.

Karena kedua unsur dari pasal 82 (1) Sub a UU No 22 Tahun 1997 terpenuhi dan
terbukti yang merupakan dakwaan primair maka tidak perlu membuktikan dakwaan
selanjutnya.

Kejahatan yang dilakukan sangat berbahaya dan dapat merusak generasi penerus
bangsa.Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengedarkan narkotika
sangat tidak dibenarkan dan mengingat narkotika sangat buruk pengaruhnya bagi
penggunanya. Terdakwa sendiri termasuk generasi penerus bangsa, sehingga
terdakwa sendiri yang merusak dirinya sendiri, karena terdakwa masih sekolah
maka diharapkan terdakwa dapat kembali dalam kehidupan normal dengan tidak
menggunakan narkotika dan mengedarkan narkotika lagi.

Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sedang gencar-gencarnya diberantas oleh
semua lapisan masyarakat, dari masyarakat kota maupun pedesaan, dari masyarakat
kelas bawah hingga masyarakat kelas atas. Pemerintah sedang giat-giatnya
menanggulangi dan mencanangkan program anti narkoba, karena kenyataannya

benar-benar merugikan masa depan bangsa.
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Berdasarkan pasal 82 ayat 1 sub a UU no 22 Tahun 1997 yang melakukan jual beli

narkotika golongan [ tanpa hak dan melawan hukum dapat dipidana dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan

dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.-.

Tuntutan penuntut umum dan putusan dari pengadilan negeri dipandang sangat

ringan, walaupun sebenarnya ancaman yang dilakukan anak nakal lebih rendah

dibanding dengan ancaman orang dewasa, namun setiap pemidanaan harus setimpal

dengan kesalahan yang di lakukan oleh terdakwa.

Denda yang harus dibayar jaga lebih tinggi dar pengadilan negeri dan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka dapat diganti wajib latihan kerja selama 30 hari sesuai

dengan ketentuan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak yang berbunyi :

Ayat 2 : Apabila pidana denda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ternyata tidak
dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja

Ayat 3 :Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90
(sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4
(empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Sebelum menjatuhkan pidana pengadilan tinggi juga mempertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal vang memberatkan

a  Materi dan sifat dari tindak pidana yang telah terbukti itu sendiri dihubungkan
pula dengan saran pembimbing kemasyarakatan yang dapat diambil alih
sebagai pendapat pengadilan tinggi sendiri sebagai hal yang memberatkan
dalam mengadili perkara ini.

b. Bahwa kejahatan itu sangat tercela dan dipandang sangat keji oleh masyarakat
karena menimbulkan ganguan fisik maupun mental bagi banyak orang terlebih

bagi generasi muda harapan bangsa.
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Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar dari
kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat

melemahkan Ketahanan Nasional.

Hal-hal yang meringankan :

d.

Bahwa terdakwa sebagai anak nakal masih dapat diharapkan setelah selesai
menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya akan kembali hidup secara
layak ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa awal terjadinya perbuatan adalah akibat pengaruh pihak lain sebagal
pergaulan yang tidak terkontrol.

Bahwa sudah dapat dipastikan orang tua terdakwa sebagai mantan pejabat
yang cukup dihormati dan disegani masyarakat sangat terpukul dengan
perbuatan terdakwa namun tetap tegar mengikuti persidangan anaknya dan
menyatakan kesediaannya untuk kelak membimbing anaknya mengahadapi

hari depan.

8 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya pengadilan tinggi memberikan

putusan sebagai berikut -

a. Mengadili:

Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum
Menyatakan putusan hakim peradilan anak pada pengadilan neger! Tuban

Batal Demi Hukum.

b. Mengadili sendiri :

Menyatakan terdakwa Nugroho Adhi Wibowo terebut terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan
hukum melakukan jual beli narkotika golongan I”

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang djatuhkan.
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- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama
30 hari latthan kerja dengan lama 3 jam sehari dan tidak dapat dilakukan
malam hari.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas senilai
Rp.10.000,00 dirampas untuk negara.

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 2.000,00.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam mengedarkan narkotika sangat
merugikan masyarakat. Narkotika yang dibeli oleh Yoga Priyambodo dijual kembali
pada teman-temannya sendiri, berarti terdakwa menjualnya untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat sangat mengecam bagi pengedar narkotika dan menginginkan para
pengedar dihukum seberat-beratnya agar tidak mengedarkan lagi. Terdakwa sendiri
masih berusia 17 tahun sudah berani mengedarkan narkotika, ditakutkan bila dihukum

dengan putusan ringan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

3.2. Penyebab Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
Dengan  Hakim  Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Perkara
No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY.

Putusan hakim yang diambil oleh pengadilan negeri dalam perkara ini
memang terlalu ringan bila dibandingkan oleh putusan hakim pengadilan tinggi,
sechingga ada perbedaan-perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Penyebab
putusan yang mendasar antara lain :
¢ Pada pengadilan negeri
. Pengadilan negeri menganggap terdakwa dalam menggunakan narkotika masih taraf

pemula dan masih bisa dibina kembali karena terdakwa belum sampai pada tingkat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

£

(9% ]

41

kecanduan terhadap narkotika. Terdakwa dianggap dapat mengendalikan diri untuk
tidak menggunakannya lagi.
Terdakwa masih anak dibawah umur dan masih berstatus pelajar, Umur terdakwa
baru 17 tahun dan duduk di bangku SMU [ Tuban kelas 2. Sehingga masa depan
terdakwa masih dapat diperbaiki lagi. Terdakwa sendiripun masih punya keinginan
untuk terus melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi dan memperbaiki hidupnya.
Umur terdakwa yang baru 17 tahun rentan sekali terhadap pengaruh-pengaruh
buruk, karena umur pada saat itu adalah umur untuk mencari jati diri seorang anak.
Anak akan sekali mudah dipengaruhi hal-hal yang buruk apalagi ditambah latar
belakang anak yang mendukung seperti kurangnya perhatian orang tua atau memang
anak sudah keliru dalam memilih lingkungan. Peran orang tua dalam pergaulan anak
sangat penting.
Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan pada pengadilan tertanggal 13 Januari
2000, merupakan hal-hal vang meringankan bagi terdakwa. Pada pokoknya laporan
pembimbing kemasyarakatan memberikan keterangan atau kesimpulan sebagai
berikut :

* Bahwa pemerintah dan masyarakat kini sedang gencar memerangi

narkoba apalagi ditenggarai bahwa narkoba telah merambah ke sekolah-

seckolah. Sebagai pelajar, klien mengetahui bahaya pemakaian narkotika

dan obat-obatan terlarang bukan saja merusak fisik tapi juga merusak

mental. Perbuatan klien masih dalam stdium awal, baru beberapa kali

memakai namun ini merupakan akumulasi kenakalan-kenakalan pada

dirinya, sebagai remaja yang ingin selalu serba bebas, didukung oleh

faktor keadaan kesempatan bahkan lemahnya pengawasan orang tua serta

sikap dasar mental yang lemah membuat klien terjerumus dalam

pelanggaran, pemakaian narkotika oleh klien tidak hanya secara bersama-

sama tetapi memakai sendiri bahkan di rumah, hal ini menunjukkan

adanya indikasi bahwa sudah adanya keinginan untuk menikmati bukan

karena setia kawan ataupun pergaulan™.
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Faktor kurangnya pengawasan orang tua dan terdakwa baru beberapa kali

menggunakan narkotika atau bisa dikatakan masih dalam taraf stadium awal,

terdakwa belum mengalami kecanduan terhadap narkotika, maka laporan

Pembimbing kemasyarakatan dapat meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap

terdakwa.

Adanya permohonan dan orang tua setelah tuntutan pidana terdakwa diajukan oleh

jaksa penuntut umum. Orang tua terdakwa memohon :

a. Bahwa orang tua terdakwa berjanji akan memberikan pengawasan serta
bimbingan terhadap anaknya (terdakwa) lebih dari yang sudah diberikan

b. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu menghisap ganja
seperti vang ia lakukan tersebut

¢. Mohon keadilan atau mohon hukuman yang seringan-ringannya karena
terdakwa masih akan melanjutkan sekolah lagi.

Karena keterangannya sendiri yang merupakan pengakuan dimuka sidang

pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa hari rabu tanggal 22 Desember 1999 (yang terakhir) yang pertama dan
kedua sudah tidak ingat lagi telah membeli daun ganja kering dari temannya
Yoga priambodo dengan harga Rp. 10.000,00 perpaket dan kesemuanya
terdakwa telah membeli sebanyak 5 paket.

b. Terdakwa menyatakan tempat bertemu teman-temannya adalah dirumah
terdakwa. Sehingga bisa dikatakan tempat transaksi jual beli daun ganja dan
tempat memakai ganja adalah di rumah terdakwa.

c. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa membeli daun ganja tersebut dan
Yoga Priambodo dan ganja tersebut sebagian saya pergunakan sendiri dan
sebagian saya jual kepada Heri dan Yustanto.

d. Terdakwa menjual kepada temannya dengan harga Rp. 10.000,00 per paket

e. Selain membeli ganja dari Yoga, terdakwa juga pernah membeli ganja dari

Agus Panji Setiawan anak Surabaya.
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f  Setelah memakainya terdakwa merasa mengantuk dan terdakwa juga mengakui
bahwa terdakwa tidak pernah merasa ketagihan walaupun dalam tahanan. Imi
berarti terdakwa belum kecanduan terhadap ganja.

g Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menghisap ganja sebanyak 9 kali
Bahwa benar pertama yang menelpon Yoga Priambodo adalah terdakwa dan
memesan kalau Yoga pulang ke Pandaan untuk membeli daun ganja dan Yoga
mendapatkan daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi teman-
temannya dan berkumpul di rumah terdakwa untuk membeli daun ganja
tersebut.

i, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa juga berjanji tidak

akan melakukan jual beli ganja dan menggunakan ganja lagi.

Pada pengadilan tinggi

Pengadilan tinggi tidak menganggap terdakwa masih taraf coba-coba lagi untuk
menggunakan narkotika tetapi sudah cukup sering menggunakan ganja tersebut,
bahkan terdakwa menghisap ganja dirumahnya sendiri sehingga terdakwa harus
dipidana lebih berat dari pengadilan negeri karena bila tidak ditakutkan terdakwa
akan mengulangi perbuatannya.

Walaupun terdakwa masih dibawah umur tetapi terdakwa telah melakukan
kejahatan yang sangat berbahaya yang berupa jual beli narkotika. Diketahui bahwa
narkotika dapat merusak masa depan bangsa karena dapat menggangu secara fisik
maupun mental bagi penggunanya. Masyarakat dan pemerintah juga sedang giat
memberantas narkotika dan menghukum berat bagi pengedarnya, karena
masyarakat sudah mengetahui pengaruh buruk dari narkotika.

Saran dari Pembimbing kemasyarakatan pada pengadilan negeri tanggal 13 Januari
2000, bagi pengadilan tinggi yang dapat diambil alih sebagai pendapat pengadilan
tinggi sendiri merupakan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Karena
pembimbing Kemasyarakatan menyatakan “terdakwa menggunakan narkotika

tidak hanya bersama-sama dengan temannya tetapi memakai sendiri hal ini
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menunjukan bahwa sudah adanya indikasi untuk menikmati bukan karena setia
kawan atau pergaulan”™ Ini berarti terdakwa menggunakan narkotika karena
keinginannya sendiri bukan karena pengaruh orang lain dan bila diteruskan akan
semakin terjerumus.

Pengadilan tinggi juga melihat bahwa orang tua terdakwa adalah mantan pejabat
yvang cukup dihormati dan disegani oleh masyarakat. Orang tua terdakwa sangat
dipermalukan oleh perbuatan terdakwa, namun orang tua terdakwa masih tetap
tabah dan tegar mengikuti persidangan anaknya di pengadilan dan menyatakan
kesediaannya untuk membimbing anaknya agar tidak menggunakan narkotika lagi.
Pidana _vaﬁg dijatuhkan pengadilan negeri begitu ringan dan tuntutan penuntut
umum juga dianggap ringan bagi pengadilan tinggt, karena itulah hakim pengadilan
tinggi akan menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pengadilan negeri dan
penuntut umum. Karena sangat diharapkan, terdakwa akan sadar dan tidak
mengulangi perbuatannva lagi sebab hukuman bagi pengedar narkotika tidaklah
ringan dan diharapkan lagi terdakwa dapat kembali ketengah-tengah masyarakat
dan dapat kembali melanjutkan sckolahnya.

Karena sebab-sebab 1tulah maka ada perbedaan pertimbangan dalam mengambil

keputusan. Putusan yang diambil adalah :

A. Putusan Pengadilan Negeri

Mengadil :

(98]

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja
kering”

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
6 bulan denda sebesar Rp. 100.000,00 Subsidair selama 1 bulan kurungan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintah agar terdakwa tetap ditahan
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Menetapkan barang bukti berupa | paket daun ganja kering sudah habis untuk
pemeriksaan laboratorium forensik cabang Surabaya, sedangkan uang tunai
dirampas untuk negara.

Membebankan biaya terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  Rp.
1.000,00

B. Putusan Pengadilan Tinggi

Mengadili :

1.

2

Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut
Menyatakan putusan hakim peradilan anak pada pengadilan negeri Tuban tanggal
21 Pebruari 2000 No. 04/Pid. B/2000/PN.Tbn BATAL DEMI HUKUM

Mengadili sendiri :

I

12

Menyatakan terdakwa Nugroho Adhi Wibowo Bin Hadi Yusalam tersebut terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan
melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I’ menjatuhkan terdakwa
dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari kerja
dengan lama latihan kerja 3 jam sehari dan tidak dapat dilakukan pada malam hari.
menetapkan terdakwa tetap ditahan

menetapkan barang bukti berupa 1 lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,00
dirampas untuk negara.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00.
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3.3. Kajian

Dalam menetapkan putusan hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi
mengacu pada satu peraturan vaitu UU No 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan
UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Arifin (1997) berpendapat dalam menangani pelaku delik usia muda harus ada
alternatif pendekatan yang berguna untuk anak, pendekatan tersebut antara lain:

a. Ditinjau dari sudut Aksiologi (penerapan) pendekatan ini bertujuan untuk
membimbing, mendidik dan mengobati anak yang sudah melakukan kejahatan.

b. Ditinjau dari sudut tujuan pidana dan pemidanaan bukan untuk menderitakan atau
memberikan nestapa tapi untuk mendidik dan membimbing ke arah anak yang baik
berguna bagi dirinya sendin dan masyarakat.

¢. Ditinjau dari sudut filosofinya pendekatan ini adalah untuk melindungi kepentingan
umum dan kesejahteraan anak baik masa kini maupun masa yang akan datang,

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dipergunakan oleh hakim pengadilan
negeri atau hakim pengadilan tinggi untuk memutus  perkara
No 90/Pid. AN/2000/PT.SBY. Walaupun berpegang pada UU yang sama dengan pasal
yang sama putusan kedua hakim tersebut berbeda.

Dalam memutus pidana yang dilakukan anak harus merupakan perbuatan yang
melanggar ketentuan hukum. Hakim dapat menjamin keadilan disamping kepastian
hukum dan kepatutan. Anak melakukan perbuatan tindak pidana yang
dipertanggungjawabkan harus dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk
apalagi anak dalam melakukan tindak pidana pikirannya dalam keadaan sadar dan

mengerti bahwa tindakannya salah.

Salah satu asas pokok dalam hukum pidana yaitu "tiada dipidana tanpa

kesalahan" tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena bila tidak ada kesalahan
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hakim hanya berhak untuk mengambil tindakan. Apabila hakim memperoleh keyakinan
bahwa anak tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut maka hakim
menjatuhkan tindakan.

Pasal 82 (1) sub a UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika memberi hukuman
dengan pidana mati atau pidana maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup dan
denda sebanyak Rp. 1.000.000.000-. Karena yang melakukan adalah anak dibawah
umur maka hukuman masimal adalah 1/2 dari hukuman orang dewasa sesuai pasal 26
(1), (2) dan pasal 28 (1), (2). Berarti terdakwa dihukum maksimal 10 tahun penjara dan
denda maksimal Rp. 500.000.000.-

Kejahatan yang dilakukan terdakwa sangat berat karena dalam usia muda
terdakwa sudah dapat melakukan pengedaran narkotika dan masyarakat sangat
mengecam perbuatan terdakwa itu. Mengingat SEMA No. 1 Tahun 2000 terdakwa
harus dihukum setimpal dengan perbuatannya agar tidak meresahkan masyarakat.
Karena yang melakukan seorang pelajar dan anak dibawah umur maka hal tersebut
dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim karena masih dapat dibina dan dididik.
Terdakwa diharapkan setelah menjalankan masa pidananya dapat kembali bersekolah,
berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam
memutus perkara pengadilan anak, hakim pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi
harus benar-benar memperhatikan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Mengingat SEMA No | Tahun 2000, Pada putusan pengadilan tinggi Surabaya
sudah menerapkannya karena putusan lebih berat dibanding dengan putusan dari
pengadilan negeri Tuban.

Sebenarnya putusan pengadilan tinggi Surabaya juga dianggap masih ringan

karena bagi pengedar narkotika hanva dipidana 1 tahun 2 bulan. Memang dalam
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putusan ini masih mempertimbangkan bahwa terdakwa masih dibawah umur, hal ini
juga merupakan salah satu pertimbangan pemidanaan.

Sebaiknya putusan pemidanaan yang diambil sekitar 3 tahun penjara karena
terdakwa adalah seorang pelajar yang sudah menggunakan dan mengedarkan narkotika.
Memang dalam kasus ini vang dituntut adalah yang mengedarkan narkotika saja.
Walaupun begitu terdakwa sudah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat,
khususnya sesama pelajar. Dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan sudah
dijelaskan bahwa terdakwa sudah sering menggunakan dan melakukannya dirumah.

Hakim pengadilan negeri memutus hanya dengan 6 bulan penjara dan denda
Rp. 100.000,- serta kurungan subsidair | bulan‘. Putusan ini lebih ringan dibanding
dengan putusan hakim pengadilan tinggi yang memutus dengan 1 tahun 2 bulan penjara
dan denda Rp. 150.000,- dan apabila tidak dibayar diganti dengan latihan kerja selama
30 hari dan dalam waktu 3 jam sehar tidak boleh dilakukan pada malam hari.

Dalam kasus ini adanya perbedaan putusan karena tidak adanya batasan minimal
pidana pada pasal 82 (1) Sub a UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan adanya
berbagai alasan bagi hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara tersebut
sehingga keputusan itu dipandang lebih ringan dibanding dengan putusan dari hakim
pengadilan  tinggi. Hakim  pengadilan tinggi dalam memutus perkara
No. 90/Pid. AN/2000/PT.SBY mempunyai alasan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh
terdakwa sangat berbahaya bagi nusa dan bangsa selain itu agar terdakwa tidak

mengulangi kejahatannya lagi.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

l.

[S>]

Dari permasalahan dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

Hakim pengadilan tingg surabayva dalam memperberat pemidanaan perkara

No0.90/Pid. AN/2000/PT SBY mempunyai dasar pertimbangan yaitu :

a.

Kejahatan yang dilakukan dipandang sangat keji oleh masayarakat karena
dapat menimbulkan gangguan fisik dan mental bagi penggunannya.
Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar karena
dapat merusak generasi penerus bangsa.

Berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

..... Pemakaian narkotika oleh klien tidak hanya secara bersama-sama tetapi
memakai sendiri bahkan dirumah, hal ini menunjukan adanya indikasi
bahwa sudah adanya keinginan untuk menikmati bukan kerena setia kawan

atau pergaulan".

Hakim pengadilan negri dan hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara

No.

90/P1d. AN/2000/PT.SBY ada perbedaan pertimbangan. Penyebab

perbedaan yang mendasar antara lain :

a.

Pada pengadilan negeri mempertimbangkan terdakwa masih pelajar dan
dianggap sebagai pemula dalam menggunakan narkotika. Terdakwa
memberikan keterangan yang merupakan pengakuan terdakwa di muka
sidang pengadilan. Adanya permohonan dari orang tua terdakwa. Selain itu
ada faktor non yuridis yang meringankan terdakwa dari laporan Pembimbing
Kemasyarakatan tanggal 13 Januari 2001 yaitu perbuatan klien masih dalam
stadium awal dan karena lemahnya pengawasan orang tua.

Pada pengadilan Tinggi mempertimbangkan terdakwa sudah dianggap

sebagai pengguna narkotika dan bukan taraf coba-coba lagi, walaupun

49
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terdakwa masih di bawah umur tetapi telah melakukan kejahatan yang
berbahaya yaitu mengedarkan narkotika. Saran dari Pembimbing
Kemasyarakatan yang merupakan faktor non yuridis tanggal 13 Januari 2001
adalah hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan Klien sudah
menunjuk adanya indikasi keinginan untuk menikmati. Hakim pengadilan
tinggi menjatuhkan putusan yang lebih berat diharapkan terdakwa akan

sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan sebagai akhir penyusunan skripsi ini penulis akan

menyampaikan beberapa buah saran yang dapat bermanfaat bagi hakim diseluruh

Indonesia

I

b2

Hakim dalam memutus perkara anak nakal harus mendengarkan saran dari
Pembimbing Kemasyarakatan dan saran tersebut harus dipergunakan sebaik
mungkin.

Hakim dalam memutus perkara anak nakal diusahakan dengan menjatuhkan
putusan tindakan (maatregel). sehingga jenis pidana berupa perampasan
kemerdekaan atau hukuman (penaal) sejauh mungkin sebagai alternatif terakhir,
karena hendaknya hakim mempertimbangkan kepentingan psikologis anak,

perkembangan fisik anak dan masa depan anak.
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PUTUS AN
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— W mmr KIADILAN BIRDASARKAN KUTUIANAN YANG MAUA i W

= Pengadilan Neguri Tubany yang mmrik:m dan mangeild porlenrd we
rexkars pidana Peredilan onak dengen nours vemoxrikoaan bd wp dalan g
ket pertama telah men Jatuhlan putucan sobagadming torsedu ; dibamh g -
dalanm perkara tordakwe etas nang | —

Y

NUGROHO ADEI WIBOWO BIN FADI TUSALAM

—

Teumat lahir + Surabaya, Ummy 17 tahun, Jenis kolamin ¢ Laki lalkl, Ko
bangnnm ! Indonesiay Tempat tingzal 1 Jln. Kletustain Nou 46 Tubwy ——-w
Lgama. 1 Islam, Pekorjaan 1 Sebagni Pelajer di SMUN I Tuba: Klas II §
tn. Texrdakwa ditahan sejak tana,al 12/4532-1999 oampai dongan askarang § e
‘ -—-—-—-Pongad:llm Negerd texsobui § = o — - w0 L m oo L L A

o

i ﬁ )—-ﬁ-—-—— Setelah mombaca berkas rorkara yarye bersanglartan fmmm e LW
"

ol --"r--—- Setelah mendengar ketermgan eultsi ksl den Terdaova diporgd we

o

—-..-.-._...-.-.-....-...-.-———.—._-—--.—--.n-..

;-——-— Setelah mondengar tuntutan ridana Penuatut Unum yang pedn palcoluy,
nya meneranglkm ba.hwa. perbuatan terdalzua torhulctl ooocarae vzl dan mo; Mein
kan beroalsh telu.h melakukan tindak pidang sobagaimuna peda dalowawn Pard~
mair ynitu ¥ Tanpa hak dan molawan i toloh manjuul dem genda koning
serta memmtut supaya tordakwa dipidany dengan piduna penjora selams t ..
TR Rt ) o W lie o P SO N Y
| e— Setelah mendangar Pula lapcren dari Pemb_.mhin_, Yemaayaralcobon w

Bojonegaro tertangzel 13 Januari 2000 " o o

— e e 8 sanw

s lanimbanz, bahwa Terdakiwa tolah didakva sobagal berilat t - «
e R ik P S e
Bahwa Terdakwa Mugrobo Adhi Wibowo Bin Hadd Yunplsm pada hard Rabuy tunyse
8al 22 Descmber 1999 sakira Jam 18030 Wib atau sotidal tidalmya pada sume
atu waktu dalam tahun 1999 bertempat dirumahnyn ooksi Yusinto alamat Xole
Renggomulyo Koo.'/xa.b'."l‘uban atau setldak tideknyn disuatu tempet dalam Da
erah Hulounm Pengadilan Nogari Tuban tanpa hek dan melawan hiuloam tolsh mon
Jual Narkotika golongen I berupa dawn guuja kering sobanyelc 1 poket bo w ™

- ratio,385TM1¢000su2
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rat + 0,38 gron kepalia M:nnto; atau sotidak tidumys kepais acang lain~
yang yerbuatannya dilelukan oleh terdakwa dengan cara yai'u ia terdolum
sewaktu berada dirumahnya toleh datang temannya Yozn Prisibodo cambtil =

mombawa daun ganja kering yeng dibunglaw dengmn kerins ka.an yang senrls

. la diparola;h dari Pandaan den tidel loma it dutprgipulu teman lainnyam

\ll\ fN\

Y

kY

jf o h‘pada Yoge Priambodo seharga Rpe 10+000,= dan tolah dibayar lunas yory:s .
\

//
IHI‘

3:.1

Hko Setiawun dan Bptelah daun ganja koring yang ditwglow dengan kertas
koran dibuka oleh Y‘oga Prienbodo selalau pemiliknyn, meks Tardakwa bevca
ma.'I‘qr_;a, Priambodo memilihi dan mombum:lovii dawn genja kering dapat 18 «
( delapmn belas ) poket sedanckan temumya Feo Setiawen monllhi biji -—
ganja depat 1 ( satu ) poket dan soteled somuy demun ganja kering bosup
ta bijinys dibungkusi maka Tardalom moubeli 1 peket dmun fanja koringee

se)‘.La.nJulmya. uutu poket daun ganja kering yung dibeli olok Texdalows dari

Tdga Priambodo kemudien dijual legi kopada TDuwanto alamat KaleRongzomil

u_ﬁ".. 3

e B

'yo KaoeKabsTuban laku Rpe 204000,~ dan vangaya telsh dibayar lunes olel

Yusanto maka setolah dilalculean panyitaun don dijedilean bareng bukti Lo
hé;:Lap satu poket yang tolah dijual kepada Yusunto malzn sotalpgh dilgku <
kan pemerilmesn di labaratarium Faronsik Polrd Gabang Swrebays denzan =

hazil seouai Surat Keterangom hasil puwerilknaw nomas LAZ-013 /KT /@~

2000 tenggel 13 Jarmari 2000 peda pakckayn bohwa satu pokel deww gonjoss

kering barat 0538 gram adalah ganja ( gaija lormasue Narleotilka golonsnn
I Undang Undong RI Noe22 tehun 1997 tentuwuys Naorlotilta § -— — = — = =~ —
Pertuntun Terdakwa tormebut diatur diwn diuvoum nidena dalam puwsul 1 024
(1) sub a Undang Undang No.22 tchun 1997 tentwys Navkotilcy § = = = = wm
SUBSIDAIR

e M Em e S e e mm e e me e mm s es e = e e e o e s b S e e me e em

Bahwa lerdakwa Nugreho Adhi Wibowo bin Madi Yusulam pada herd Rabuy e

tanggal 1 22 Devonbdr 1999 sokira jam 17.00 Wib atau sotidak tidaknys «
rada suatu waktu delamn tahiun 1999 boricipat di JlneKlieMustuin Noe46 Kol
Kutare jo KeceKabe'fuban atan pedidak tidalnya dicuatu tompat dalwn Daes —
rah Huoum Pengodilan Nogerdi Tuban tanpa halc dmi molawan hukum beloh o |

nilki menyimpan, untuk dimiliki estau wengusseil Farlkotika Uolangan X e
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bukan tenanan berupa ¢ deumn ganja kering oebanyek satu puieet berat 0,30
grem yeng perbuatannys dilalukan oloh terdaloys demzan Uat'o; yaitu ia tex
dakwa sewnktu barada dirumahnys telah didatengi terannys Yoda Prismbodo
Bin Hartowo dengen mombawa daun gatja kering yong dibunglus dengan kerw
tas koren dan tidak lama setelah ia datang pula temannyn #eo Setiunon <
den setslah Yoga Priambodo membulm bugkwemys yang barisilkan dawn fus~
nga kering maks Terdalkwa berfinmn‘ dongan tomunnya Yoga Priwmnbodo mowid i~

hi daym ganja kering sedangkan Eko Sotiawen momilhi bijd fonja koring o

{

den setelah doun ganja kering berhasil dibunglusi Jumleh 18 poket dan
1 pukot bijl ganja kering dan selanjutnya terdalve telas membeli satu
poket dum ganja kering kepeda Yoda Prianbodo seharga Rp, 104000, 44

I /\N IV\‘

%
il'!

,,\ngan maksud wtuk dimilikd ddsimpan wituk dimilki aten e nguesal daun

\1; Ja kering tersebut yang selanjutaya sotolah 1 raket d-vn ganja lca -

'r'.’mg tareebut yung noln.njumya. seteluh 1 poket daun ganj.. kering dioita

v

i '..’/piha.k lkepolindian Rescart Tuban uniuk dijadilan borenz bulcli make sotalah

dilnlcukan pemdriksaan di Labe¥atoriun Favons: ik Polxrl Bur: ba:m dongan ho

81l sesuai keterengan Masil pemerdksnan nonor i LAB-013/43i/2000 tang -
gal 13 Januori 2000 peda pokoknya Boiu bunglauws berisl detn koring borat
0538 gram adelah ganja ( ganja tormasulc Nuzlcoldlcn sololmnn I UJUeRT MNoe
22 tahun 1997 tentang Narkotdka J = = == = = = = = = o o o o o _ o
Perbuaten Tordokwa tersebut diatur dun disacw pilina delem pacul 1 7THe
(1) sub b UU No.22 tahun 1997 tontan: Mexkotilas Jorrm = e e e e e — e
LEBTH SUBSIDAIR § = == = =t = = wr o oo o

- e e e A em e we wm we

- e = —

Dahwe Tordakwn Mugrohe Adhd Wibare 24 Feddi Yesualam pada hael Rahu bow
nggel 22 Denomber 1999 seldre Jem 17.00 VAL ataw cotidek 'tidal_cuyq. palov-
suatiy walktu delam talum 1999 bartempad di Jlrn. K-’Iu}IL'-zta.‘Ln‘No.JI.G KoosXab
Tuben Kel.Kutarole, ataun setidak tidwayn diowatu ferpat ludn dalan

R —

Doorzh Hare Porgaddlen Nageri Tuban Tanpa hak dan wolsven Iulaun tolohe
!

menilld Menylmoun ateu meivuasai Nerkotika, golongan I delam boniuk ta -

namen berupe Dutn ganja kering sobanyrlk 1 pakot berat 0,38 gran yang =

per'buatu:myn........-- 4
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perbuatarmys dilalakan oleh terdalwa dengen cera yediu ia tordalova 8o -
walttu berada d.:l:\.unm'u telah didatangi temannya Yoga Priemicdo Bin -—
Haortowo dengan mem;oa.wa daun ganja kering yang dibunglus dsmah lcer‘t@ -~
I;cran dan tidelc lema setelnh itu datang temannya Bko Setlaw.a dun seto—
loh temamnya Yoga Priambodo membuka bunglas sy 'yung"berini}q_m doun =
gconja kering maka terdalkm besorta temmumya Yaya Friambodo wemilihi dax
herﬁbtmglmsim;a depet 18 palet sedangkan tomannye Eko Sotiawen monilihi-
biji dan ganja kering dapat 1 palmt yug oolanijutign torda) wa nembheli~
satu poket kopada Yoga Priambodo sehergi lpe 104000y~ denga: madwud Wie

tuwle dimilld disimpan, atew menguasai Navkotila golongan I delam henils-

tanaman berupa ¢ daun ganja kering beratl 0,38 gram yang seliajutiye no-

S ?élﬁah sati poleet dewn ganja kering Lerhuuil disita oleh pilui Kopolioi-
il Gl

ey

d‘lih\iﬂﬂft Tuban wntule barang bukti make setelah dilalakan po soriksaan -

basatoriun Forensik Cebang Surabays dongen W.sil cesus:. esucat Joto

22 :
rﬂﬁfsm hesil pemeriksaan nomor & LE-O12/X0F/2000 tanggal 13 Januari s

2000 paﬁa pokdmye satu bunglaws Perisi dewn ganja karing berat + 0,38-

gram ndrlah ganja ( gonja tormasuk nabkotilen, golangan I Undi.ng Undangess
BRI Noe' 22 talun 1997 tentanzy Narkotika § — = = = = = = = = o = = = = i
Perbuatan terd.a.ln:ra. tersobut diatur dan dianown pidena delan Hesul ¢ T8-
(1) sub a Undans Undnn;_': Nomer 22 tahun 1997 tontuwys Noalbotdln. ) v

Sk HERSTHATE B e i B e e o e e e e

Bahwa Terdalwe Mugreho Adhi Wibewo Bin ladl Yuseslam peda welkiu dan tew
pat seperti padn dakwaon Subsidair dir‘.‘l‘.'.;l b s Lidt dwe malaaun hwoun -~
telalh mongsunaken Narkctilen p;nl'mv:nn I Lagl dird eundiri berupn dawn =
gmnjo kerdng yeng porbuatamym dilslavcan dongan onra ¢ in terdalowa powal
1 berada dirumchnya telah didatangi temuinyn Yola Priombodo Bearbil mem
bawa dawm ganja kering beserta bijinyae duwn jusa tomannya Eco Setiamun -
yag selanjutiyn setelah gaum gm'.x;]a kering mili.l: Yoga Prianbedo dibolie
atau diminta dan setelah mmpefuleh dawn ganja koring ‘terdalcin kewudian

méncmm.alcnn dun ganja lkering teraebut dangan cura Adoampur dengan ‘towe
\

. balau rokok Relanjutnya tecdalwa monghiswmyn sampal hubis pedahnl o

d,!.‘s]{.'\ﬂlloc_.oo---u‘cuf;
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d.akua. mmggmakan Ao glui},a S tx.rr:c'but tidslc oda um cumi pihnk-

PO o ."---J. L o = .,
yangbamnang;----.._.._u-.;*. :

dae bm e e i e em vy R o oaw me e e

Perbuatan 'tantak'bm. tersebut dlatas diatur dun dimicam pidena -la.lnn P -

‘ Bal 1 85 (a.) Undang Undang RIyNomor 22 talra 1997 tontang Naxliotika y -

Hanimbang, bahwa selanjubnys tolah didenger kotorangun Salksi e

uu,l-ni di‘baﬂmh sumpeh dipersidengan peda polkolayya mamoeranglean 1bb § ——

1 Yoga Priqnbodo Bin Iabomo § = = e = = < w oo oe o e o e e
|

- ibahwa. pada hari Rabu, tongzal 22 Dosonbay 1599 wolcdra pulcul 17400 Wib
buztompat a4 Kalurehsn Kirbcuse JopKedsXab. Mubon epatnya dd dind Kiieitus

... taln Now46 Tuban telsh wan Jugl ‘d.aun gunja kering kepada temamys borw
r“namalMOhOMhiHibwo(TerdaL;a); ------ NN, N

W
B . 5L

a.l;Tq dam ganja kering tersebut saya Jual kepuda MNugrcho subanyalc Tee
a}}et dengan havga Rpe 100000y = = = = &t o e e e - - -
'- 'bnhm daun gunja kering tersebut saya porolch clurl Panda'an dan sayo~
mombelinyn dengan harga Rpe 125¢000y= = v v = = = = =
= bahwu Suya pernsh menjual demn ganja kering itu kopada Mg oho sobasie
nys tige kaliy yaitu pertama pada pertengeicn twWan Fopembé:- sobanyuls
3 901&91:, lomdian owal bulan juston selunyid: 1 poket den terelhir pox

. e e e e e R —

tonéahw; bWlan Desember mebanyuk 1 poket |
= banwe, Nugzcho bold daun ganja derd coya tersebub lotenys wnt ik dijia -
kod mendiri dan pada waktu Jual beli tercebut m:ang {uanya 1ildak tahu
perta’ pade waktu monpghisapiyn dlswmch MUoho § = v = = = = m - - - -

= bohva Mizraho se]:.o.:lrz menghlsap dewn gaads ia didak Hoeorall menun minum
keras lainnym bamm :jeﬁiu narlcotikn lodnnpy § = = = = =~ = o =
26 Balod Twsanbo 1 = = = = = - - w - e el L L Lo s
« balwa sal:al kenal dengan -'tnn'dul:m;. gl tolopdl $4lcde adn hu't:fmx{:ml kolu

°.1'~-1 atau ikatan ker;}ann d.enwamwa. L3

KN bahwe. terdnlare pada heri Relu, b-nrg\}l 22 Dzsember 1999 sokiva pulls
18430 Wib bertempat di rumeh saya keliRonggomilyo XoosKabeTubzn tolah
dutang dan monavarkan dauwn ganja dan dan | mja. toraebut swdza dibawva

m sebayyak satu po]r.at s dan Byya beli uvcharga Rpe' 206000y = = = we
~bahwa « » ¢ s v ¢ s ¢ o 0 090 0 O
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'{?‘r,- dra.m DALY § ~ e == =
1 /

1 J

)

Y

- ’ba.}ma, setolah Tusanto ‘nm;‘hwail mombell dawn gunja dwri tevsan

B

= bahwa Beksi dibuat infarmen oleh Potugas “opolisian bernang Riysnto
den uang yong sayn pekad beld 14 sdelah wang pek Polisi kemulien —
dengan adanya Jual bell'dsm genja anpars 8aya dengan Iugroho hesil
nya Baye laparksn kepads Polisl torsobut Qs S e ) e e

a'g'*q@:mms&g............................-._....-.-..-._.._._,_.,

= bahwa Baya salaku Polisi vang menegkap tordakwm den temen toman tor
dekwe yang terlibat dalam kasus Narkcoldka ini j -

et e o w e e e

= bahwa yang ditenckap saksi adalah Terdaloms Nuzraho Adhd fboro Bine
Hodd Yussalam, Horl Setimxto,!. oga Priambodoy 4uEko Satiawen
Eondra serta Sholdikin j = = « = = =~ = — . : ‘

Y ome At e m e e e e e e me e

dan—

= bahwa saya Juga yang menyita barang bulcti borupa daum ginje kirings
h yaitu dari Herl Setianto sebagyel 5 Polwt; dari Wanioyo 1 pok::ty da
i ri \mmh Toga 9 poket dari tersangka Nusroho 1 poket dard Hen e

I
)

'_ - ba.hwa. pihak Kepolisian tolah menggunalan infarman bernema Yus.nto j
1

K ~—
malca hasilnys d.ilnparkan kepadan piha.lc Kopnlinian tormasuk sey..

43 SMST RITANTO § = = = m = = = o oo m e o o o

g s

=~ bahwa saya bersana sema dengan teman Soyu boraara Nursaid telih m—
nanakz;p tordalwe ini beserta dengan teman tomannya sorta bara g bule
tinya yang sekarang diajukan dipamoriksamt dnd § « = - = - e e

~ baiwa benar pihpk Kepolisian uengguiukan Lforinm yaig teraam. Yu -
Santo dan setolah berhasil menjedi infarmuyn hasilnys dilopomlk.n Joo-
da pihak kepolisian yang selanjuinye pihalkt kepolieiaa Lerhasil mong

—ngkap Jnsds LOX0ObUL | e = = = = = — - o e o o o

e Monimbang, 'ha.hu-a overaagun salwl salwi tarsebut digtes ey -

dalkwa atas pertanyssn Haldm nmwa.'tnkan tolah morbouerlan dan morasa =
ti.d.ak berksboratul J = = = v m = e m e m ool el o

e Manimbang, bahwa Terdalkwa d.ipemid.man’ teleh memberikan kote
Tangan yang rada pakalmya sebagel berdkUlb § — w = — = = & = - - —
=~ Yahwa pada hard Rabu, tanggal 22 Desembor 1999 ( yuw. teraldin j

vyeng pertamn dan keduanya sudah tidek ingad lazi telah membeli dawm

ganja kering dari temannya bernama Yoga Priambodo dengan haorgo — <«
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Rpe 100004~ por poket, dan kesemuanya terdalowa toloh membeldl 86 junl.uh

Dpalwt j = e === m -
~ bohwa tompat bartemmys toman teman pdeleh dirumnh sopa sohdnga moro
ka pada menghiscap dmm ganja tersebut juga dimungh Suya § = « = = v,

- bahwn ea;yﬁ. membeld darl Yagza Priambodo, sebuginn saya palai sendirie
- dﬂn Sebaglan saya Jual kopeda Heri dun Yusanto j = - = = = = = = =
= Bahwa kalau Saya menjual kopada teman caya dengan harge Rpe 10,0004
~ bahwa benar melaoin dari memboll dari Toga duya Jusu puraah wmoubeld -
darl Agus Panji Setiawan anal Surabaya § = = = = = - — - e = e

=~ Behum pada vralztu momalninya perasaan sayn ngantuk dan vaya Gompad e

= \‘33" nn Beloma Seya talin daan ganja Eaya sudseh permuh menghisapnyon Bo-
Y ','.!‘

7 '_l;‘}lya.lcQ-lcali;--——---------—--——-----—~--"'-'-'.'-"-'"
13

. Baat inl valmpun sayu borada didalem tohanma bidak porich kotagihang

.;_.‘4_“', Ve ,fz@hwa.‘bannr vertems Buye yeng menilpen Yoga Priambodo witule moemosarse
_@/"’:}nmmya. keleu Yoga Puleng Xe Yerde'en pemveli doan ganda, dan setoleh
Yoza mendapa.tlmn.‘da.m: gunja teman temun soya hu‘umlxgcmi. len pada do -

tang keruach sayo mtulc membeldnys § — = = = = = = = = = =

—~ bohwa selkarang atas kojedian ataun perlbualan Eayn itu saya moxasp Bo-

ngat menyesall dan BD:Yu berjan]l tidak wean mangWlangl lagl § = = e
———— MNenimbangy bahwn hm:‘aps ulctd berupe 1 1 paket dewn ganja lo =

ring dongan berat 1 0,38 gram telah hebio dipo:;:gmmkm uninde pomerilain

an di Labaratorium foransik Polri Cabans Surebiyn don ueng tamal nobe

Sar Rps' 106000, sotelah diperlihatkan lopuda Texdalae telal dibensr

Heninbang, bahwa oetoloh tuntutas pidune terhedap Terdalwa din
Jukkan Jealwa Permntut Umun maka terdaolowa Borta wmlinya dan crang :Llw.o;s"u
BOMONGN § o o' o mlcwide o0 = = a0 = = = S e = = m = me e B . o st
14 Bahwa aang tus terdakwa berjunjl akan meuborilan pengovmsan el be-

bimbingan terhedey anslnya ( terdakwe ) lobin dm*i\yan;; audah diberi
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& Tordlulawa tiduk alan mengpulaasl lagd pevbuaimmya yalin menghiozp e
ganja popartl ymng ia: lekultan teraobul § = = = — = = = «= = == = =
34 l&ohon Yeadilan atau mohon huluman yeng peringan ringonnya lorens, -

Texdakwa akan melanjutkan sekolahnys lagl § — — — — =

- e s ss we e

e Uonimbang, bahwa tordalkwa didakwa sebaged berdliut § = = = « —
Primair melenzgar pasal ¢ 82(1) sub o Undaig Undang Nos22 tahwm 1997 § .
Subéﬁajz- mlmaggar pasal 1 78(1) sub b Tdang Undang Nos22 talum 1997;
Lebih Subsidair melangger pasal ¢ 85(a) Undang Uidang Noe22 e 13973
— Hanimbang,. bahwa oloh karena delcwasn Jal@a ¥ emmiut Umu diuue

pun secars alternatif maka Pengedilen alen monbulctilean torlebih dabulw
edaleh dalcmm primair § = = = = = -

- e e e e e s e S e Gm ma Ee e e S

Manimbang, bahwa Daloman Primeir pesal ¢#82(1) Sub a Undang =

K ) YM Noe22 tehun 1997 tontang Narkotiln wisur wnurnye sdalah ooba =

"J&&.ﬂ.berﬂmtc— ______ Ry A\ ey . & -
L/ J3ipurang atapn 4 === mmmem el B
. 24 Tanpa halc dan melawan huliii § = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

3¢ ¥enjualy membeli narlkotlka golangan I § = = = = = = = = = = = = « =

24516 Unsur Barang slapa | = = = = = =

s B em sm e mw mm wm e e S e W e

— ikeninﬂmng, bahwa unsur berens slapae dalam hal ind edalsh Terdalk
wa Nugroho Adhi Wibowo melaku subyek Ilam pidana yidenditas texdnlciaess
bailk dalanm pemeriksasan tordakwa maupun lkoterangan para sakoi suria po -
ngakian terdakwe sendiri maka benar behwu tordalar adaleh pelaku / Su -

byek hulam tindak pidm‘}a. ini , sehingga wnswe ko satu deri pasal ind to
leh tarbukil j == = = = = w = = = e m s m - e - m e -

Adse Unsur tanpa hak dan welawan hulaun 47 = = == — = ~ ;
——— -l.‘enimhms, bahwa befdasarkan kotorangan seksl welal den Pongakn
an "Dord.a.‘—nm Nugroho Adhd Wibowo sendiri diperfsidmﬁ;a.n Lohvwa pada havl w
Rabu, tenggel 22 Desember 1999 sekira pulail 18.30 Wib hartempat dizumah
nya Twsanto 41 KelsRonggomilyoyKeosKabeTuban tanpe hak. dan melewon. hu -
joan Tardalora telsh menjunl doun ganda leoring kopada feimi Yusanto fo —-
banyek satu paket dengan hacga Rpe 204000« dun latoreigan paksi Yuinn-

to setoleh dihubungan dengen keterangan salwi Iurseld lan Riyanto plhak
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pihak kepolini:m behwa daun genja koring ying dijual Nuercho Aihd il
bowo kepadas Twionto, sotelsh diadnican pemeriksaan di Laborateoriwm Fo-
ronsilk Pelri Cabary Surabays sebogulmnane delam hesil pewerilwpan tor-
botut adalah d.n.irm ganja. ( ganjn termasule nurkotika golonzan I ) oobo-
goimma hasil Pemarilknoaan Labaratacium Poronsil: tortanusal 13 Jenuari
2000 5 dan pajialen derd Mugroho Wihi Wibuwo kepada fusento torsobut
adalah tanpa ijin dari ysng berwonang y sohingga dengan demilclan wswe

kedun dari pasal ini Juga telah terpenmudil j

M3 Man Jualy membeld Narvkotike golanzan I # = - s v = = m w0 o = w0 o

Meninbang, behwa berdasariam kotoranzan salod salei dan Jotow
Tangan terd.nlc'.r.a serdird bahwa Terduwwa teleh monbell dsun ganJa losring
“tarsobut dori Yoga Priarbodo sebenyw: 5 paict dan cobusion dawn gesde

vy, 4 l--jaruabut tolah dipekainya wendiri dun sobagian teloh dljual lopode we

/‘j::.: B A

S / I’a.lmi Yusunto cobehyak 1 pokat , dan harga pembelian Migroho edhil Wie -

4 3 .
- .~ bowo darl Yoga Priambedo pexr pokotiye Rpe 100000~y kenudion Toxdelin

telah menjualnya kepala Yusanto dengd.n harga Rpe 20,000 satu palot pw

den dard hasil pauurikqmm Laboratariun Forensil Dolwd. Cabang Surubos
vyo teinyuta. daun gmja yong dijual oloh Terdawam Husroilo Adhd Wibowoe
kopada Yusanto tarsebut sdeleh ganja ( ganja tormaswic anrkotiloy 5o -
layea I ) sebagsdmmo yang tortuang delam lhesil pomer-lUwasn di Laho-
ratorivm Poransik Polri Cabang Buwabaya tenianggal 13 Januard 2000 j~
Suh_m.&,u. t“.(:‘.l".[_:.’.*.."l dendlian wisur hotiyopun ml-.:lu.:.lpm.ml il Juga teloh -

torpoanubl j = = m e = = e e

— e i e e em e el B

henim'ban{;, babwa dengan torpunubinyu lotice winge tersobut di
ataly moks somua wisar puag aloe dalow Dulcwomy Predinaiy teloh torpanvhil
solingga terhadap tardalaie Nugwano Alad Wibowo bin Juéd Yussalan sodsa
ra sgh dan moywlcinken bersalal. toloh meladaden tindak ?idana yf Tanpa
hek dan molawan hulcwn 'tnl.ﬂ*.-mcndual y monbell dewn gaja koring tore.
nasuk Narkotikn galagan I ceberat 0433 gram ( satu ) paket ssbagal
mane telsh diastue den diancem pidena dalan pesal 3 82(1) oub a Undwyg
Undang Noe 22 45hun 1997 § w v ou = ot = = = = - s S 40
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nenimba;w, bahwun oleh lrewenn dukwaan primair ftelah fterbulkti —-

maka terhadep dolorman selebiluyyu tidok perlu dibuktikan dan diporia -
bangkan lagl § = = == = = =

— e e mw - = ee e em s am Wm e TW me e e e aw

Vonimhang, babwa bordasaskan lupoven Penoliti ¥omusyavalaten .- v

untuke uid.ang Pengedilan tertangyel 13 Januari 2000 pada polcolawye mouho

rikan keternangan atan kosimpulan sebagnd HOrdlat § — = = = = « = =
bahwa Pemerintsh dan mesynrakat ldni sadang goncar mamerangl novkoba =
apelegi ditonzeral bohwe narkoba telalt meranbeh lo oclolah sokolall —em
sebagal Pelu,;]nr; Klion mungotabul baheyn pemakaion nerkotika den obab-
obatan terlerang bukon eaja mervoal: finﬂ: tapd Juge merusal montel o«
Perbuntan klien masih dalam strdium avwal,beru belerepa lrall momalod «-
nomu ini norupakan eloumilaesi konakelin lonecalen pada dizinys joela-s

v l , \ qn_j_ remaja yenz selalu ingin sexba bobao, didulamg oloh fakbor lealoun

) orpatan behlkan lemahnya pengoymsuwn crans tua serte ailkop dosar meatal

/ yany lomsh membuatb kKlien terjorwmus delen polanggacangPomalcaian Naclco~
JAY
-.-_.‘—"

4ika yang dilskulmn oleh klien tidalk lienya tcoara borsane sama tetupls
momakal sendiri tahkan dirumaliy hal ind menun juldon aﬂ.mwa indilkasl ~-
buhwoa oudah edenya keinginan untulc moadlanatd bukan kevens sotia kawmsi~
ataupun porgalon j = = = = = = = = = mm - e e = = = e = = e

]Isbnimbu.ns, bahwa olbh lawena toerdelorw tolah terindntl socnzu sch
dun moyaléinkan bersalsh soduagkan poda dird terdolara dlalk terdupat t-—
danya hal hel yeng dapat meniadakan pomidwmm bailk den/wr alasan peabo

nar moupwn dengan elesan pemaaf rsehﬂn,ca Tordalara horue ddjetuhl pidenn

B T R

»

yang otimpel dongan perbuatamnys § = = = == = = = ~ =~ -

Mendmbang, bahwa oleh kavena Terdalowe tgrbulcti harsalsh don dijat
tuhi pidana mnkﬁ Tordalewa horve puls dibebanl wntulk mepnuyar bimye paxs
Xpra ind § = - - -

. e e e e wm Bw s mm e e e e em S e m w e Se e T oas w

Manim‘bang, bahwa sehelum Pengadilan nm1ja."o‘tml.a.r putusan makg,

terlebih dahulu harus dipertimbengkan hal hul yung pombaratleen dan luale
hal yong moringankon § = = = = = = = = = = = = = = e R

K&lhﬂl.‘uucuo&'oocaeu11
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= bahwa perbuatan terdalon dapat wirtdah dirinyas sondicd dan dwpat
marugnk masa depan bangba § — = — — —~ — -~ b Eiy
= Bohwa perbustan terdalam sangat mwexugiken orang lain yeiiu teran
tom:my‘a|----‘-------.... _______ ] o

Tl Hal yoryt noringalcan § = e = = — = = = = = = — =

w Balwa terdelom pangsat monyessli pocbuataanym den beaejandi tidules
: akan mongulangi legl j = = = = o= = = = = = = = = = o e
- hahwa tordolom masih enok snak yaitn berwmw 17 tehwa dan masihe
" sebagal Polajar di SMUN T Tuban Klog II , den ia ingin solkali w

.. tuk poneruskan sekolahnya yang lsbil tinggl lugd § === = = = = =

: , ' J f:\,-f behwa arang tuanya telsh membuat surat permyetesn yuig wmonyata -
PPt i

g/ |0 )7 kan sanggap wtik pemberikan pengawusan m pombinawn yang lehih
/! )

s L Jopods GNpMINFB § mow m o mmmm e m o mmm e e = -

Ly \bostt

T = bohwe menurut panalitimx deal Disecs Bojuncgperos balnm tordalafa «
molalodean hal torsebut masih tuwcaf oobe ooba sebingza masih bilsa

dibing doa didzenbalilew: sebagel ene yong bulk baik § - e o 8

Momporhatilan pasal pasal durid poralbiwen porualadg wndeng-

an yang bersanglatban j = = == = = = = - - = -

. B
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{,?,:rohrgh 1¢' Hongatalon toxdalam Aorbulidl resan ool dan woyalkintan bersaloh
i libowo
ig Mnld Yo toloh melalkuksn tindak pidena " Tanpa huk dan meluven hulam fo-
b
lah monjual daun gangja kewing M 5 = = = = = o = = = = = e

2! Manjatulizan pidena kepadu terduwam olch kapénwiit dangan pllse
no, ponjera volama ¢ 6 ( enwn ) bulan jdenda nubos:r Rpel1004000)-

( seratus ribu rupish ) subsidair oclawe v 1 (!Jo;tu)\'bu.lm oz~

3.‘ Mane-taplum mefa pengheonen nwy; telah dijaloni olel "Ib:odb{cwa =

rus dilarangkan selurutnys dard pldana yang dijat dlan li' s
4% Memerintubkan ngex Terdelia totep difahon § = = = - = - :T el
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5% Menotaplan barang buktl berupa ¢ 1 ( vatu ) polwt duum gendo ke =
ring habis watule pemerilciasn di Iuboratoriun Foeondil: Poled Co —
bang Swabm,' sodm-gkan vang twial sobesar Rpe 104000y- ( sopu -
luh ribu ) d.irampaﬁ untulc Negors § = = = = = =

Gl l{em'babam:an pula. kopeda T "erdni«.w.; uniulk nmu.‘t,e.:,'a:: ‘bla n pczknx-.,n. lm.
sebonar Rp- .UOO,— ( ucrihu. PUPLioll Jj w == = = =

e Damihanlah diputus poda ha.u.. ini § SENIN, fancead 21 Potevw

aril 200Q olah kami ¥ AGUS HERTANO,SH sebagal Haldn Anal: pada Pangudl
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Sipocumesto . NOMOR : 90/PID.AN/2000/PT.SBY.

DEMI KEADILAN_BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang

memeriksa dan mengadili perkara Pidana Peradilan Anak
dalam pefadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

‘sebagal berikut dalam perkara terdakwa anak nakal :

.

b NUGROHO ADHL WIBOWO BIN HADI YUSSALAM,
\

Etempat lahir di Surabaya, umur/tanggal lahir, 17 tahun/20

l-Ag-uaisl:ua 1982 (belum ﬁernah kawin), jenis kelamin laki-

laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal J1. Kii, Musta'in
No. 46 Tuban, agama Islam, pekerjaan siswa klas II SMUN
I Tuban .

Terdakwa ditangkap dan diﬁéhan berdasarkan Perintah/

Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 1999 sampal dengan
tanggal 24 Desember 1999 ;

2. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 1999 sampai dengan
tanggal 12 Januari 2000 ;

3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari
2000 sampal dengan tanggal 22 Januari 2000 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2000 sampal
dengan tanggal 31 Januari 2000 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejalk tanggal 29 Januari 2000
sampal dengan tanggal 12 Pebruari 2000 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ‘sejgk tanggal
13 Pebruari 2000 sampa@ dengan tanggal 13 Maret 2000;

7. Hakim Pengadilan Tinggl sejak tanggal 26 Pebruari

2000 sampal dengan tanggal 11 Maret 2000 ;

8, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggl sejak tanggal

12 Maret 2000 sampai dengan tanggal 10 April 2000;

PENGADILAN ...
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PENGADILAN TINGGI tersebut ;
Telah membaca dan memperhatikan :
1., Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubu-
ngan dengan perkara ini ;
2. Surat -Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari

2000 No. PDS-04/TBN/2000 yang isinya berbunyi sebagai
berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI
YUSSALAM pada hari Rabu tanggal 22 Desember 1999 sekira
jam 18,30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 1999 bertempat di rumahnya saksi YUSANTO alamat
Kel. Ronggomulyo, Kec/Kab, Tuban atau setidak-tidaknya
disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban
tanpa hak dan melawan hukum telah menjual Narkotika
Golongan I berupa daun ganja kering sebanyak 1 poket berat
+ 0,38 gram kepada YUSANTO atau setidak-tidaknya kepada
orang lain yang perbuatannya dilalkukan oleh terdakwa dengan
cara yaitu {a terdakwa sewaktu berada dirumahnya telah
datang temannya YOGA PRIAMBODO sambil membawa daun ganja
kering yang dibungkus dengan kertas koran yang semula
diperolah dari Pandaan dan tidak lama 1itu datang pula
teman lainnya EKO SETIAWAN dan setelah daun ganja kering
yang dibungkus dengan kertas koran dibuka oleh YOGA
PRIAMBODO selaku pemiliknya maka terdakwa bersama YOGA
PRIAMBODO memilih dan membungkusi daun ganja kering dapat

18 (delapan belas) poket sedangkan temannya EKO SETIAWAN

memilih biji ganja dapat 1 (satu) poket dan setelah semua

daun ganja kering beserta bijinya dibungkusi maka terdakwa

membeli ...
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Eémbeli 1 poket daun ganja kering kepada YOGA PRIAMBODO
seharga Rp. 10,000,- dan ctelah dibayar 1lunas yang
selanjutnya 1 poket daun ganja kering yang dibeli oleh
terdakwa dari YOGA PRIAMBODO kemudian dijual lagl kepada
YUSANTO alamat Kel, Ronggomulyo, Kec/Kab, Tuban laku Rp.
20,000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang telah dibayar
lunas oleh Yusanto kepada terdakwa dan setelah dilakukan
penyitaan dan dijadikan barang bukti terhadap 1 poket
yang telah dijual kepada YUSANTO maka setelah dilakukan
pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya
dengan hasil sesual surat keterangan hasil pemeriksaan
Nomor : LAB-013/KNF/2000 tanggal 13-1-2000 pada pokoknya
bahwa 1 (satuj bungkus berat + 0,38 graw adalah -ganja
(ganja termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I.
No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancan

pidana dalam pasal : 82 (1) sub a Undang-undang Nomor
22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
SUBSIDAIR 1

Bahwa terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI
YUSSALAM pada hari Rabu tanggal 22 Deseuwber 1999 sekira
jam 17,00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 1999 bertempat di Jl. K.iH. Musta'in No. 46 Kel.
Kutorejo, Kec/Kab. Tuban atau setidak-tidaknya disuatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negerl Tuban tanpa

hak dan melawan hukum telah memiliki, wmenyiwmpan untuk
dimiliki atau menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman
berupa : daun ganja kering sebanyak 1(satu) poket berat
+ 0,38 gram yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa
dengan cara yaitu ia terdakwa sewaktu berada dirumahnya

celalt (e
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" “telah didatangi temannya YOGA PRIAMBODO bin HARTOWO - dengan
membawa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas
koran dan tidak lama setelah itu datang pula temannya
EKO SETIAWAN dan setelah YOGA PRIAMBODO  membuka
bungkusannya yang berisikan daun ganja kering maka terdakwa
beserta temannya YOGA PRIAMBODO memilih daun ganja kering.
sedangkan temannya EKO SETIWAN memilih biji ganja kering
dan setelah daun ganja kering berhasil dibungkus jumlah
18 (delapan belas) poket daun ganja kering dan 1 (satu)
poket biji ganja yang selanjutnya terdakwa kemudian membeli
1 poket daun ganja kering kepada YOGA PRIAMBODO seharga
Rp. 10.000,- dengan maksud untuk dimiliki atau menguasai
daun - ganja kering tersebut yang selanjutnya setelah 1
poket daun ganja kering disita pihak ‘Kepolisian Resort
Tuban untuk jadikan barang bukti maka setelah dilakukan
pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cnbang Surabaya
dengan hasil sesual surat Keterangan hasil pemeriksaan
Nomor 1 LAB*013?KNFI2000 tanggal -13 Januari 2000 pada
pokoknya 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat
+ 0,38 gram adalah ganja (ganja termasuk Narkotika
golongan I UU. RI, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotik).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam
pidana dalam pasal : 78 (1) sub b Undang-undang Nomor
22 Tahun 1997 tentang Narkotika. :

LEBIH SUBSIDAIR 1

Bahwa terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI
YUSSALAM pada hari Rabu tanggal 22 Desember 1999 sekira
jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 1999 bertempat di J1., K.II, tusta'in No. 46 Kel,

Kutorejo, Kec/Kab., Tuban atau setidak-tidaknya disuatu

temEat P
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'"Eempat dalam daerah ‘hukumu Pengudilan Negeri Tuban ctanpa

hak dan melawan hukum telah wemiliki, menyiwmpan atau

menguasal Narkotika golongan 1 dalau bentuk tanaman berupa

: daun ganja kering sebanyak 1(satu) poket berat + 0,38
gram yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan
cara yaitu 1ia terdakwa sewaktu bLerada dirumahnya telah
didatangl temannya YOGA PRIAMEODO bin HARTOWO dengan

membawa daun ganja kering yang dibunglkus dengan kertas
koran dan tidak lama setelah itu datang temannya EKO
SETIAWAN dan setelah YOGA PRIAMRODO memnbuka bungkusannya
yang berisikan daun ganja kering maka terdakwa beserta
temannya YOGA PRIAMBODO memilih daun ganja kering dan
membungkusi dapat 18 (delapan belas) poket sedangkan
temannya EKO SETIWAN memilihi biji ganja dan berhasil
mengumpulkan 1 (satu) polet bijl ganja yang selanjutnya
terdakwa kemudian meumbeli 1(satu) poket daun ganja kering
YOGA PRIAMBODO seharga Rp. 10.000,- dengan wmaksud untuk
dimiliki, disimpan atau menguasai Narkotika golongan

1 dalam bentuk tanaman berupa : daun ganja kering berat

+ 0,38 gram yang selanjutnya setelah 1 (satu) poket daun
ganja kering berhasil disita pilhak Kepolisian Resort Tuban
untuk barang bukti maka setelah dilakukan pemeriksaan
di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan
hasil sesuai surat Keterangan hasil pemeriksaan Nowor:
LAB-013/KNF/2000 tanggal 13 Januari 2000 pada pokoknya
1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat + 0,38
gram adalah ganja (ganja termasuk Narkotika golongan

1 Undang-undang RI, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Harkotik).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam®
pideana dalam pasal : 78 (1) sub a Undang-undang Nowmor

22 Tahun ...
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22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
PALING SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa :. NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI
YUSSALAM pada waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan

subsidalr diatas ctanpa hak dan welawan hukum telah

menggunanakan Narkotika golongan I bagi diri sendirl berupa
daun ganja kering yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa
sewaktu berada dirumahnya telah didetangl oleh temannya
YOGA PRIAMBODO sambil membawa daun ganja kering beserta
bijinya dan juga temannya EKO SETIAWAN dibeli atau diminta
dan setelah memperoleh daun ganja kering terdakwa kemudia
menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara dicampur
dengan tembakau rokok selanjutnya terdakwa menghisap sampal
habis padahal terdakwa menggunakan daun ganja

kering
tersebut tidak ada ijin dari pihuk yang berwenang .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam

pidana dalam pasal : 85 (a) Indang-undang R.I Nomor 2

Tahun 1997 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutaﬁ Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pe-
bruari 2000 No, PDS-04/TBN/2000, yang pada pokoknya
menuntut 3
1. Menyatakan terdakwa NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI

YUSSALAM bersalah welakukan tindak pidana yang
tanpa hak dan melawan hulum ctelah menjual daun
ganja kering (ganja termasuk Narkotika golongan
1) berat + 0, 38 gram 1 (satu poket) sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal : 82 (1l)sub
a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 seperti pada

dalkkwaan primair .

2., Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUGROHO ADHI
WIBOWO ...
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Salinan

tanggal

-
WIBOWO bin

HADI YUSSALAM dengan pidana penjara

selama : 1 (satu) tahun - ( - ) bulan

selama berada dalam tahanan dan denda Rp. 100,000, -

dipotong

(seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan

kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bulitl berupa : 1 (satu) poket

daun sénja kering telah habis untuk pemerilisaan

Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan

uang tunai sebesar Rp., 10, 000,- (sepuiuh_ ribu
ruplah) dirampas untule Negarva.

Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata

dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya. ia

dibebani menbayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,-
(seribu rupiah ).

resmi ° putusan Pengadilan Negeri Tuban

21 Pebruari 2000 Wo. O04/Pid.B/2000/PN.Tbn,

yang amarnya berbunyi sebagai berilut

ll

%

4,

Menyatakan teérdakwa MNUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI

YUSSALAM terbuktil secara sah dan

mayakinkan

bersalah telah imelakukan tindak pidana " Tanpa

hak dan welawan hukum telah menjual daun ganja

"

kering 2

Menjatuhkan pidana

kepada terdakwa

oleh karena
itu dengan pidana penjara seclama 6 (enam) bulan,

denda sebesar Rp. 100.000,- (scratus ribu Rupliah)

subsidair selama : 1 (satu) bulan kurungan ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan ; |
Memerintahkan agar terdakwa tetap ditshan ;

5. Menetapkan ..,
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daun ganja kering halis untuk pemeriksaan di

Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya,
sedangkan uang tunai sebesar Kp. 10.000,- (sepuluh
flbu ) dirampas untuk Negara;

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar

biaya perkara 1ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu

rupiah) ;
3y Akta permintaan banding dar! Jaksa Penuntut Umurn

pada tanggal 26 Pebruari 2000 , s8serta permintaan
banding ctersebut diatas telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2000 ;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal
07 Maret 2000 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggl Jawa Timur pada tanggal 10 Maret 2000, serta
telah diberitahukan kepada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tuban untuk dibuatkan relaasnya kepada
Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2000 ;
i Surat pemberitahuan untuk memeriksa/mempelajari berkas
perkara yang telah disampailan kepada Jaksa Penuntut

Unum maupun kepada terdakwa pada tanggal 07 Maret
2000 ;

8. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
Kemasyarakatan tanggal 13 Januari 2000 No,
Litmas,13/W10,E,09/1/2000 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut ‘cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat

diterima ;

MEBi.IIibang s
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Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggl meneliti
dengan seksama salinan putusan Pengadilan HNegeri Tuban

tersebut sebagal putusan pemidanaan, yang dimohonkan

banding 4ini, ternyata mengenai tuntutan Penuntut Umum

tidak dicantumkan secara lengkap sebagaimana tercantum

dalam Surat Tuntutan tersebut sebab tidak memuat secara
sempurna hal-hal mengenai 1

- Pernyataan kﬁsalahan terdakwa ;

- Tuntutan pemidanaan ;
Rij?engurangan masa tahanan ;

. = Status tahanan terdakwa ;
"’
- Status barang bukti ;

- Penbebanan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sesual ketentuan pasal 197 ayat
1 sub e KUHAP tuntutan Penuntut Umum yang harus dicantumkan
dalam putusan pemidanaan adalah secara lengkap sesuai
surat tuntutan, yang bukan menurut kesimpulan Hakim, oleh
karenanya berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHAP, putusan
Halcim Pertama tersebut harus dinyacakag_batal demi hukumdan

dengan memperhatikan pasal 240 ayat 1 KUHAP dihubungkan
dengan Buku II Pedoman MARI Bagian Kedua 1 B angka 26,
4-5, maka Pengadilan Tinggl akan mengadili sendiri perkara
ini yang pertimbangan hukum dan amar putusannya akan
disebutkan dibawah ini j

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari
dan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan
sepanjang berkaitan dianggap telah turut dipertimbangk@n=——
dalam memeriksa dan megadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari

berita acara persidangan Anak, salinan putusan Pengadilan

NeﬁEri TN
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"Negeri Tuban tersebut’ dengan seksama, berdasarkan hasil
pemeriksaan persidangan
dan keterangan

terhadap keterangan
terdakwa,

saksi-saksi
gerta barang bukti,

Tinggi akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut
dibawah ini ;

Pengadilan

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan Anak pada
pokoknya didakwa :

Primair

1 Melanggar pasal 82 (1)

sub a, UU No.
22 Tahun 1997 ;
Subsidair ; Melanggar pasal 78 (1) sub b UU No.
22 Tahun 1997 ;
Lebih Subsidair

Melanggar pasal 78 (1) sub a UU No.
22 Tahun 1997 ;
Paling Subsidair : Melanggar pasal 85 (é) UU No. 22 Tahun

1997 ;
Menimbang, bahwa

karena
Umum berbentuk Subsidair,

dakwaan Jaksa Penuntut
maka Pengadilan Tinggl akan
mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dakwaan Primair;
Menimbang, bahwa unsur-unsur
82 (1) sub a UU No.

tindak pidana pasal
22 Tahun 1997 yang

berkenaan dengan
uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagail berikut:
1., Tanpa hak dan melawan hukum ;

2. Jual beli Narkotika golongan L

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
unsur demi unsur dakwaan tersebut dihubungkan dengan
perbuatan terdakwa sebagai anak nakal selaku subyek hukum
tindak pidanannya ; '

Ad. 1. Tanpa Hak dan Melawan Hukum .
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum
yang dapat disimpulkan dari pemeriksaan dipersidangan

berdasarkan ...
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berdaaarkan alat alﬁém%ﬂtfihﬁﬁh'berﬁﬁﬁskéteruhgﬁh‘ﬁéEEiF
saksi YOGA PRIAMBODO bin HARTOWO, YUSANTO, “NURSALD dan
RIYANTO, surat-surat perkara yang terlampir dalam berkas
‘perkara 1ini serta keterangan terdakwa sendiri ternyata
terdakwa Eelah melakukan jual beli daun ganja kering sedang

perbuatan terdakwa bukan wuntuk kepentingan pelayanan

kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan

|11mu pengetahuan sebab terdakwa tidak berkwalitas untuk

'ftu dan tidak memperoleh 1jin khusus untuk itu, sehingga

perbuatannya telah Dbertentangan dengan Undang-undang

sebagal perbuatan melawan hukum (wederrech telijk) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas maka unsur pertama ini telah terpenuhi :

.

Ad. 2. Jual Beli Narkotika Golongan T .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah
tersebut diatas pula, dipersidangan anak telah diperoleh
fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah sering kali membeli
daun ganja kering dari saksi YOGA PRIAMBODO bin HARTOWO,
terakhir pada bulan Desember 1999 yang antara lain pada
tanggal 22 Desember 1999 sekira jam 18.30 WIB bertempat
dirumah saksi YUSANTO telah dijual terdakwa daun ganja
kering 1 (satu) poket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa daun ganja kering yang dijual
terdakwa oleh saksi YUSANTO tersebut yang ternyata informan
Polisi, telah diserahkan kepada saksl NURSAID anggota
Polri dan selanjutnya sesual surat Kepala Kepolisian Resort
Tuban barang bukti yang diduga ganja sesual Berita Acara
Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti seberat 400
miligram telah dikirimkan kepada Laboratorium Forensik

Palrl ...

i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SR LI

"'-.

i i \ '\’I A |
V) R |
\ “IQ”\ )') * 12 «

”\_r

‘?/1ri Cabang burabaya dengan surat tertanggal 05 Januari
2000 No. Pol, B/03/1/2000 untuk pemeriksaan Laboratorium;
Menimbang, bahwa  sesual Berita Acara hasil
pemeriksaan Laboratorium No, LAB-013/KNF/2000 tanggal
13 Januari 2000 seperti terlampir dalam berkas perkara
ini ternyata barang bukti tersebut adalah ganjai yang
termasuk Narkotika golongan I termaksud dalam ‘Lampiran
Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai
diatas, maka unsur kedua tersebut telah pula térpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak
pidana yang didakwakan telah terpenuhi sehingga Pengadilan
Tinggipun yakin bahwa terdakwa adalah anak nakal dan telah
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa
telah welakukan tindak pidana yang didakwakan dalém dakwaan
Primair tersebut dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;-
Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair
maka dakwaan Subsidair dan selebihnya tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu
dipertimbangkan hal-hal yang wmewberatkan dan meringankan

sebagail berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Materli dan sifat dari tindak pidana yang telah terbukti
itu sendiri dihubungkan pula dengan saran Pembimbing
Keﬁasyarakatan yang dapat diambil alih sebagai pendapat
Pengadilan Tinggl sendiri sebagal hal yang memberatkan

dalam mengadili perkara ini ;

)

- Bahwa kejahatan itu sangat tercela dan dipandang sangat

keji ...
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.keji oleh masy;rakat karena daput menimbulkan gangguan
fisik dan wmental bagl banyak orang terlebih bagi
generasi muda harapan bangsa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat uwenimbulkan bahaya yang
lebih besar bagl kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa

vang pada akhirnya akan dapat wmelemahkan Ketahanan

Hasional ;

Hal-hal Yang Meringankan ;

- Bahwa terdakwa sebagal anak nakal masih dapat diharapkan
setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan
kepadanya akan kembali hidup secara layalk
ditengah - tengah masyarakat;

- bahwa awal terjadinya perbuatan adalah akibat pengaruh
pihak lain sebagal pergaulan yang tidak terkontrol;

- Bahwa sudah dapat dipastikan orang tua terdakwa sebagail
mantan Pejabat yang cukup dihormati dan disegani
masgsyaralat sangat terpukul dengan perbuatan terdakwa
nawun tetap tegar mengikuti persidangan anaknya dan
menyatakan kesediaan untuk kelak membimbihg aﬁaknya
menghadapi hari depannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal terurail diatas
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena perbuatan
terdakwa justru dilakukan pada saat sedang glat-glatnya
Pemerintah menaggulangi dan 1wencanangkan program anti
Harkoba, maka ﬁaik tuntutan Penuntut Unmum terlebih putusan
Pengadilan Hegeri dipandang samgat ringan kendatipun
ancaman pidana terhadap anak nakal lebih rendah dari pada
orang dewasa, sehingga pemidanaan yang selayaknya
dijatuhkan terhadap terdakwa harus ditinggikan' setimpal
dengan kesalahannya ;

Menimbang ...
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Menimbang, bahwa namun sesual pengamatan Pengadilan
Tinggl darli pemeriksaan persidangan anak di tingkat pertama
cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang
dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani terdakwa dengan menerapkan ketentuan pasal
22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan
dijatuhkan berbentuk komulatif, maka mengenai pidana
denda Pengadilan Tinggi akan wmenerapkan ketentuan pasal
28 (2 dan 3) UU No. 3 Tahun 1997 sehagai' Lex Specialis
dari pasal 100 UU No. 22 Tahun 1997 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi
pldana, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan tetap
ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barané bulkti Pengadilan

Tinggl hanya dapat menentukan statusnya dari barang bukti

yang penyitaahnya telah mendapatkan persetujuan peﬁyitaan

Ketua Pengadilan Negeri berupa

- 1 (Satu) poket ganja kerin; berat 400 niligram, (yang
ternyata telah habis d: unakan untuk kepentingan

N

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,-

pemeriksaan Laboratorium Forensik)

(sepuluh ribu rupiah) ;

sedang mengenal 1 (satu) poket biji ganja berat 350
miligram sesuail ketérangan terdakwa milik temannya bernama
EKO SETIAWAN karena bukan merupakan barang bukti sah dalam
perkara ini yang dapat saja sudah disita dalam perkara
lain, maka tidak perlu ditentukan statusnya ;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua barang bukti
:ersebut diatas ternyata adaleh baraﬁg bukti sah tetapi

oleh ...


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.“ .mv'l _-'

!. | I 15 -

oleh karena barang I bukti ganja telah habis terpakéi
untuk pemeriksaan Laboratorium, maka Pengadilan Tinggi
hanya akan menentukan statusnya dengan menerapkan ketentuan
pasal 90 Undang-undang Narkotika, terhadap selembar uang
hasil tindak pidana tersebut ;

Ménimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi

pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar,
biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;
Menimbaﬁg, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang
telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Hakim Peradilan
Anak pada tingkat pertama dalam perkara ini tanggal 21
Pebruari 2000 No. 04,Pid,.B/2000/PN,.Tbn tidak dapat
dipertahankan lagl dan harus dinyatakan batal demi hukum
dan Pengadilan Tinggl akan mengadili sendiri yang amar
putusannya sebagaimana tersebut dibawah nanti :
Mengigat ketentuan pasal 82 (1) sub a jo pasal
90 UU No, 22 Tahun 1997, pasal 28 (2 dan 3 ) UU No, 3
Tahun 1997 dan pasal-pasal tertentu dalam KUHAP ‘serta

Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILTI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut ;

Menyatakan putusan Hakim Peradilan Anak ©pada
Pengadilan. Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 2000 No.
04/P1id.B/2000.PN.Tbn. BATAL DEMI HUKUM ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan terdakwa : NUGROHNO ADHI WIBOWO BIN HADI
YUSSALAM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan
hukum melakukan jual-beli Narkotika- golongan j ;

Menjatuhkan. .,
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~ +oleh karena barang bukti ganja telah habis terpakai
untuk pemeriksaan Laboratorium, maka Pengadilan Tinggi
hanya akan menentukan Btatusnya dengan menerapkan ketentuan

pasal 90 Undang-undang Narkotika, terhadap selembar uang
hasil tindak pidana tersebut ;

Ménimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi
pidana, maka kepadanya harus dibebani untulk memBayar.
biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang
telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Hakim Peradilan
Anak pada tingkat pertama dalam perkara ini tanggal 21
Pebruari 2000 No, 04,P1d.B/2000/PN.Tbn tidak dapat
dipertahankan lagli dan harus dinyatakan batal demi hukum
dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar
putusannya aebaéaimana tersebut dibawah nanti ;:

Mengigat ketentuan pasal 82 (1) sub a jo pasal
90 UU No, 22 Tahun 1997, pasal 28 (2 dan 3 ) UU No, 3
Tahun 1997 dén pasal-pasal tertentu dalam KUHAP serta

Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILTI:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut ;

Menyatakan putusan Hakim Peradilan Anak pada
Pengadilan‘ Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 2000 No.
04/P1d.B/2000,PN.Tbn. BATAL DEMI HUKUM 5

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan terdakwa : NUGROIIO ADHI WIBOWO BIN HADI

YUSSALAM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan
hukum melakukan jual-beli Narkotika golongan I ;

Men)atuhkan., .,
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.MenjaCuhkan[pidéﬁﬁ Eérh&dqp terdakwa tersebﬁt dengan
pldana penjara selama l’(satu) tahun‘g_(dua)bulan i
Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;
' Menjatuhkan pidana denda sebesar _Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib
latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan

lama latihan kerja 3 (tiga) jam sehari yang tidak dapat
dilakukan pada malam hari ;
Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
Menetapkan barang bukti berupa : i
- 1 (satu) lembar uang kertas senilail Rp..10.000,? (sepuluh
ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -
Membebankan terdakwa untuk membayar blaya'_pérkara
ini pada kedua'tingkat peradilan yang dalam tingkat Saéding
ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demilkian diputuakan dalam rapat musyavarah Majelis

Hakim banding Anak Pengadilan Tinggl Jawa Timur pada hari.

SENIN, tanggal03 April 2000 oleh kami : E.A. KALALO SH.
selaku Ketua Majelis, RAMELAN, SH. dan SOEKRISNO'*“*SH

masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk ntuk

memeriksa dan mengadili perkara ini berdaaarkan -S

Penetapan Wékil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa"f?iﬂgﬂ;
di Surabaya tanggal 27 Maret 2000 No. 9OIPen Hajl
2000/PT.SBY. dan kemudian putusan tersebut diucapkan
didalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga.oleh
Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut serta ANANG WIDODO, SH. Panitera Pengganti pada

Pengadilan ...
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yang bermanfaut Ji bidung pengubatan atau peluyanan
k.csc.h;.llun‘ dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan
di sisi lain dapat pula menimbulkan Lclcrzanlu‘n pan
yang nng.al merugikan apabila dipergunakan lu: d
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan nksam':u‘.

bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi
menanam, menyimpan, mengeduarkan, dan nwn-:
gunakan narkotika tanpa pengendalian dan pcngawa\:n
yang kelal, serta berientangan dengan pcru\u#.m
Ec"mndang-undnngua yang berlaku adalah kejahatan

ena sangal merugikan dan merupakan hahaya yany
sangal besar bagi kchidupan manusia, m.'»yar.al:ub
banysa, dan negara serta ketahanan nasivnal Indunc.w.
bahwa ‘kejahaun narkotika telah bersifal transnasional
yang d}lnkuhn dengan menggunakan modus vperandi
yang tinggi dan wcknologi canggih, sedangkan peraturan
perundang-undangan yang ada sudah udak scsuai
dengan perkembangan situasi dan kondisi yang
berkembang untuk menanggulangs kejahatan tersebut;

ba.r:’w: berdasarkan pertimbangan tencbut pada hurul,
a, d;nc. d, dan ¢ sena pertimbangan bahwa Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah

tidak scsuai lagi maka
perlu dibentuk undang-i
baru tentang narkotika; REindang

Mengingat:

Pasal 53, s -
=l w):;l;( 1) dan Pasal 20 ayai (1) Undang-Undang
Undang-undang Nomor 8 Ta

h hun 1976 1o
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 brcu:::
Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Tahun

1976 N
Saty omor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomo.

Undang-undang Nomor 23 T
ahun 1992 tenu
-i;esehamn (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor ]"&f
‘ambahan Lembaran Negara Nomor 3495); '

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTAMG
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

4.

€.

-~

haliwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
scjahtera, adil dan makimur yang inérala maleriil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 maka kuutitas sumber daya manusia Indo-
nesia sehagai salah saly mudal pembangunan nasional
perlu Jitinghkatkan secara \crus-mecnerus termasuk
derajat keschatannyas .

bahwa uniuk meningkatkan derajat kesehaun sumber
daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan
kescjahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan
Ji bidang pengobatan dan pelayanan keschatan, anlara
Jain pada saty sisi dengan meng hakan k di
narkotika jenis lerientu yang sangat dibutuhkan scbagai
ohat gan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan
dan pembcerantasan terhadap bahaya penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika; , /

bahwa narkotika di satu sisi lricrypnium obal atay bahan

Undang-undang Nomor 7 Tuhun 1997 tentang
Pengesahan Konvepsi Perserikatan Bangsu-Bangsy
tentang Pemberantasan Percdaran Gelup Narkotika dun

psikotropika (United Nations Convention Agains! -
livit Traffic in Narcotic Druys und Psychotrapic Sub-
stunces) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17.
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3673):

Dengan perselujuan -
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

"
Munclapkan:

(5]

UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan
(ahaman alay bukan tanaman haik siniclis maupun semi-
sintetis yang Japal menyebabhan penurunan atay
perubahan kesaduran, hilangnya rasa. mengurangt
sampai menghilangkun rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan kewrgantungan. yang dibedakan ke dalam
mxlungan-gﬂlongan schagaimana terlampit Jdulam
undang-undang ini alau yang kemudian ditctaphan
dengan Keputusan Menteri Keschatan.
Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan.
inengolah, membuat, menghasilkan, mengemas. dan/
atau  mengubah bentuk narkotika ermasuk
mengeksiraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika
untuk memproduksi obat.
Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam
Dagrah Pabean.
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. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan
-~ Dacrah.Pabean.

5. Petedaran gelapCnatkot ke, AN etk giltdn sy
scrangkaian kegiatan yang dilakukan sccard twnpa Hak
dan melawan hukum yang ditctapkan schagai tindak
pidana narkotika.

o

Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan
Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika,

b

. Surat Persciujuan Ekspor adalah sural perselujuan
Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika,

=

Pengangkutan adalah sctiap kegiatan atau seranpkasin
kegiatan memindahkan narkotika duri satu lempal ke
tempat lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan
apa pun.

'-'.'.

. Pedagang besar farmasi adalah perusahian berbentuk
badan hukum yang memiliki izin dari Menteri
Kesehatan unluk melakukan kegiatan penyaluran
sediaan farmasi termasuk nurkotika dan alat keschatan.

10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum
yang memiliki izin dari Menteri Keschatan untuk
melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan
bahan obat, termasuk narkotika.

. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari
sualu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah
di wilayah Negara Republik Indunesia yang terdapat
Kantor Pabcan dengun atau tanpa berganti saruna
angkutan,

2. Pecandu adalah orang yang menggunakan alau
menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan
kelerganiungan pada narkotika, baik secara [isik
maupun psikis.

13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan uniuk
menggunakan narkotika secara lens-menerus, wleransi

dan gejala putus narkotika apibila penggunaan
dihentikan. .

14, Penyalahgnnaan adalaly wrang
narkotika wnps sepengetahuan dan penguwasan duokler.

JENg U

15, Rehahiditusi mediy adalah suaty proscs hegiatan
- pefgbatan)seeury Ly umuk inerbebaskan pecandu
dari kelerganiungdn warkotika:

16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan
pemulihan secard terpadu fisik, mental, maupun sosia’
agar bekas pecandu narkotika dapat kn_-.mbah
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
masyarakal.

17, Permufakatan jahat adalah perbustan dua orang atau
lehih dengan maksud bersepakat untuk melakukan
lindak pidana narkotika.

18. Penyadapan adalah kegiatan atau uungk:inn kegiatan
penyelidikan dun/atay penyidikan yang dl!lkum ole‘h
Penyidik Pejabat Polisi Negura Republik lm‘ioncsln
dengan card melakukan penyadapan pembicaraan
melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronika
lainnya.

19, Ke-porasi adalah Kkumpulan tcrorganisasi dari orang dan/
atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun

bukan.
BAB 11
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Ruang lingkup pengaluran narkotika q:lm undang-
undang ini adalah scgala bentuk kegiatan dan/atau
perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.

(2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat n
digolonghkan menjadi:

a. Narkotika Golongan L
b. Narkotika Golongan 11; dan
¢. Narkotika Golongan .

(3) Penggolongan narkotika scbagaimana dimaksud dalam

ayil (2) untuk pertama Laliny s ditctaphan sebagaimiand
terlumpir dun merupakan bagian yang tak terpisahihan
dari undang-undang ini. .

&

) Ketentuan lebih lanjut mengenai purub.:han'
penggolongan narkotika sebagaimana Jimaksud dalam
ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkutika bertujuan untuk:

4. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan
pelayunan keschatun danfutau pengembangan ilnu
pengetahuan;

b, menccgah terjadinya/penyalahgunaan narkatika; dan

¢,  memberanias peredaran gelap narkotika.

Pasal 4
Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan,
Pasal §

Narkotika Golongan 1 hanyu daput digunakan untuk
Lepentingan pengembangan ilmu pengetuhuan dan dilarang
digunakan uniuk kepentingan lainnya.

BAD 111
PENGADAAN
Bagian Pertama

Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 6

1) Menteri Keschalan mengupayakan tenedianya narkolika
untuk kepentingan pelayanan keschalan dan/alau untuk
pengembangan ilmu pengetahuan.

[

i i chagaiman.
(2) Uniuk heperluan 1ersediany 4 narkutika sehagamans

dintikoud dalam aydt (. Mcnu:riVKr.u:haun menyusun
rencana kebutuhan narkotka seliap tahun,

() Rencana kebutubian narkolika schagaimana dimaksu

dalam ayat (2) menjadi pedoman pcngadann._p::‘llgcu
da'li'.l;l. dun pengawasan narkuotika secard nasional.
X an lebi y sanai penyusunan rencan
(4) Ketentuan lebih fanjut meng n . e
Lebutuhan tuhunan narkotika dengan chunfun Menict
Keschatan.

Pasal 7

{ 3 i i diperoleh dari
Narkotika untuk kebutuhan d.ll;_\m negen o
& m.:m‘: pmduksi dalum negent dan/atau sumber lain
dengan berpedoman pada reacand kebutuhan mhunylt
narkotika schagaimand dinuksud dalam Pasal 6 ay¥
. Al
! i + sumber lain sebagaiman.
3) Narkolika yang diperolch dari sur _
= dimaksud dalam nyu(l)bcrada di bawah pengendaliar

pengawasan. dan anggung juwab Menteri Kesehcian

Baglan Kedua
Produksi

Pasal 8

i Keschalan memberi izin Khusus untuk
o :::1‘::0“!;5: narkotika kepada Pabtik obat ur:el?::
vang telah memiliki izin sesual dengan peratus
i:cmndal\]-undinsln yang berlaku. . B
(2; Menteri Keschalan melakukan pcngendnh:;l trm::;n‘
dalam pelaksanaan pengawasan \crha{ nrn‘g o
produksi, bahan baku narkolika, dan hasil akhir
proses produksi narkotika. o
\cbih lanjut mengenai lala card pemberi
o i?;cr::nmngcnddilm scbagaimana dmmudeaI::\i
ayal (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Men!
Keschatan.
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Pasal 9

(1) Narkdlika ,Galongan, | dilitang, diproduksi jdaplatay
digunakan daldm ploses produksie keduuli dalani jumlsh
yang sangal lerbatas untuk Kepentingan pengembungan
ilmu pengetahuan dan dilukukan dengan pengawasan
yang ketat duri Menieri Keschatan.

(2) Ketentuan lcbih lanjul mengenai tata cara penye-

lenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam proses
produksi dalam jumlah yang sangat terbatas unituk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam aya (1)
diatur dengan Keputusan Menten Keschatan.

Bagian Ketiga
Narkotika untuk [Imu Pengetahuan

Pasal 10

(1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga
pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penclitian dan
pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
maupun swasla, yang secara khusus atau yang salah
salu fungsinya melakukan kegiatan percobaan,
pencliian dan pengembangan, dapat memperoleh,
menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika
dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan scielah
mendapal izin dari Menieri Keschatan,

12) Ketenwan lebih lanjut mengenar syarat-syarat dun lala
cara unluk memperolch izin sebagaimana dimaksud

dh:mam ayat (1) diatur dengan Kcputusan Menteri Kese-

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 11
(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, cks-

telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
melaksanakan impor narkouika.

(2) Dalam keadaan tertentu. Menteri Kesehatan dapat
memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan
milik negara sebugaimana Jimaksud dalam ayat (1)
yang memiliki izin scbagai importir sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berluku untuk
melaksanakan impor narkolika.

Pasal 13

(1) Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan

impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dan
Menteri Kesehatan.

(2) Surat persetujuan impor narkotika Golongan 1 dalam
jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk
kepentingan pengembangan ilinu pengetahuan.

(3) Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara
pengekspor.

Pasal 14

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar
persctujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan
tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan
peraluran perundang-undangan yung berlaku di negara
pengekspor,

Pasal 15

(1) Menteri Keschatan memberi izin kepada | (satu)
perusahaan pedagang besar furnasi milik negara yang
telah memiliki izin scbagai eksportir sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku uniuk
melaksanakan ckspor narkotika.

(2) Dalam keadaan tertenty, Menteri Kesehalan dupat
memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan

pubrik ubat. pedagang tm:s'.u: [armasi. “:a::“‘:h
ny Hpanan <edigan farmasi ru:uwnnl.nh. :r::: ‘.cl_“mg“
bl PuUSkesiTib., halai pcniufmux_n. dokl.c:. -
Sty e fgeiuan. wi b UiShTipaR) suara & : e N
(2 Impottir, eksportie, pabrik obal. pedugang r:::u;m:;y
sarana penyimpanan sediaan (armasi pcl:;.’a e
tek, rumah sakit. puskesmas. balai peng “bu ;mb“l.
dan tembaga im0 PSSR, T erkal
ampaikan, dan men :
::E:i::::r.::r:mukan dan/atau pengeluaran narkotika
yung ada Julam penguasaannyd. L
(3}) Kewntuan lebil I.:I"lljul mn:::u::;:::t:;rltr:a:;tl o
secara khuuus scbagainand £ Al
L wakiu, bentuk, isi. dan 1ata cara pe
l::aj:.:t::na :it\\;hsud dalam ayal (2) diatur dengan
Keputusan Menteri Kesehatan. . . .
(4) Pelanggaran teraadap ketentuan mengenal (p‘n;\y';:mr:“
sebagaimana Jimaksud dalam ayat st
kelentuan menyenal pelaporan uba;mm‘an:l i
dalum ayat (2¢ dapat dikenakan sanksi adminis
oleh Mentert hesehatan berupa:
a. leguran;
b. pcrin‘r,n.lan'. il
:li ?:::‘:l.w‘rﬂllln‘:\nwmnwn kegiatan: alau
¢, pencabutan fAn.

purtir.

BAB IV
IMPOR DAN EKSPOR

Baglun Pertama
Surat Persetujuan Impor dan
Surat Persetujusn Ekspor

Pasal 12

i izi 1 (saw)
i hatan memberi 1Zin k_e_pnd-
b i::::-:ui:!:d:pns besar farmasi milik negara yang

9

ili as i imaksud dalam ayat (1)
milik negara sebagaimana f-lll‘m'l | )

yang memiliki izin sebagai eksportir scwmldcnga:
* peraturan pcrundnng-undangan yang berlaki untu
melaksanakan ekspor narkotika.

Pasal 16
Sksportir nark harus memiliki surat persetujuar
W Et:;‘:‘:n:::k:::; kali melakukan ekspor narkotika
dari Menteri Keschatan.
(2) Unmiuk memperuleh surat persetujuan ckspor n..-ukolt'k.a
harus dilumpiri dengan sural perselujuan dari negard
pengimpor.

Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas d_a.sa:
persetujuan pemerintah negara pengiinpor dan p""f;:w:n
\erscbut dinyatakan dalam Jokumen yang sah sesuai deng "
peraturan pcrundang-undmgnn yang berlaku di negal

pengimpur.
Pasal 18
! dilakukan melalui
Lmpor dan chane n::.rLth:.h.'myl
knwnanwpamm wiicntu yang dibuka untuk perdagangan
luar negeri.
Pusal 19

Ketentuao lebih lanjut m:.ngcnai syaral dan L cu-r‘:
memperoleh surat persciujuan impor dan sural pu;ﬁu:ma
ckspor narkotika diatur dengan Kepulusan
Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengangkutan

Pasal 20

Kelentuan peraturan perundang-undan;an tentang

1t
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pcngn?r?tulan bfnrang. telap burla.i_u bagi penganghutan
narkalfl Kepuali Mitenfuk i fain, datam-updifig-uodung ini
atau diatdr Kenjudisivbdrdasark n ke ieaanuhdimg- undang
ini,

Pasal 21

(1) Sctiap pengangkutan impoe narkotika wajib dilenghap
dengan d.ukumcn persetujuan ckspor narkotika yany
sah scsuut‘dcngan peraturao perundang-undangan yany
!:crlaku di negara pengekspor dan sural ;\-mlu';u.m
impor narkotika yang dikeluarkan oich Menten
Keschatan.

@

Seliap pengangkutan ckspor narkotika wajib dilenghapi
an]an surat perselujuan ckspor narkotika yang
duLclua_rkm uleh Menten Keschatan dan dokumen
persciujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan
peruluran perundang-undangan yang berl=ku Ji negura
pengimpor.

Pasal 22

Penanggung jawab pengangkul impor narkotika yang
memasuki wilayah Negara Republik Indonesia \::JI::-
mcmba'\hl d.nn bertanggung jawab atas kelenghapan surai
perselujuan impor narkotika darn Menteri Keschatan dan
dokumen persctujuan ckspor narkotika yang sah scsuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara pengekspor.

Pasal 23

n El:.ipl;ﬂjl nark.o&ilu wajib memberikan sural penctujuan
ekspor Pmkqllka dari Meniteri Kesehatan dan dokumen
perselujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas
perusahaan pengangkutan ekspor.

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
pengangkulan ekspor wajib memberikan sural

Bagiun Keliga
Transito

Pasal 26

(1) Transio narkotika harus dilengkapi dengan dokumen
persetujuan ekspor narkotika yang suh dari pemerintah
negara pengekspor dun dokumen persclujuan impor
narkotika yang sah dari pemerintah ncgard pengimpar
sesuai dengan peraturan p:rundang-undan;an yang
berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.

(2) Dokumen persctujuan ekspor narkotika dari pemerintah
negara pengekspor dan dukumen persetujuan impor
narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayal (1)
sekurang-kurangnyd memual kclerangan lentang:

a. nama dan alamai pengekspor dan pengimpor
narkotika;

b. jenis. bentuk, dan jumlah narkotika; dan

c.  negara tujuan ckspor narkotika.

Pasal 27

Setiap perubahan negara tujuan ckspor narkotika pada
transito narkolika hanya dapat dilakukan setelah adanya
persetujuan dari:

a. pemerintah negara pengekspor narkotika;

b. pemerintzh negara penRgimpor atau Wwjuan semula ckspor
narkotika; dan

c. pemerintah negara \wjuan perubahan ckspor narkotika.

Pasal 28

Pengemasan kembuli narkotika pada transilo narkotika,
hanya dapal dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang
mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah
tanggung jawab pengawasan Pejabal Bea dan Cukai.

: Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito
narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

14

persetujuan ehapor narkotika dari Menteri Keschatan
dan dokumen perselujuan inpor narkotika yung sal
cosodi dengun pecundang undangan yang
I fuk-di wégary/ peng niporiké padil penanggung Juwah
penganghul.

(3

Penanggung jawah pengangkul ckspor narkolika wajib
membawa Jdun bertangpung jawab atas kelenghkapan
sural persetujuan ekspor narkatika dari Menteri
Keschatan dan dokumen perselujuan impor narkotika
yang suh sesuai dengan perituran perundung-undangun
yung berlaku Ji negara penpimpor.

Pasal 24

(1) Narkotika yang dianghut harus disimpan pada
Lesempatan perlama Jalam kemasan khusus »lau di
empal yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh

nakheda dengan disaksikan oleh pengirim,

@

Nakhuda membual herita acara tentang muatan
narkutika yang diangkut.

(3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) jum lah tibu di pelabuhan tujuan, wajib
melaporkan narkolika yang dimuat dalam kapalnya

kepada Kepala Kantor Pabecan setempal.

(4) Pembongharan muatan narkotika dilakukan dalamn
kesempatan periama vleh nakhoda dengan disaksikan

ulch Pejabat Bea dan Cukai.

1€) Nakhods yang meagetahu adanya narkotika di dalam
kapal secara wnpa hak, wajib membual berita acara.
melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada
persinggahan pelabuhan periama scgera melaporkan dan
menyerahkan narkolika (erscbut kepada pihak yang
berwenang.

Pasal 25

Ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berla-
ku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkulan udara.

13

Bagisn Keempal
Pemeriksaan

Pusal 30

pemerintah melakukan pemeriksaan alas kel ngkapan
Jokumen”impor, ekapor. dan/atau transilo narkotika.

Pasal 31

(1) lmportir narkotika memeriksa narkotika” yang diim-
pornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri
Keschatan sclambat-lambatnya 7 (wjuh) hari kerja scjak
tunggal ditcrimanya impor narkotiku di perusahaan.

Berdasarkan hasil laporan scbagaimana dimaksud dn!lrf\
ayat (1 Menteri Keschatan menyampaikan hasil
pencrimaan impor narkotika kepada pemerintah negara

pengekspor.

2

BAB V
PEREDARAN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 32

Pereduran narkotika meliputi setiap kegiatan atau
serangkaian hegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika

. paik dalam rangka perdagangan. bukan perdagangan, maupun

pemindahlanganan untuk kepentingan pelayanan keschatan
dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Pasal 33
(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarxan
seiclah terdafiar pada Depaniemen Keschatan.
(2) Narkotiks Golongan 11 dan 111 yang berupa bahan baku

IS
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baiE alamiah maupun sintctis dapat dicdarkan tanpa
o wajib-daftar pada, Departemen Keschatan,

cara pendafiaran narkotika dalam bentuk ubat jadv dun
peredaran narkotika yang beeupa buhan baku diatur
dengan Keputusan Menten Keschatan,

Pasal M

‘ SeuaP kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib
dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pusal 35

(1) Importir, ckspartir, pabrik obat, pedagang besar farmasi,
dan sarana penyimpanan sedisan funnasi pemerintah
dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

Impontir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi,
dan sarana penyimpanan scdiaan farmasi pemerintah
.u?)agmmlnu dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki
izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri
Keschatan,

Q@

Pasal 36

Q)] lmp&{nir hanya dapal menyalurkan narkotika kepada
pabrik obat terteniu alau pedagang besar farmasi

lenenty.
) I::hnkmobu lertentu hanya dapat menyalurkan narkotika
a.  eksportir;
b. pedagang besar farmas: lerientu;
c. apotek;
d. sarana penyimpanan scdiaan larmasi pemerintah
tertentu;

d.  balai pengobatan; dan

c. dokler. .
(2) Apotek hanya dapat menycrahkan narkotika kepada:
rumah sakit; :
puskesmas;

apotek lainnya;
balai pengobatan;
dokter; dan
pasien.

~eooo o

(3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan
hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasicn
berdasarkan resep dokier.

(4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapal
dilaksanakan dalam hal:
a. menjalankan prakick dukier dan diber-kan melalui
suntikan;
b. menolong orang sakil dalam keadaan darural
melalui suntikan; alau
c. menjalankan wgas di daerah terpencil yang tidak
ada apotek.
(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu

yang discrahkan dokler scbagaimana dimaksud dalam
ayat (4) hanya dapat diperolch dari apotck.
Pasal 40

Kelentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri
Keschatan.

BAB VI
LABEL DAN PUBLIKASI
I : Pasal 41

(1)) Plbr‘lk. obat \_vljib mencantumkan label pada kemasan
narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan
baku narkotika. =

[

KetgritGan 1¢hih) lanjut-tiéngendi{ pefsydridn) dan fat

¢, rumal sakit. dan
{.  lembaga thiny pengetahuan lerientu.

3| Pedagdngbesat Tarmasi|tepgaiu hanya dapal
menyalurkan narkulika Kepadd:
2. pedugung besar farmasi terientu lainnya;

b. apotek: "
¢. sarang penyumpanan scdiaan farmasi pemerintah
tertenty;

d.  rumah sakit
«. lembaga ilmu pengetahuan; dan
. cksportir.

. (4) Saiana penyimpanan scdiaan farmasi pem:rimnh

tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
a. rumah sakit pemerintah;

b, puskesimias dan

c. balai pengobatan pemerintah terientu.

Pasal 37

Narkotika Golongan | hanya dapat disalurkan oleh
pabrik obat tertenty dan/atau pedagang besar farmasi lerientu
kepada lembaga ilmu pengelahuan lertentu untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetah

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaralan dan tala
cars penyaluran narkotika diatur dengan Keputusan Menier
Keschatan.

Bagian Ketiga
Penyerahan

Pasal 39

(1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
a.  apolck;
b. rumah sakit,
c. puskesmas;

(1 Labwl kenvisan o hotiha sclugainai dinahsud dalam
ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, Kombinasi
(ulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan
pada kemasan alau dimasukkan dalam kemasan,
ditempelkan, atay merupukan hagian dari wadah dan/
atau bemasannya.

Setiap kelerangan yang dicantumkan dalam label
narkotika harus lengkap dan tdak menyesatkan.

&)

Pasal 42
Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak
ilmialy kedokieran atau media cetak ilmiah farmasi,
Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
publikasi dan pencantuman labe! scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan
menteri Keschatan.

BAB VII
PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Pusal 4 ;

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan.
pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/
alau membawa narkotika.

(2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus mempunyai bukii bahwa narkotika yang
Jimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan.
diperolch secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/
alau pcraw:mn:
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Pusal 46

(1) Ordnfg fuslagan walldary pegandunarkouka-yung belum
cukup bmur Wajib melaporkaniyd képalla.pejabyl yahy
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapaikan
pengobalan dan/alau perawatin.

(2) Pecandu narkotika yang (clah cukup umur wajib
melaporkan diri atau dilapurkan oleh keluarganya
kepada pejabal yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawalan,

(3) Pelaksanaan kelentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menten
Keschatan.

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika
dapat:

2. memutuskan untuk memerintahkan yang
bersangkulan menjslani pengobatan dan/atau
.perawalan, apabila pecandu narkolika tersebut
terbukti bersalah melakukan tindak pidana
narkolika; atau

b. menetapkan uniuk memerintahkan yang
bersangkutan menjalani pengobalan dan/atau
perawatan, apabjla pecandu narkotika terscbul
lidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atay perawatan bagi
pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf &, diperhitungkan sebagai masa menjulani
hukuman.

Pasal 48

(1) Pengobatan dan/alau perawatan pecandu narkotika
dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial.

20

Pasal 37

(1) Rehabilitast medis pecandu narkotika dilakukan di
cathaby, sakil yang. ditunjuk oleh Menteri Keschatan.

(2) Auas dusar persclujuan Meneri Keschatan, lembaga
cehabilitasi terienty yang distl:n“an_“an oleh

inasyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu
narkotika.

Scluin pengobatan dan/alau perawawn melalui
rehabilitasi medis, proses penycmbuhan pecandu
narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat
melalui pendchatan keagamaan dan tradisional.

(&)

Pasal 50
Rehabilitasi sosial bekas pecandu naﬂ.mtih dilakukan
pada lembaga rehabilitasi susial yang ditunjuk olch Muntert
Sosial.
Pasal 51

(1) Pelaksanaan keicatuan schagaimana dima'kmd dalam
Pasal 49 diatur dengan Keputusan Mentert Keschatan.

() Pelaksanaan }eientuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal S0 diatur Jengan Keputusan Menteni Sosial.

BAL VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 52

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap scgala
kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

21

(2) Pembinaun sehagaimana dimaksud dalam ayat (h
melipuli upayu:

a. memenuhi ketersedisan narkotika untuk
kepentingan pelayanan keschatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan;

b. mencegah dan memberantas scgala bentuk
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkutika

c. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikal

4. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian
dan/alau pengembangan teknologi di bidang
narkotika guna kepentingan pelayanan keschatan;
dan )

¢.  meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas
pecandu narkotika baik yang diselenggarakan vlch
Pemerintah maupun masyarakal.

Pusal 53
Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, re-
gional, multilateral dengan negara lain dan/atay badan
internasional guna mencegah dan memberantas penyalah-
gunsan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengun
kepentingan nasional. .

Pasal 54

(1) Pemerintah membentuk scbuah badan koordinasi
narkotika lingkat nasional yang bertanggung Jawub
langsung kepada Presiden.

(2

—

Badan sebagaimana dimaksud dalam ayal o)
mempunyai gas melakukan koordinasi dalam rangka
ketersediaan, pcnccgaha'n dan pemberantasun
penyalahgunaan dan percdaran gelap narkotika.

(3) Kelentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan
‘tata kerja badan narkotika nasional schagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presiden.

=
12

Bugiun Kedus
Pengawasan

Pasal 55

(1) Pemerintah melakukan pengawasan u:rhu!ap seluruh
kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

(2) Kelentuan Jebih lanjut mengenal pelaksanaan dan lala
cara pengawasan scbagaimana Jimaksud dalam syal
() ditetaphan dengan Peraturan Pemerintah.

Pusal 56

(1) Menten Keschatan bertanggung j;wnl? dah.m
pengendalian dan pengawasan terhadap ulnpomr.
cksportir, pabrik obat, pedagang besar {mnm. sarana
penyimpanan scdiaan farmasi pemerintah, apotek,
rumah sakit, puskesmas, halui pengobalan, dt?lficr:
lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitast
medis.

(2) Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi
dengan sural tugas.

(3) Dalam hal dJiketemukan adanya bukii permulaan yang
cubup alau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut
diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan
undang-undang ini. Menteri Keschalan berwenang
mengenakan sanksi administraiil dalam bentuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(4) Uniuk kepentingan penyclidikan dan penyidikan, .nnkn
administratil dengan pertimbangan schagaimara
dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk
sementara.

(5) Keicnvan lebih lanjut mengenai !xhkunun dan W3
cara pengawasan schagaimana dimaksud dalam wyal

(1) diatur denjjan Keputusan Mentent Keschatan.
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BAD IX yang berlaky dan/atau udak dapat digunakan dJalam
PrOSEY prowdubsi;

PERAN SERTAMASYARAKAT b L Cedalbwarsal )
¢ tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan
Pusal 57 keschatan dan/atau uniuk pengembangan ilmu

pengelahuan; atau

(1) Masyarakat mempunyai kuécmpnmn yang seluas- J.  berkaitan dengan tindak pidana

luasnya untuk berperan serta -Jalam membantu upaya
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika, Pusal 61 -
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang i (1) Pemusnabian narkotika schagaimana dimaksud dalam
berwonane wnabile menieiahis b Pasal 60 huruf a, b, dan ¢ dilaksanakan oleh Pemerintah,
g apabila mengetahui adanya penyalahgunaan : A
dan peredaran gelap narkotika, orang, atau badan yang hertanggung jawab atas produksi
() Pemeriniah waji L dan/atay peredaran narkotika, sarana kesehatan terientu,
ﬂin:‘““ wajib memberikan jaminan keamanan dan serta lembaga ilmu pengetahuan lerienty dengan
z"’ ungan kepada pelapor sebagaimana dimuksud i disuksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri
Bl ayaLie), Kesehatan.
Pasal 58 ! (2) Pemusnahan schagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Peinedatsh i dilukukan dengun pembuatan berila acara yang
- ":‘\L::mm b::’cmbc:n penghargaan kepada anggota sekurang-kurungnya memuat:
up.Jf‘ s u:: an yang telah berjasa dalym membaniu 4. nama, jenis, sifat, dun jumiah;
W:dup:n lsl an dan ?embcmnusan penyalahgunaan dan b. kelcrangan lempal, jam, hari, tar ggal, bulan, dan
pldens na‘_::l.'fa_""k““k' dan/atau pengungkapan tindak : tahun dilakukan pernusnahan; dan
: ¢. tanda langan dan identilas lengkap pelaksana dan
jubat yang menyaksikan pemusnahan.
Pasal 59 b peja :, 1 yaksi pel )

. . ) . (3) Keientuan lehih lanjut m_ngcmi syarat tata cara
jami nﬁml:::.:a:blh;;mw‘ mengenai peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika schagaimana dimaksud dalam
Soskleeiten e“‘;“ an perlindungan, syaral dan lata cara ! ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keschatan.
Pemuinmh.p ghargaan ditetapkan dengan Peraturan ; i

(1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam
BAD X Pasal 60 hurul d dilaksanakan dengan kelentuan scbagai
berikut:
PEMUSNATIANM a. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan
Pusal 60 masih dalam tahap penyclidikan atau penyidikan,
P ) i pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi
. dfm:;nlhln narkotika dilakukan dalam hal: 3 Negara Republik Indoncsia dan disaksikan oleh
. iproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan pejabal yang mewakili Kejaksaan, Dupariemen
“@ 25
Kesehatan, dan Penyidik Pejabut Pegawai Negen berdisarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sipil yang menguasai barang silaan; Lecuali diteniukan lain dalam undang-undang ini.
b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan '
::":hh putusan pengadilan memperoleh kekuatan Pasal 64
ukum tetap, pemusnahan dilakuks sjahs .
Kejaksaan dan diwh‘ak‘.u\' ulclna:)ugft?ur‘;:':: | Perkaca narkotika tepmasuk perkars YOO didalisiian
mewakili Kepolisian Negara Republik Indunesia gari perkara lain untuk Jisjukan B¢ pUmpSi SR
dan Departemen Keschatan, I penyelesaian secepatnya-
2) {Rpabila.l dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili Pasal 65 :
instansi scbaguimana dimaksud dalam ayat (1) hurul s ; E
tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika c (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indo-
dilakukan oleh Penyidik I'cjabat Polisi Negara Republik nesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang
Indonesia dengan’ disaksikan pejabal dari tempat | Nomor B Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana,

kejadian perkara lindak pidana tersebut.

(3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatan berita
acara yang sckurang-kurangnya memual:

kepada Penyidik Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Departemen Yang lingkup u.:gn.'. dan
langgung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat

diberikan wewcnang khusus sebagai penyidik tindak

a.  nama, jenis, sifa, dan jumlah; | pidana narkotika,

b. kelerangan lempal, jam, hari, tanggal, bulan, dan ' (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil terientu
tahun dilakukan pemusnahan; i schagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

c.  kelerangan mengenai pemilik atau yang menguasai s melakukan pemeriksaan alas kebenaran laporan
i serta keierangan lentang lindak pidana narkotika;

d. W‘_di tangan dan identitas lengkap pelaksana dan ! b, melakukan pemeriksaan terhadap orang Yang
pejabat yang menyaksikan pemusnahan. diduga melakukan lindak pidana narkotika;

meminia keterangan dan bahan bukli dari orang

(4) Kelentuan i v £
mengenai syaral dan tata cara pemusnahan ' atau bz lan hukum schubungan dengan tindak

sebagaimana diatur dalam Undang-undan

A ‘ i arkotika:
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi | " ‘;:‘:::.,1:. ::cmgﬁkmn i o i 8
;pcnr::sna}nudn na;}u_:uk:. kecuali ditentukan lain dalam ‘ * tonst -bn.lkli erhara tindsk i  boilia
i melakukan pemeriksaan alas sural dnnfamv
dokumen lain lenlang tindak pidana parkotika;

a

s ; { meminta bantuan lenagd nh!i untuk tugas
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN % ) penyidikan tindak pidana narkotika; dan '
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN g menangkap dan menahan orang yang disangks
: melakukan tindak pidana narkotika.
Pasal 63
P:_nyidilr.an. penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pusal 66
ekgRtilen texatuy TSR pE M SR (1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa
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setiap. barung kiriman melalui pos dan alat-alat
mlhnbmw_lninny‘n. Yl divugu) keas mcmpuny s
hubUngan dengan tindak pidind narkotkd yang scdunp
dalam penyidikan,

2) qui_dik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yung
d_lben tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan
lmdalf piduna narkotika, berwenang untuk menyadap
pc'mblcaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi
lain :nng iilakukun olch .orang yang diduga keras
membicarakan masaluh yan i e
tindak pidana narkotika. T Saheges g

(3) Tindak penyadapan scbagaimana dimaksud dalam ayut
(2_) berlangsung uniuk jangka wakiu paling lama 30
(tiga puluh) hari.

Pasal 67

(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap sctiap
orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan
yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

2) D_alarn hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka
alasan lmgfung penyidik dapat memberi izin uniuk
memperpanjang penanghapan lerscbul untuk paling
lama 48 (empat puluh delapan) jum.

Pusul 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
b\.:rwen‘ang melakukan leknik penyidikan penyerahan yang
diawasi dan leknik pembelian terselubung.

Pasal 69

[4))] Pcnyid_ik yang melakukan penyitaan narkotika, atau
yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika
wnph_mclnkuknn penyegelan dan membual berita acara
penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang

28

d. identitas lengkap pejabat yang melukukan serah
lerima baruang sitan.

Untuk keperluan penyidikan, penuntulan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik
menyisihkan schagian barang Kitaan uniuk diperiksa
atau diteliti di laboratonum lereriu yang ditunjuk vlch
Menteri Keschatan, dan dilagsanakan sclambal-
lambatnya dalam wakiu 3 x 24 (liga kali dua puluby
empal) jam scjak dilakukan penyilaan.

Penyidik benanggung Jaw ab alas penyimpanan barang

sitaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syaral dan (ala cary
pengambilan sampel scra pemeriksaan di labuoratoriun
diatur dengan Keputusan Menteri Kescha.an.

Keleniuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan
Peraturan Pemcrintah

Pasal 70

—_

Kepala Kejaksaan Negeri selempat seiclah menenma
pemberitahuan lentang penyilaan barang narkotika dan
penyidik, selambat-lambainya dalam wakiu 7 (wjuh)
hari wajib menetapkan sialus barang sitaan narkotika
terscbul uniuk kepentiogan pembuktian perkara,
pemanfaatan untuk kepenlingan pengembangan ilmu
pengetahuan, dan/atay dimusnahkan,

(2) Barang sitaan narkolika yang berada dalam
penyimpanan dan pengamanan penyidik yang lelah
ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan
selambat-lambatnya dalam wakiu 3 (lima) hani werhitung
scjuk menerima penclapan pemusnahan dari Kepala
Kejaksaan Negeri selempal.

3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kelentuan
Pasal 62 ayat (1) huruf a.
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sckurang-kurangnyd memual:

o nama, jenis, sifut, dan jumlah;

B kolerdngan lempat-jam. hari, tanggal, bulan. dan
\uhun dilakukan penyitaan:

. ketcrangan mengenai pemilik atau yang menguasal
narkotika; dan

J.  tanda angan dan identitas lengkap pejabat penyidik
yang melukukan penyitaan.

]

Datamn hal penyilaan schagaimana dimaksud dalam ayal
(1) dilakukan olch Penyidik Pejabal Pegawai Negeri
Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menye-
rahkan harang sitaan (erscbut kepada Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia sctempat dalam wakiu
selambai-lambatnya 3 x 24 (liga kali dua puluh empat)
jam scjak dilakukan penyitaan dan tembusan berita
acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri
setempat, Ketua Pengadilan Negeri sctempat, dan
pejubat yang ditunjuk olch Menteri Keschatan.

(&)

-

Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayal
(1) dilakukan oleh Penyidik Pcjabat Polisi Negara
Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan
penyilaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan
Negeri selempat dalam wakiu selambal-lambatnya 3 x
24 (g kali duz puluh empat) jam sejak dilakukan
penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat dan pcjabal yang ditunjuk
ulch Menteri Kesehatan.

(4; Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

menerima penyerahan barang silaan scbagaimana

dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan

dan membuat berita acara yang sckurang-kurangnya

memual:

a. nama; jenis, sifaL dan jumilah;

b. ketcrangan lempat, jam, hari, tanggal, bulan .dan
\ahun penyerahan barang sitaan oleh penyicik;

¢. kelerangan mengenai pemilik atau yang menguasai
narkotika; dan

(4) Barang sitsan uniuk kepentingan pengembangan il
pengetahuan sebhagaimana dimaksud dalam ayat e
discrahkan kepada Menteri Keschatan atau pejabal yang
Jitunjuk, sclambal-lambatnya dalam wakiu 3 u_imn) hari
Lerhitung sejak mencrima penctapan dari Kepala
Kejaksuan Negeri selempal.

Kclu.uuun \ebih lanjut mengenai syarat dan lala card
peluksanaan hewenangan schagaimana disnaksud dalam
ayat (1) diatur dengan Keputusan Jukia Agung.

o

Pasal 71

(1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik lf\duﬂui:
wajib meinusnahkan tanaman narkotika yang t_lncmul-tun
sclambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam scjak
saal diketemukan, seiclan sebagian disisihkan ‘unluk
kepentingan penyidikan. penuniutan, dan pemeriksaan

di sidang pengadilan.

(2) Pemusnahan dan penyisihan schagian tanaman narkotiks
schagaimana dimaksud da'am ayat (1) dilakukan dengun
pembuatan berita acars. yang sekurang-kurangnyd
memuat:

s nama, jenis, sifat. can jumlah;

b, kelcrangan lempal, jam, harni, \anggal, bulan, dan
(ahun diketemukan dan dilakukan pemusnahan:

c. kelcrangan mengenal pemilik atau yang menguasil
tanaman narkotika; dan

J.  tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana 'dan
pejabal atau pihak-pihak lain yang menyaksikan
pemusnahan.

(3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimand
Jimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh IPGnyldlk
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesid untuk
kepentinga: pembuktian atau diserahkan kepada
Menteri Keschalan atau pcjah;al. yang ditunjuk unmkl
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesual
dcﬁ:an kelentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
69 dan Pasal 70.
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Pasal 72

) Proses periyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang-pengadilafitidak menundd atau mdnghalang
penyerahan barang sitaan menurut keteniuan batas wakiu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 7}

(1) Apabila di kemudian hari terbukii berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempgroleh kekuatan hukum
tetap diketahui bahwa barang sitaan yang lelah
dimusnahkan menurut kelentuan Pasal 70 dan Pasal n
diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemulik

barang yang bersanghutan diberikan ganti rugi olch
Pemerintah.

2) K.eu_nluan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembenian
3fml| rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

) Uniuk kepentingan penyidikan slau pemeriksaan di
sidang pengadilan, tersangka alau terdakwa wajib
memberikan kelerangan tentang seluruh harta bendanya dan
harta bendas istri atau suami, anak, dan sctiap orang atau
badan yang diketahuinya atau ysng diduga mempunyai
hubungan dengan lindak pidana narkotika yang dilukukan
tersangka alau terdakwa.

Pasal 75

Dah}_'n hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa
Tnel:nbukuhn bahwa seluruh harta bendanya dan hana benda
istri atau suami, anak, dan seliap orang atau badan, bukan

berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan
terdakwi

Pasal 76
(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang
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narkotika Golongan 1 dalam beniuk tananan; atau
b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atay untuk
perscdiaan, atay menguasai narkotika Golongan |
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (scpulub) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupish).

@

Apabila tinduk pidana schagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didahului dengan permulakatan juhat, dipidana
dengan pidana penjara paling singhat 2 (dua) whun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
dan paling banyak Rp7 50.000.000,00 (1ujuh ratus lima
puluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana schagaimana dimaksud dalom
ayat (1) dilakukan sccara lerorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (scratus juta rupiah) dun paling
banyak Rp2:500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juts
rupiah).

(4) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda pa-
ling banyak RpS.wJ.(X)O.()O0,0G (lima miliag rupiah).

Pasal 79
(1) Barangsiapa lanpa hak dan melawan hukum:

a.  memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk
persediaan, atau menguasai narkotika Golungan
11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
{(tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ru-
piah),

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk
persediaan alau menguasai narkotika Golongan 11,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(lima) tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

bersangkulan dengan perkara tindak pidana narkolika
yang scdang dalam pemeriksaan, dilurang menyebul
nama dan alamat pelapor alau hal-hal yang memberikan
hemyrghinan dapdl Jiketahginya identitas pelapor.

(2

Sehelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan
orang lain meagenai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)

Pasal 77 .

Narkotika dan alat yang digunakan di dalam lindak
pidana narkotika atau yang menyangkul naikotika scria
hasilnya dinyatakan dirampas uniuk negara.

(1

(1) Narkotka yang dinyatakan dirampas untuk negara
sehagaimana Jimaksud dalam ayat (1) segera dimus-
aabkan, kecuali scbagian ataw scluruhnya ditctapkan
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

(&)

Dalam hal alat yang dirampas scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah milik pihak keliga yang beriktikad
baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan
terhadap perampasan \ersebut kepada pengadilan yang
bersangkutan, dalam jangka wakiu 14 (empal belas)
hari sclelah pengumuman pulusan pengadilan tingkat
perama. )

(4) Tala cura pemusnahan duh pemanfaatan narkotika, alat,
Jan hasil dari tindak pidana narkotika dilaksanakan se-
suai dengan hetentuan dalam undang-undang ini alau
kelentuan jwraturan perundang-undangan lain yang
berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 78

(1) Basangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
a. menanam, memelihara, mempunyai dalam
persediaan, memiliki, menyimpan, alau menguassi
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(2) Apabila tindak pidund ubagungmna dimaksud d‘al.anr.

4. ayat (1) hurul o didahului dengan pcrrnglhhm

jahat, dipidana dengan pidana penjara Pnhl\; lama

10 (scpuluh) tahun dan denda paling banyak
kpAw.wu.wo.uo (empal ratus juta rupiah):

b, aya (D) huruf b didahului dengan p:rm!n'tkaun

jahat, dipidana dengan pidana penjard paling lama

7 (1gjuh) tahun dan denda paling ban‘)‘ak

Rp!l 50.000.000,00 (scratus lima puluh juta rupiah).

(3) Apabila Lindak pidana scbagaimana dimaksud dilam
a.  ayat (1) hurul a dJilakukan secars 1_erornmnsn.
dipidana dengan pidana penjara plll.n; lama 12
(dua belas) \ahun dan dends paI.mI banyak
xpz.(xm.mo.tm.m (dua miliar rupiahls
ayat (1) huruf b dilakukan secafd l_cmtgmumn.
dipidana dengan pidana penjara pll!n‘ lama 10
(sepuluh) {ahun dan denda .plhl\[.blﬂ,lk
Rpaoo.oon.ooo.no (cmpat ralus jula rupiah).
(4) Apabila lindak pidana scbagaimana dimaks\.a.d-fliflam:
a, aya(l) huruf a dilakukan oleh korporasl, d'P'd'.M
denda paling banyak RpJ.OOO.DUJ.M.OO (iga
miliag rupiah). -
b.. ayal (1) hurul b Jilakukan oleh korporasi. dipidana
denda paling banyak npi.ooo.om.ooo.oo (satu
miliar rupiah).

Pasal 80

(1) Barangsiapa lanpa hak dan melawan hukut:;

a. mem| uksi, mengolah, mengeksuaksi, _mcng-
ko«vpxnwnkil. atau menyediakan nu‘kohh Go-
longan 1, dipidana dengan pidfm mati atau pidana

njara scumur hidup, alau pidana penjara paling
lama 20 (dua pulub) wahun dan andl pullm;‘
banyak v.pl.unm.ew.oo (satu miliar tupuh)lz

b, memproduksi, mengolah, mengkonversi, nI:l’lhl
alau menyediakan narkolika Golongan LI, dipidana
dengan pidana penjars paling lama 15 (lima belas)
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{ahun dan denda paling banyak RpS00.000 (XKL16
(lima ratus juta rupiah);
£~ memproduksi) pengalah, menghpaversi, mérakiy,
s menyediakannask otika Goluagan 11, difiding
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak piduna sebagéunana dimaksud dalam:

a.  ayat (1) hurul a didabului dengan permulukatan
jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup slau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus jula rupiah) dan pa-
ling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar ru-
piah);

b. ayat (1) hurul b didahului dengan permufakatun
juhat, dipiduna dengan pidana penjura paling lama
18 (delapan belas) tahun, dan dendu paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

¢. ayat (1) hurul ¢ didahului dengar permufukatan
jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayal (1) hurul a dilakukan sccara terorgaiisasi,

dipidana dengan pidana mali atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

§ (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000.00

(lims ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),

c. ayat (1) huruf ¢ dilakukan secara Leror ganisasi,
dipidana dengan picana paling lama 15 (lina
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b. ayat (1) hurul b, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda pa-
ling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar ru-
piah);

¢ ayat (1) hurul a, dipidana dengan pidana penjara
paling luma 9 (sembilan) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) hurul a dilakukan secara Lerorganisasi,

dipidana dengan pidana mati alau piduna penjara

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp500.000,000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

b. ayat (1) hurul b dilakukan secara lerorganisasi,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):

c. ayat (1) hurul ¢ dilakukan sccara terorgani-
sasi, dipidana dengan pidana paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam:
a.  ayat(l) huruf & dilukukan oleh korporasi, dipiduna
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan olch korporasi, dipidana
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (uga
miliar rupiah);

¢. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

Pasal 82

(1) Barangsiapa lanpa hak dan melawan hukum:
a.  mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di-
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belus) tahun dan denda paling DU yas
Rp2.000.000.000,00 (dua maliar rupiah).

4y Apabila tindak pidana schagaimana dimaksud dalam:

A

ayaul (rherdr dildkakan oleh korporasi, dipidana
denda paling banyak Rp7.000.0(%).000.00 (tujuh
miliar rupiah); o
ayat (1) hurul b dilukukan oleh korporasi, dipidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (cripat
miliar rupiah), . s i
ayat (1) hurul ¢ dilakukan oleh korporasi, dl[)ld:fnil
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

Pasal 81

(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

membawa, mengirim, mengangkul, atau meniran-

sito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

penjara paling lami 15 (lima belas) uhun_dan den-

da paling banyak R750.000.000,00 (tujub rotus

lima puluh juta rupiah);

membawa, mengirin, mengangkut, alau mentran-

sito narkotika Golongan 11, dipidana dengan pidana-
penjaru paling lama 10 (sepuluh) tahun dan def\dn
paling banyak Rp3' %0.000.000,00 (lima ratus jula
rupiah);

membawa, mengirim, mengangkul, atau mentran-
sito narkolika Golongan [l dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (twjuh) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Aua ratus
juta rupiah).

(2) ‘Apabila tindak pidans scbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didahului dengan 'pe.mul’nkll_.m jahat, maka
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

ayat (1) hurufl a, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 1_8
(delapan belas) tahun dan denda paling sedikil
Rplm.m.cm.oo (seratus jula rupiah) dan 'p:llin]
banyak npz,ooo.mo.ooo.m (dua miliar rupiah);
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jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerah-
\an, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli.
atau menukar narkolika Golongan 1, dipidana
dengan pidana mali atau pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di-
jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerah-
kan, menerima, menjudi perantara dalam jual-beli,
atau menukar narkotika Golongan I, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
Lahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.00
(lina ratus juta rupish)

mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk
dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menye-
rahkan, menerima menjadi perantara dalam jual-
heli, atau menukar narkotika Golongan 111, dipida-
na dengan pidana penjara paling lama 10 sepuluh)
\shun dan denda paling banyak Rp300.000.000.00
(tiga ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam

ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat maka
terhadap tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam:

a,

ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mali atau
pidana penjara seumur hidup alau pidana penjara
puling singkat 4 (cmpat) hun dun paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp2°X0.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pa-
ling hanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar ru-
pahy

dyat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara
jpaling lama 18 (delapan belas) tahun dan dendl
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar ru-
piah); ) )
ayat (1) hunuf ¢, dipidana dengan pidana penjard
paling lama 12 (dua belas) wshun dan denda pa-
ling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus I'ma
pulub juta rupiah).
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Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupish);

b. ayat (1) hurul b dilakukan secara (Crorganisisi,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20
paling banyak

(dua puluh) tahun dan
Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah);

¢. ayat (1) hurul ¢ dilakukan secara lerorganisasi,
dipidana dengan pidana penjara paling fama 15
(lima belas) tahun dan paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam:

a.  ayat(l)hurul a dilakukan olch korporasi, dipidana
denda paling banyak Rp7.000.000.000.00 (tujuh

miliar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana
denda paling banysk Rp4.000.000.000.00 (empat

miliar rupiah),

¢. ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh korporasi, dipidana
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah)

Pasal 83

~ Percobaan atau permufakatan juhat untuk melakukan
lindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78,
79, 80, 81, dan Pasal 82, Jiancam dengun pidana yang sama

sesuai dengan kelenluan sebagaimana diawr dalam pasal-
pasal tersebut.

Pasal B4

Barangsiapa lanpa hak dan melawan hukum:
a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau
memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan
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scsuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memi-
beirkan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa
dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atuu membujuk
anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78. 79, 80, 81, 82, 83.
dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat § (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 (cnam ratus juta rupiah). .

Pasal 88

(1) Pecandu narkotika yang telah cubup umus dan dengan
sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda pa-
ling banyak Rp2.000.000.00 (dus juta rupiah).

(2) Keluarga pecandu narkotika scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang dengan sengaja lidak melaporkan
pecandu narkotika \ersebul dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan
kewajiban scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal
42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (wjuh)
tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

Pasal %0
Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak
pidana narkotika serta barang-barang alau peralatan yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika,
dirampas untuk negara. -

42

a. ayat (1) hurufl a dilakukan secara Lerorgunisiast,
dipidana dengan pidana mati alau pidana penjara
seumur hidup, atau pidana penjara paling singhat
§ (i) tabbadam pating lafna~20-(dua pulub),
\ahium dan denda’ paking sedikit Rp500.900.000,00
(lima ratus jula rupiah) dan paling bunyak

o e . S

1S (Jimu belas) lanum W = B e et
RpTSO.COO.DOO.DD (tujuh ratus lima puluh jula rupiah),

h. menggunakan narkotika terhadap orang lain atlau
memberikan, naskotika Golongan It untuk digunakan
wrang lain, dipidana deagan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

¢.  menggunakan narkotika terhadap orang lain atav
memberikan narkotika Golongan 11 Gntuk digunakan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.50.000.000.00 (Jua ratus lima puluh jua rupiah).

Pusal 85
Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

2. menggunakan narkotika Golongan | bagi diri sendiri,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun;

b. menggunakan narkotika Golongan 1l bagi diri sendini,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun;

¢. menggunakan narkotika Golongan 111 bagi diri sendin,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satw)
tahun.

Pasal 86

(1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayal (1) yang
sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurung-
an paling lama 6 (coam) bulan atau denda paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

:2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah
dilaporkan-olch orang lua aiau walinya sebagaimana
dJimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87.
Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjarjikan
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Pasal 91

Penjatuban pidana Lerhadap segala tindak pidana
narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijamh!
pidana kurungun atau pidana denda tidak lebih dari
Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana
dengan’ piduna tambahan berupa pencabutan hak sesual
dengan peraturan p:rund:mg-undlngan yang berlaku.

Pasal 92

Barangsiapa lanpa hak dan melawan hukum meng-
halang-halangi atau mempersulit penyidikan, pcnufnluun.
atau pomeriksaan perkara tindak pidana narkotika q: muka
sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara pa-
ling lama 3 (lima) tahun dan denda pllif\' banyak
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pusul 93

Nakhoda atau kapten penerbang yang.lanpa hak dan
inelawan hukum tdak melaksanakan kelcgluan scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 atsu pasal 23, dipidana dengan
pidany penjara paling lama 10 (scpuluh) ld_mn dan Gk!\dl
paling banyak Rp150.000.000,00 (scratus lima puluh juta
rupiah).

Pusal M4

(1) Penyidik Pejabal Pegawai Negeri Sipil yang secaa
melawan hukum lidak melaksanakan ketcntuan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasid 71
dipidana dengan pi kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)-

(2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang
i ketentuan

s:bagaimana uddllllﬂi‘lnlﬁdllmﬂ
dikenakan sanksi sesuai dengan pe turan perundang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidok benar dalam
pemeriksaan perkara findak pidanh parkotikadi-muka sidang
pengadilan;-dipidana dengan pidina-penjara paking lama 10/
(sepuluh) thun dan denda paling banyak Rp300.000.000.00
(tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barangsiapa dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun
melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, B4, 85, dan
Pasal 87 pidananya dapal ditambah dengan sepertiga dari
pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati,
seumur hidup, atau pidana penjara 20 (Jua puluh) tahun,

Pasal 97
Barangsiapa melakukan tindak pidana narkotika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indone-
sia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Pasal 98 )

(1) Terhadap warga ncgara asing yang melakukan tindak
pidana narkolika dan telah menjalani pidananya
scbagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan
pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga ncgara asing yang telah diusir sebagaimana

pimpinan rumah sakit. PUSKESTNAS, BEMWE PRilgrmv e
saruna penyimpanan sediaan furmasi milik Pcmennl..nh.
aputek, dan dokter yang mcngcdn.r_hn narkotika
GolonganJl dan 11 bukan untuk kepentingan pelayanan
kesthutdng

pimpingn lembaga ilmu pengetahuan y;ng‘mennnam.
membeli, menyimpan, alay menguasai lanaman
narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengelahuan; " )
pimpinan pabrik obat lerientu yang mempro‘duku
narkotika Golongan | bukun untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan;

J.  pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan

narkotika Golongan 1 yang bukan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengelahuan atau mengcdyhn
narkotika Golongan 11 dan 111 bukan untuk kepcm{ngm
pelayanan keschatan dan/atau bukan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda schagaimana diatur dahm
undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku I.Ilﬁlk:
pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti
Jenda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

dimaksud dalam ayal (1) dilarang masuk kembali ke BAB X1l
wilayah Negara Republik Indonesia. KETENTUAN LAIN-LAIN
(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak Pasal 101

pidana narkolika di luar negeri, dilarang memasuki
wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), bagi:
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(1) Prekursor dan ala.-alat yang potensial dapat dinl;h-
gunakan uniuk n.elakukan tindak pidana narkotika
ditciapkan sebagai barang di bawah pengawasan
Pemerintah.

(2) Prekursor dan alat-alat scbagaimana dim:.uuud dalam
ayat (1) distur dengan Key Menien Keseh
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t

(3) Kctentuan lebih lanjut mengenai tata cary pengguniin
dan pengawasan prekursor dan alat-alal sebagaimana
dimaksud dalam ayal (1) ditetapkan dengun Peraturan

Pemerintah.
BADB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun
1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada
saat undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan
peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.
Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan pencmpatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indoncsia.
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Undang-Undang R. . Nomor 3 Tahun 1897

Mengingal : 1. Pasal 5 ayal (1) dan Pasal 20 ayal (1) Undang-Undang

Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Kelenluan-kelentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 2651);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 lentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menelapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dmaksud dengan:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai
umur 8 (delapan) lahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan
belas) lahun dan belum pednah kawin,

2. Anak Nakal adalah:

2. anak yang melakukan tindak pidana; alau

b. anak yang melakukan perbualan yang dinyalakan lerlarang bagi
anak, baik menund peraluran perundang-undangan maupun
menurut peraluran hukum lain yang hidup dan berdaku dalam
masyarakal yang bersangkutan.

3. Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakalan, Tim Pengamal
Pemasyarakatan, dan Khen Pemasyarakalan adalah Anak Didk
Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakalan, Tim Pengamal Pemasya-
rakalan, dan Klien Pemasyarakalan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tenlang Pemasyarakatan.
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LAMPIRAN Il

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1897
TENTANG
PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memwmbang: &. bahwa anak adalah bagian dan genedasi muda sebagai

salah saly sumber days manusia yang merupakan
polensi dan penerus Cita-cita pedjuangan bangsa, yang
memiliki peranan stzalegis dan mempunyal cirl dan sifal

an lisik, mental, dan sosial secars utuh, serasi, salaras,
dan seimbang.

b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan membert
kan parindungan lechadap anak, diperiukan dukungan,

anak peri diakukan secars khusus;

c. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang
Undang Nomor 14 Tahun 1970 lentang Kelentuan-keten-
luan Pokok Kekuassan Kehak dan penyek
Pasal B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 lertang
Peradilan Umum, pengkhususan pengaddan anak ber-
ada di ingkungan Peradilan Umum dan dbentuk dengan
undang-undang:

d.  bahwa berdasarkan/pertimbangan lersebut pada hund a,
b, dan c, periu megnbeniuk Undang-Undang lentang
Pengadian Anak;
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4. Penah adalah p P lersangka alau lerdakwa di Rumah
Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara slau o lempal
lerteniu.

5. Penyidk adalah penyidk anak.

6. Penuntut Umum adalah penuntul umum anak.

7. Hakim adalah hakim anak.

Hakim Banding adalah hakim banding anak.

9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.

10. Orang tua asuh adalah ovang yang secara nyala mengasuh anak,
selaku orang tua lerhadap anak

11. Pembimbing Kemasyasakalan adalah petugas psmasyarakalan pada
Balai Pemasyarakalan yang melakukan bembingan Warga Binaan
Pemasyarakalan, :

12. Organisasl Sosial Kemasyarakalan adalah organisasl masyarakal yang
mempunyai perhalian khusus kepada masalah Anak Nakal.

13. Penasihal Hukum adalah penasihal hukum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 lenlang Hukum Acara
Pidana

Paszal 2
Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di
kngkungan Peradian Umum.

Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, berugas dan
berwenang memeriksa, memulus, dan menyeiesalkan perkara anak sebagar-
mana déentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 4

(1) Balas umur Anak Nakal yang dapal diajukan ke Sidang Anak adalah
sakurang-kurangnya 8 (dolapan) lahun lelapi belum mencapai umur 18
(delapan belas) lahun dan belum pernah kawn,

(2) Dalam hal anak melakinan ndsk pdana pada Dalas umul sabagar
mana dumaksud dalam ayal (1) dan diajkan ke sidang pengadilan
soielah anak yang bersanghutan melampaw balas umur lersebut,
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lelapi belum mencapal umur 21 (dua puluh salu) lahun, letap duapkan
ke Sidang Anak

Pasal §

(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan
slau cwduga melakukan Lndak pidana, maka lerhadap anak lersebut
dapal diakukan pemenksaan oleh Penyidik.

(2) Apabila menunst hasil pemenksaan, Penyidik berpendapal bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) masih dapal dibina cleh orang
{ua, wall, alay orang tus asuhnys. Penyidik menyscahkan kembali anak
tersebul kepada orang tua, wali, slau orang lua asuhnys.

(3) Apabila menunut hasd pemeriksaan, Penyidi berpendapal bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) lidak dapal dibina lagi oleh
orang lua, wali, alau ofang lua asuhnya, Penyidk menysrahkan anak
(ersebut kepada Departemen Sosial selelah mendengar perimbangan
dan Pembimbing Kemasyasrakatan.

Pasal 6

"Hakim, Penuntut Umum, Penyidk, dan Penasihat Hukum, serla pelugas lain-

nya dalam Sidang Anak dak memakal loga alau pakaian dinas.

Pasal 7

(1) Anask yang melakukan tndak pdana bersama-sama dangan ofang
dewasa cajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diapukan
ke sidang bagi orang dewasa.

(2) Anak yang melakukan bndak pdana bersama-sama dengan Anggola
Angkatan Bersenyala Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak.
sedangkan Anggota Angkalan Bersenjala Republi Indonesia dapkan
ke Mahiamah Midter

Pasal 8

(1] Halum memankss perkasa snak dalam sidang ledutup.

12} Dalam hal wheniu dan dipandang peru pemerksaan perkara anak
sebagasmans demaksud dalam ayal (1) dapa Odakukan dalam sdang
lortuka.
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(3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Pandtera
alau seorang Panitera Pengganti.

Baglan Kedua
Hakim Banding
Pasal 12

Hakim Banding ditelapkan beidasarkan Sural Keputusan Ketua Mahkamah
Agung atas usul Kelua Pengadilan Tinggi yang bersangkulan.

Pasal 13
Syaral-syaral yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, berlaku pula untuk Hakim Banding.
Pasal 14
(1) Hakim Banding memeriksa dan memulus perkara anak dalam ungkal
banding sebagai hakim lunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tingg
dapal menelapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakuim
majelis.

(3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang
panitera alau seorang Panitera Penggant.

Pasal 15
Kelua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan lerhadap
jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diseleng:
garakan sesual dengan undang-undang ini.

Baglan Keliga
Hakim Kasasl

Pasal 16
Hakim Kasasi ditelapkan berdasarkan Sural Kepulusan Kelua Mahkamah
Agung.
Pasal 17

Syaral-syaral yang berlaku uniuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, berlaku pula unluk Hakim Kasasi.
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(3) Dalam sidang yang diakukan secars lriulup hanya dapal dihadid oleh
anak yang bersangiudan beseria orang lua, wali, slau orang ua asuh,
Pec.asihal Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakalan

{4) Selainmerska yang tessbut dalam ayal (3), orang-orang ledentu alas
izin hakim atau majeks halim dapal menghsdri persidangan sebagar-
mana dimaksud dalam ayal (1).

(5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulal sejak penyidikan sampal
saal sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkal-
an dari nama anak, orang lua, wali alau orang tua asuhnya.

(6) Putusan pengadilan dalam mameriksa perkara anak sebagamana di-
maksud dalam ayal (1) ducapkan dalam sidang lerbuka untuk umum.

. BAB M
HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK

Baglan Pertama
Hakim

Pasal ®
Hakim ditetapkan berdasarkan Sural Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas
usul Ketua Pengadilan Neger yang bersangkutan melalul Ketus Pengadilan
Tinggi.
Pasal 10

Syaral-syaral uniuk dapal ddetapkan ssbagai Hakim sebagaimana damaksud
dalam Pasal § adalah :

a  lelah berpengalaman sebagal hakim d pengadian dalam Lngkungan
Peradilan Umum; dan

b. mempunyai minal, perhatian, dedikasi"dan memahami masalah anak.

Pasal 11

{1) Hakim memenksa dan memulus perkara anak dalam Ingkal perama
sabagai hakim tunggal

(2) Dalam hal lertentu dan dpandang periu, Kelua Pengaddan Negeri
dapal menelapkan pemenksaan perkara anak ddakukan dengan hakim
majets.
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Pasal 18

(n Hakim Kasasi memerksa dan memitus perkara anak dalam tingkal
kasasi sedagal hakum wngpal. ]

(2) Dalam hal lerentu dan dipandang periy, Ketua Mahkamah Agung
dapalmmhpb.mmmunpcﬁmmw&mmm
mapehs

(3] Hakim Kasasi dalam menjslankan Wwgasnya dbaniu olsh ssorang
Panitera alau seorang Panitera Penggantl.

Pasal 19
Pengawasan leringgi alas Sidang Anak ddakukan oleh Mahkamah Agung.

Baglan Keempat
Peninjauan Kemball

Pasal 20
Terhadap putusan pongndmmwmlww';mtm"m
p-muhwmnmmwupnwmmmw*h
Mﬁndwu«qmuﬂ.uwmnﬂh“?uﬂﬂma
kepads Mahkamah Agung sasual dengan kelentuan undang-undang yang
beraku.

Baglan Kelima

Wewenang Sidang Anak
Pasal 21

Mmmmmdmmmmwm
Wlpduuddmhdw-mm

BAB W
PIOANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapal dyatuhkan pidana alau tindakan yang
ailentukan dalam undang-undang inl.

Pasal 23 .
(1) Pidana yang dapal dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok
dan pidana tambahan.
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(2) Pidana pokok yang dapal dyatuhkan kepada Anak Nakal ialah !
4. pidana penjara,
b. pdana kuungan]
c. pidana denda; alsu
d. pdana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagawmana dimaksud dalam ayat (2) terhadap
Anak Nakal dapal juga dijatuhkan pikiana lambahan, berupa perampas-
an barang-barang lerlentu dan alau pambayasan ganti rugi.

(4) Kelentuan mengaenai bentuk dan Lala cara pembayaran ganti rug dualu
lebih lanjut dengan Peraturan Pemenntan.

Pasal 24

(1) Tindakan yang dapat dyatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
a.  mengembakkan kepada orang tus, wal, alsu orang tua asuh;
b. menysrahkan kepada negara uniuk mengikuli pendidikan, pem-
binaan dan lathan kena, alau
c. menyerahkan kepada Depariemen Scsal, alau Organsasi Sosial
Kemasyarakalan yang bergerak di bdang pendikan, pembinaan
dan lathan kena,
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dapal diseriai dengan
teguran dan syaral lambahan yang dilelapkan okeh Hakim.

Pasal 25

(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
hurul &, Hakim menjaluhkan pidana ssbagamans dimaksud dalam
Pasal 23 atau lindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

(2) Terhadap Anak Nakal sebagamana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
hurul b, Hakim menjatuhkan Lndakan sebagaimana dwnaksud dalam
Pasal 24.

Pasal 26

(1) Pidana penjara yang dapal dyaluhkan kepada Anak Nakal sebagar
mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 172 (satu
per dua) dan Maksimum ancaman pidana panjara bagi orang dewasa,

178 Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspekuf ...

| SRR RN T TR e S TS ——
| (2) Apabia Anak Nakal sebagaimans dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
! hunut a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mali
g Aldy pidana perjara seumul hidup, maks pidana penjara yang dapal
dijatulikan Kepads anak ledssbiul paling lama 10 (sepuluh) lahun
(3) Apabia Anak Nakal ssbagaimans demahsud dalam Pasal | anghs 2
huruf &, belum mencapal umur 12 (Cua belas) Lahun melakukan tindak
pidana yang diancam pedana mali alau pdana penyars seumw hidup,
maka lerhadap Anak Nakal lerssbut hanya dapal dystuhkan tindakan
sobagaimana dmaksud dalam Pasal 24 syal (1) hund b.

(4) Apabia Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 2
hund a, belum mencapal umur 12 (dus belas) Lahun melakuluen lindak
penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal lersebul diatuhkan
salah saly indakan ssbagamana dmaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kuungan yang dapal deatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana
cmaksud dalam Pasal | angka 2 hunul a, pakng lama 1/2 (salu per dua) dan
MAKBIMUM ANCAMAN Pidana kurungan bagl orang dewasa.

Pasal 20
(1) Pidana denda yang dapal diatuhkan kepada Ansk Nakal palng banysk

172 (salu per dua) dan makssmum ancaman padana denda X7
dewasa . W S

(2) Apabis pidana cenda sebagamana dmaksud dalam ayal (1) lemyala
tidak dapal dibaysr maka diganti dengan wasb mshan kena.

(3) Wajib lalihan kerja ssbagai pengoant dends ddakukan palng lama 80
(sambian puluh) han kerja dan lama labhan kena bdak lebih dari 4
(empal) jam sehan seria lidak diskukan pada malam har.

Pasal 29

(1) Pidana bersyaral dapat deatuhkan oleh Hakum, apabda prdana penara
yang dyaluhkan pakng lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadian mengenal pidana bersyarsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diterdukan syaral umum dan syarat khusus.
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(3) Syarat umum lalah bahwa Anak Nakal udak skan melakukan tindak
pidana lagi selama menyalani masa pidana bersyaral

(4) Syarat khusus lalah uniuk inelakukan alau udak melakukan hal lertentu
yang ditetapkan dalam pulusan hakim dengan lelap memparhatikan
kebebasan anak.

(5) Masa pidana bersyaral bagi syaral khusus lebih pendek darpada masa
pidana bersyasal bag syaral umum.

(6) Jangka wakiu masa pidana bersyaral sebagasmana dimaksud dalam
ayal (1) pakng lama 3 (Uga) lahun.

(7) Selama menjalani masa pidana bersyasal Jaksa melakukan peng-
awasan, dan Pembimbing Kemasyarakalan melakukan bimbingan aga
Anak Nakal menepali persyaratan yang lelah diteniukan.

(8) Anak Nakal yang menjalanl pidana bersyarst dbimbing oleh Bala
Pemasyarakatan dan berstalus sebagal Kien Pemasyarakatan.

(9) Selama Anak Nakal berslalus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat
mengikutli pendidikan sekolah,

Pasal 30
Pidana pengawasan yang dapat dijaluhkan kepada Anak Nakal
“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(1

(2) Apabila lerhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
angka 2 hurul &, dijaluhkan pidana pengawasan sebagaimana dr
maksud dalam ayal (1), maka anak tersebut ditempalkan & bawah
pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

(3

Kelenluan mengenai bentuk dan lala cara pelaksanaan pdana peng-
awasan diatur lsbih lanjut gengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus unluk diserahkan kepada nega:a.
dtempatkan di Lembaga Pemasyarakalan Anak sebagai Anak Negara

(2) Demi kepentngan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakalan Anak
dapal mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negaia
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) ditempatkan di lembaga pen-
didikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerinlah alau swasla,
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| Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf ¢, Hakim dalam kepulusannys sekaligus menaniukan lembaga tempal
pendidikan, pembnaan, dan latihan kerja lersebut dilaksanakan,

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN
Pasal 33
Petugas kemasyarakalan lerdsi dan :
a P ing K yarakatan dani Depart Kehaki

b. Pekerja Sosial dan Departemen Sosial; dan
¢.  Pohetja Sosial Sukarela dan Organisasi Sosial Kemasyasakatan,

Pasal 34

(1) Pembimbing Kemasyarakalan ssbagaimana demaksud dglam Pasal 33
hurul a bedugas:

4. membaniu memparancar lugas Penyidk, Penuntul Umum, dan
Hakim dalam periara Anak Nakal, bak di dalam maupun di kuar
Sidang Anak dengan membual laporan hasd peneliian kemasya-
rakatan;

b, membimbing, membaniu, dan mengawasl Anak Nakal yang ber-
dasaskan putusan pengadian diatuhl pudiana bersyaal, pedana
pengawasan, pedana denda, diseahkan kepada negera dan
harus mengekut lathan kena, mu-uﬁymmdd\m
bebasan bersyasal dan Lembaga Pemasyarakalan

(2) Pekena Sosial ssbagaimana dmaksud dalam Pasal 33 hund b, ber-
lugas membimbing, membaniu, dan mengawasi Anak Nakal yang ber-

dasarkan pulusan pengadlan disarahkan kepada Deparemen Sosial
untuk mangkuti pandsddan, pembinaan, dan lalhan kera.

(3) Dalam melaksanakan wgas sebaguimana dimaksud dalam ayal (2)
Pekerja Sosial mengadakan hoordinasi dengan Pembemiang K
rakalan, C i i
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Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakalan dan Pekeda Sosial dalam melaksanakan Woas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S4-ayat (1) uan ayal (2) dapat oAy
olah Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hurd c.

Pasal 36

Kelentuan mengenai lugas, kewajban, dan syaral-sysral bagi Pembimbing
Kemasyarakatan diatur lebih lanjud dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai lugn;. kewajiban, dan syaral-syaral bagl Pekerja Sosial
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Soslal.

Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mampunyai keahlian
khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya alau mempunyal kelerampilan
teknis dan jwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 38

(1) Pekarja Sosial Sukarela harus mempunyal keshkan atau kelerampilan
Khusus dan minat untuk membi bimbing. dan membantu anak
demi kelangsungan hidup, perkembang fisik, mental, sosial, dan
perindungan lerhadap anak.

(2) Pekera Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan mengenal hasil bembingan, bantuan, dan pembinaan
lerhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana
atau indakan.

BAB V
ACARA PENGADILAN ANAK

Baglsn Pertama
Umum

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku dilerapkan pula dalam acara pengadian anak,

kecuak daentukan lan dalam undang-undang ni.
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Baglan Kedua
Perkars Ansk Nakal
Paragraf 1
Penyldikan
Pasal 41

Penyidikan lerhadap Anak Nakal, dedakukan oleh Pemydi yang dielap-
kan berdasarkan Sural Kepulusan Kepala Kepohsian Republk Indo-
nesia alau pejabal lain yang ditunjuk cleh Kepala Kepolsian Republk
Indonesia

(2) ~Syaral-syarat uniuk dapat ditstapkan sabagai Penyidk ssbagaimana

(3

M
(2)

dimaksud dalam ayal (1) adalah:

s telah berpengalaman sebagal panyidik tindak pidans yang dilaku-
kan oleh orang dewasa; .

b. mempunyai minal, perhatian, dedikasl, dan memahami masalah
anak.

Dalam hal tertentu dan dipandang periu, lugas penyidikan sabagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :

(% wwﬂkvwwmwmwmtm
yang dilakukan oleh orang dewasa; alau

b. penyidik lain yang ditelapkan berdasarkan ksleniuan undang-
undang yang berlaku.

Pasal 42
Penyidik wajb memaciksa lersangka dalam sussans kekeluargasn.
DMMMMMMMMPMW&

Loblos I kalan,

kemasyasakalan anya.

(3) Proses penyidikan \erhadap perkasa Anak Nakal wajb dvahasiakan.

Paragral 2
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

(1) Penangkapan Anak Nakal Wummhﬁﬂmm

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspekl 13

Undang-Undang R. |. Nomor 3 Tahun 1997

{2) annghpm sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dilakukan guna
kepenlingan pemeriksaan unluk pakng lama 1 (=atu) han.

Pasal 44

(1) Unluk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayal (1) dan ayal (3) hurd a, berwenang melskukan
penahanan lerhadap anak yang diduga keras melakukan lindak pdana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) hanya berlaku
unluk paling lama 20 (dua pulkuh) hari,

- (3) Jangka wakiu ssbagaimana dimaksud dalam ayal (2) apabia diperiu-

kan guna kepenlingan pemeriksaan yang belum selesai, alas permnia-

an Penyidik dapal diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang,
untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Dalam jangka wakiu 30 (iiga puluh) had Penywxdk sebagaimana dr

maksud dalam ayal (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara
yang bersangkutan kepada Penuniut Umum.

(5) Apabila jangka wakiu sebagaimana dmaksud dalam ayal (4) dlampaui
dan berkas perkara belum diserahkan, maka larsangka harus dikeluar-
kan dari lahanan demi hukum.

(6) Penahanan lerhadap anak diaksanakan h lempal khusus uniuk anak

& kngkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan
Negara, alau d lempal lertentu.

Pasal 45
(1) Penahanan didakukan selelah dengan sungguirsunggun  Memper
umbangkan kepeniingan anak dan alau kopeningan Mmasyas akal,
(2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) harus
dinyalakan secara legas dalam sural penniah penahanan
(3) Tempal lahanan anak harus cpsahkan dan lempal lahanan orang
dewasd.

(4) Selama anak ddahan, kebuluhan jasmani, rohan, dan sosial anak
hasus lelap dipenuis.
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(3)

(4)
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Pasal 46
Unluk kepsntingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melaku-
kan panahanan siau penahanan lanjutan.
Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) unluk paling lama
10 (sepuiuh) had,

Jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) apabia diperiu-
kan guna kepenlingan pemerksaan yang belum selesal, alas per-
mintaan Penuntul Umum dapal diperpanjang oleh Kelua Pengadilan
Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
Dalam Jangka wakiu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus
melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negerl.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dmuku_;d dalain ayal (4), di
lampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri,
maka tersangka harus dikeluarkan dar lahanan demi hukum. *

Pasal 47
Unluk kepeniingan pemerksaan, Hakim di sidang pengadilan ber-
wenang mengeluarkan sural periniah penahanan anak yang sedang
Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama
15 (ma belas) hari

Jangks waklu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperiu-
mgumuponliw pemeriksaan yang belum selesal, dapal diper-
panjang oleh Ketua Pengadilan Neger yang bersangkulan unluk paing
lama 30 (bga puiuh) han.

Apabda jangka wakiy ssbagaimans dimaksud dalam ayal (3) dilampaul
dmﬂahmbohmmwmyl.m-nlkymgbumg-
kulan harus dikeluarkan dan lahanan demi hukum.

Pasal 48
Unluk kepentingan psmenksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan
berwenang mangeluarkan sural perniah penahanan anak yang
sadang dperksa.

Pmmubwmahmwu(l)mmkpdnghmn
15 (ima belas) han
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(3) Jangka waklu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperiu-
kan guna kepentingan pémmedksaan yang|belum selesal, dapal diper-
paniang oleh Kelua Pengadilan Tinggi(yang besangiutan untuk, paliag
lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka wakiu sebagaimana amaksud dalam ayal (3) dlampaui
dan Hakim Banding belum memberikan putusannys, maka anak yang
bersangkulan harus dikeluarkan dari lahanan demi hukum.

Pasal 49

(1) Unluk h.p-nlw;onn pamenksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluar-
kan sural pariniah penahanan anak yang sadang dipernksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dairm ayal (1) untuk paling lama
25 (dua puluh kma) hari.

(3) Jangks wakiu sebagaimana dimaksud dalam ayal {2) apabia diperiu-
kan guna hepentingan pamaeriksaan yang belum selesai, dapat diper-

panjang oleh Kelus Mahkamah Agung uniuk paling lama 30 (liga
pulun) hari.

(4)  Apabils jangka waidu sebagaimana dimaksud dalam ayal (3) dilampaui
dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang
bersangkulan harus dikeluarkan dasi lahanan demi hukum.

Pasal 50

(1) Diecualkan dan angka waklu penahanan sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna ke-
pantingan pemenksaan, penahanan lerhadap lersangka slau lerdakwa
dapal Gperpanjang berdasarkan alasan yang palul dan tidak dapat
dhindarkan karena larsangka alau lerdakwa mendenta gangguan fisik
slay mental yang beral, yang Gbukikan dengan swal kelerangan
dokler,

(2) Perpangangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayalt (1) di-
benkan unluk pakng lama 15 (kma belas) han, dan dalam hal penahan-
an larsebul masih diperiukan, dapal diperpanjang lag untuk paling
lama 15 (bma belas) han.

(3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) di-
berikan oleh :
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Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memparhalikan
kepenlingan anak dan kepenlingan umum serda berusaha agar suasana
kekoluargaan lelap lerpelihara dan peradian berjalan lancar.

Paragraf 3
Penuntutan

Pasal 53

(1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuniut Umum, yang
ditelapkan berdasarkan Surat Kepulusan Jaksa Agung alau pejabal
lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat-syarat uniuk dapat ditelapkan sebagai Penuniut Umum
sebagaimana dinaksud dalam ayal (1) adalah
a. lelah berpengalaman sebagai penuniul umum lindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa;

b. mempunyai minal, perhatian, dedkasi, dan memahami masalah
anak

{3) Dalam hal lerteniu dan dpandang periu, lugas penuniutan sebagar
mduuhudd:hmlyu(l)dnpumemm
Umymnwhmw;mnbagiIMMqut
lakukan oleh orang dewasa.

Pasal 54

Dalam hal Penuniut Umum berpsndapal bahwa dan hasd penyidkan dapst
dilakukan penuntutan, maka ia wapb dalam wakiu secepainys membual sural
dakwaan sesuai dengan kelentuan dalam Kiab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Paragral 4
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 55
Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dwnaksud dalam Pasal | angka 2,

Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyasakalan, orang lua,
wal, alau orang lua asuh dan saksi, wapb hadv dalam Sidang Anak
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a. Kelua wammpmmm-

an,

B (Relua Pehgacdan Tingg Salim Gngial pemerisasn di Pengadi
an Negeri,

€. Ko!mmmummwwm
kasasl

(4) Penggunaan kewsnangan perpanjangan penahanan oleh pejabal
sebagaimana dmaksud dalam ayal () dlakukan secara beriahap dan
dengan panuh langgung jawab.

(5) Setelah wakiu 30 (liga puuh) hadi, walaupun perkars larsebut belum
ndenmbMWu.WmM-m
sudah dikeluarkan dari tahanan demi hulum.

(6] Tarhadap perpanjangan penshanan sebagaimana dimaksud dalam
ayal (2) tersangka alau lerdakwa dapal mengajukan kebecalan

kepada:
a. Kelua Pengadilan Tinggi dalam lingkat penyidikan dan penuntu-
an;

b,  Kelua Mahkamah Agung dalam tngkal pemerksaan Pengadian
Negeri dan Pemenksaan bandng.

Pasal 51

) SomuﬂHanunmnlmmmm
dapatkan bantuan hukum dan seorang slau lebih Penamhal Hukum
selama dalam waklu dan pada saliap bngkat psmeriksaan menunit lala
cara yang ditentukan dalam undang-undang in.

(2) Pejabat yang Memeriukan penangkapan alay penahanan wasb mam-
bertahukan kepada lersangha dan oang Wa, wal, alau orang Wwa
asuh, mengenai hak mempercieh baniuan hikum sabagaimans de
maksud dalam ayat (1).

(3) Setiap Anak Nakal yang ddaanghkap slau dishan berhak berhubungan
langsung dengan Penashal Hukum dengan duwasi lanps didengas
oleh pejabal yang berwenang
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Pasal 56

(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memeriniahkan agar Pembimbing
Kemasyarakalan menyampaikan laporan hasi penelitian kemasya-
rakatan mengenal anak yang bersangkutan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) berisi:

a dala indvidy anak, keluarga, pendicikan, dan kehidupan sosial
anak; dan
b, kesimpulan alau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakalan.

_Pasal 57

m sm-uhmwwﬂmgmdmmwmmm
untuk umum, terdakwa tpanggsl masuk besaria orang tua, wal, alau
ocang lua asuh, Penashal Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Selama dalam persidangan, lerdakwa i orang tua, wali, alau
oungluaml?wwruun.an? smbing K. Y %

Pasal 58
(1) Pada wakiu memaeriksa saksi, Hakim dapal memaerintahkan agar
\erdakwa dbawa ke luar ruang sidang.
(2) Pada wakw pemerksas saksi sabagamans dmaksud dalam ayat (1),

unngm.wd.aunumgmmPMHuhmﬂan
bimbing Kemasyasakalan lelap hadar.

Pasal 59

(1) Sebelum mengucapkan pulusanmya, Hakim memberkan kesempalan
kepada orang tua. wali, alau orang lua asuh uniuk rm_nq-rmuhn
segala hal ikhwal yang bermaniaal bagl anak.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperumbang
kan laporan peneiiian kemasyarakalan dari Pembimbing Kemasya:
Tk atan

(3) Pulisan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang lerbuka untuk

(L
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BAB VI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
Pasal 50

Analk Dicik Pemasyarakatan diempatkan d Lembaga Pamasyarakatan \
An-kymhlnnhrp‘nhdariumg cowasa. '

Anak yang diempatican di lsmbaga sebagaimana dmaksud dalam ayal
(1) berhak mempercieh penddikan dan latihan sesuai dangan bakat
dan kemampuannya sera hak lain bardasarkan peraluan pearundang-
undangan yang beriaku.

Pasal 61 ’ |
Anak Pidana yang belum ‘selasai menjalani pdananys & Lembaga

Pemasyssakalan Anak dan lelah mencapal umur 18 (Oelapan belas)
tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakalan.

Anak Pidana ssbagaimana cumaksud dalam aysl (1) yang lelah
mw\l(mb-hn)mnuudwunmww f
21 (dua puluh satu) tahun ddempatkan di Lembaga Pemasyasakalan

socara terpisah dari yang lelah mencapsl umur 21 (dua puluh salu)

lahun alau lebin.

Pasal 62

Anak Pidana yang lelah menjalani pidana penjara 273 (dua per tiga)
Jari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnys 9 (sembilan)
bulan dan berkelakuan bak, dapal dberkan pembabasan barsyarsl.

Anak Pidana sebagaimana @maksud dalam ayat (1) berada c bawah
pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksana-
kan oleh Balal Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarsl sebagaimans dimaksud dalam ayal (1) disertai
dongan masa percobaan ysng lamanya sama
yang harus dyalankannya.

dengan sisa pdana

Dalam pembebasan bersyaral diteniukan syaral umum dan syaral
Khusus sebagaimana dmaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Pengamalan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagauTana dimaksud
dalam ayat (2) dlakukan cieh Tim Pengamat Pemasyararalan
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Pasal 68
Undang-undang ini mulai berdaku 1 (salu) lahun ledhaung &)
diundangkan.
Agar seliap orang mengatahuinya, memennlahkan pangundangan undang-
undang inl dengan pensmpalannya dalam Lembaran Negara Republik

jak tanggal

Indonesia.
Disahkan di Jakana
pada langgal 3 Januari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
td
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 1987
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ud
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands
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Apabia Kepala Lembaga PemasyRrassimin #5m Y
Negara selelah menjalani masa pendsdikannys dalam lembaga paling lﬂjﬂd |
(uw;mmmhmwmw”mmw

syat (3) dan ayat (4).

Pasal 64
Pelaksanaan kelentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 chalur
labih anjut dengan Peraturan Pemenntah.

BAB VN
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85
b orkara Anak Nakal yang pada sast Darakunys undang-undang int:

s sudah diperksa lelapd belum chputus, penyehesalan selanjulnya dilak-
sanakan berdasaskan hukum BCAIE YANQ berlaky sebelum berakunya
undang-undany in; .

b. umhwhkmu?-whnmdluaplbduﬂw
penyelesalan salanjutnys dldaksanakan berdasarkan hukum Bcars
Pengadian Anak yang dalur dalam undang-undang nl.

Posal 84

Puiusan hakim mengensi
kekualan hukum letap, slad yang \elah mempercleh kekualan hukum welap
lelapi belum dilaksanakan pada
ponyelesaan selanptnyd ddahLanakan bardasarkan undang-undang .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saal mulai berlakunys undang-uNdang 1, maka Pasal 45, Pasal 46, dan
Pasal 47 Kaab Undang-Undang Fukum Piiana dnystakan wdak berlaku LagL

Awnumnmwmwul_ [Tl
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Jakarta, 30 Juni 2000

Nomor : MA/Kumdil/197.A/VI/K/2000.

Kepada Yth.:
. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. KETUA PENGADILAN NEGERI
Di
SELURUH INDONESIA

—

SURAT - EDARAN
Nomor : 1 Tahun 2000

Tentang

PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT
DAN SIFAT KEJAHATANNYA

Dalam era reformasi yang melanda Negara kita, telah membawa dampak
yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang
ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kwantitas serta
kwalitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan
pemidanaan secara khusus.

Oleh karena itu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi,
NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM perat, Lingkungan Hidup,
Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana
yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana
tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa
keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah
terjadi-perubahan nilai serta nerkembangan hukum yang sangat cepat,
sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana
Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para Hakim mampu
berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-
nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Demikian, untuk menjadi perhatian para Hakim.

KETUA MAHKAMAH AGUNG -Rl,

SARWATA, S.H.
Tembusan Yth. :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
- 3. 3dr. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
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